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ABSTRAK 

NUR ALYA. Penerapan PSAK 409 dalam Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan pada 

BAZNAS Kota Parepare. (Dibimbing oleh Sri Wahyuni Nur) 

 

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat daerah 

yang memiliki tanggung jawab dalam menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan 

melaporkan dana zakat, infak, dan sedekah secara akuntabel. Namun, dalam praktiknya 

penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh karena BAZNAS Kota Parepare 

masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan PSAK 109. Penelitian ini 

bertujuan untuk menganalisis kondisi penerapan PSAK 409, faktor-faktor penyebab 

belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan dalam 

mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan.  

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan 

pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak yang berkaitan dengan bidang 

keuangan, bendahara, dan operator SiMBA. Data yang terkumpul dianalisis melalui 

tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PSAK 409 belum diterapkan secara 

penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Faktor penyebabnya meliputi belum adanya aset 

kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan 

penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui 

BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Meskipun 

demikian, praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung 

akuntabilitas melalui pemisahan dana, penggunaan bukti transaksi, penyusunan 

laporan keuangan, dan pemeriksaan auditor. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian terhadap dinamika penerapan 

PSAK 409 pada BAZNAS daerah yang belum memiliki aset kelolaan produktif, 

sehingga penelitian ini tidak hanya menilai kesesuaian standar akuntansi, tetapi juga 

mengkaji kesiapan kelembagaan, kondisi teknis pencatatan, penggunaan SiMBA, dan 

integrasi UPZ dalam mendukung akuntabilitas pelaporan keuangan. 

 

Kata Kunci: PSAK 409, Akuntabilitas, Pelaporan Keuangan, Zakat, Infak, Sedekah, 

BAZNAS. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN 

A. Transliterasi 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda. 

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin: 

Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

  Tha Th te dan ha ث

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh ka dan ha خ

 Dal D De د

 Dhal Dh de dan ha ذ

 Ra R Er ر 

 Zai Z Zet ز 

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 Shad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 Dad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 Ta ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 Za ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain ‘ koma terbalik ke atas‘ ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف
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Huruf Nama Huruf Latin Nama 

 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ـه

 Hamzah ’ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

Hamzah ( ء ) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. 

Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda ( ’ ). 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal (monoftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda 

atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fathah A A ا  

 Kasrah I I ا  

 Dammah U U ا  

b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa 

gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan 

huruf, yaitu: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 fathah dan ya Ai a dan i ـ ي  

  fathah dan wau Au a dan u ـ و  
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Contoh: 

 kaifa : ك ي ف  

ل   و   ḥaula : ح 

3. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 

Harakat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 fathah dan alif atau ya Ā a dan garis di atas ـ ى / ـ ا

 kasrah dan ya Ī i dan garis di atas ـ ي  

 dammah dan wau Ū u dan garis di atas ـ و  

Contoh: 

ات    māta :م 

م ى   ramā :ر 

 qīla :ق ي ل  

ت   و   yamūtu :ي م 

4. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua: 

a. Ta marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan 

dammah, transliterasinya adalah [t]. 

b. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 

adalah [h]. 

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah 

itu ditransliterasikan dengan ha (h).  
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Contoh: 

ة   ض  و  نَّة   ر   rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah :الج 

ي ن ة   د  ل ة   ا ل م   al-madīnah al-fāḍilah atau al-madīnatul fāḍilah :ال ف اض 

ة   م  ك   al-hikmah :ا ل ح 

5. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 

sebuah tanda tasydid (   ـ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan 

huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh: 

بَّن ا  rabbanā :ر 

ي ن ا   najjainā :ن جَّ

ق    al-ḥaqq :ا ل ح 

ج    al-ḥajj :ا ل ح 

م    nu‘‘ima :ن ع  

 aduwwun‘ :ع د و  

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah 

 :maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i). Contoh ,(ـ ي  )

 Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)‘ :ب ي   ع ر  

 Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)‘ :ع ل ي  

6. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam 

ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa 

al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang 

tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis 
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terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). 

Contoh: 

س    al-syamsu (bukan asy-syamsu) :ا لشَّم 

 al-zalzalah (bukan az-zalzalah) :ل ة   ل ز   ا لزَّ 

 al-falsafah :الف ل س ف ة  

د    al-bilādu :ا ل ب لَ 

7. Hamzah 

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi 

hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal 

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh: 

ن   و  ر   ta’murūna :ت أم 

ء    ’al-nau :النَّو 

ء    syai’un :ش ي 

ت   ر   umirtu :أم 

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia 

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau 

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang 

sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah 

sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara 

transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dar Qur’an), Sunnah. Namun bila kata-

kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus 

ditransliterasi secara utuh. Contoh: 

Fī ẓilāl al-qur’an 
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Al-sunnah qabl al-tadwin 

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab 

9. Lafẓ al-Jalalah (الله) 

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau 

berkedudukan sebagai mudaf ilahi (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. 

Contoh: 

 Dīnullahالله   ي ن   د  

 billahب الل  

Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-jalālah, 

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh: 

ة   ر   ف ي ه م   م   Hum fī rahmatillāhالله   ح 

10. Huruf Kapital 

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini 

huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang 

berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama 

diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri 

didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf 

awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal 

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). 

Contoh: 

Wa mā Muhammadun illā rasūl 

Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan 

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an 
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Nasir al-Din al-Tusī 

Abū Nasr al-Farabi 

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak 

dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan 

sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh: 

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-

Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) 

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, 

Naṣr Ḥamīd Abū). 

B. Singkatan 

Beberapa singkatan yang dibaku rkan adalah: 

Swt. : subḥānahū wa ta‘ālā 

Saw. : ṣallallāhur ‘alaihi wa sallam 

a.s. : ‘alaihi al- sallām 

H : Hijriah 

M : Masehi 

SM : Serberlu rm Masehi 

QS .../...4 : QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4 

HR : Hadis Riwayat 

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu 

dijelaskan kepanjangannya, di antaranya sebagai berikut: 

Ed. : Editor (atau eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu editor), 

karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk 



 

xx 
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Et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). 

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan 

dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak. 

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau 

ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa 

Arab biasanya digunakan kata juz. 

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah 

berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Zakat, infak, dan sedekah merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang 

memiliki peran penting dalam membantu pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dana 

zakat, infak, dan sedekah tidak hanya dipahami sebagai bentuk ibadah, tetapi juga 

sebagai sarana sosial ekonomi untuk membantu mustahik, mengurangi kemiskinan, 

serta memperkuat kepedulian sosial. Oleh karena itu, dana zakat, infak, dan sedekah 

perlu dikelola oleh lembaga yang memiliki sistem pengelolaan yang jelas, tertib, 

transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas dan transparansi menjadi 

isu penting dalam tata kelola lembaga pengelola zakat karena keduanya berkaitan 

langsung dengan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.1 

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS merupakan lembaga resmi yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. 

BAZNAS memiliki tugas dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, 

melaporkan, dan mempertanggungjawabkan pengumpulan, pendistribusian, serta 

pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. Sebagai lembaga pengelola dana umat, 

BAZNAS dituntut tidak hanya mampu menghimpun dan menyalurkan dana, tetapi juga 

mampu menyajikan laporan keuangan yang benar dan dapat dipercaya.2 Lembaga amil 

zakat   perlu   menyajikan    laporan    keuangan    yang  akuntabel dan transparan agar 

 
1 Hanifatus Syaidah Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat 

Melalui Zakat Core Principles Dan PSAK 109,” Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi 1, no. 3 (3 Juni 2023): 

31–43, https://doi.org/10.55606/jumia.v1i3.1461. 
2 Nadia Khasanah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas 

Kabupaten Pekalongan,” Manageable 2, no. 1 (14 Agustus 2024): 143–55, 

https://doi.org/10.59000/jm.v2i1.25. 
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pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah dapat dipertanggungjawabkan kepada 

masyarakat. 

Teori akuntabilitas menjadi teori utama dalam penelitian ini karena penelitian 

ini berfokus pada kewajiban BAZNAS Kota Parepare dalam 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah kepada 

muzakki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat. Dalam konteks lembaga 

pengelola zakat, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan penyajian laporan 

keuangan, tetapi juga berkaitan dengan kejelasan pencatatan, pemisahan dana, 

penggunaan bukti transaksi, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar 

akuntansi, dan kemampuan lembaga menjelaskan pengelolaan dana yang diterima serta 

disalurkan.3 Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa akuntabilitas laporan 

keuangan lembaga zakat sangat berkaitan dengan penerapan standar akuntansi, 

kelengkapan unsur laporan keuangan, serta transparansi informasi kepada public.4 Oleh 

karena itu, teori akuntabilitas digunakan sebagai dasar untuk menilai apakah praktik 

pencatatan dan pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung 

pertanggungjawaban pengelolaan keuangan, meskipun PSAK 409 belum diterapkan 

secara penuh. 

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat daerah 

yang memiliki peran dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, dan 

sedekah kepada masyarakat Kota Parepare. Lembaga ini menjalankan berbagai 

program penghimpunan, seperti zakat profesi, zakat mal, zakat fitrah, infak, sedekah, 

 
3 Sri Wahyuni Nur, Analisis Laporan Keuangan, ed. oleh Indrayani, I (Parepare: IAIN Parepare 

Nusantara Press, 2025). 
4 Rozi Andrini, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak 

Shadaqah (Zis) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK No. 109,” Jurnal Akuntansi 

Kompetif 6, no. 1 (29 Januari 2023): 115–26, https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v6i1.1269. 
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layanan jemput zakat, kerja sama dengan Unit Pengumpul Zakat, serta pemanfaatan 

kanal pembayaran perbankan. Pada sisi penyaluran, BAZNAS Kota Parepare 

mengelola program bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan sosial, bantuan 

kemanusiaan, dan pemberdayaan ekonomi. Seluruh kegiatan tersebut membutuhkan 

pengelolaan keuangan yang tertib agar dana yang diterima dan disalurkan dapat 

dipertanggungjawabkan kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat. 

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, pencatatan dan pelaporan keuangan 

perlu mengacu pada standar akuntansi yang berlaku. Standar akuntansi diperlukan agar 

laporan keuangan dapat disusun secara seragam, mudah dipahami, dapat dibandingkan, 

dan dapat dipertanggungjawabkan. Ikatan Akuntan Indonesia menetapkan PSAK 409 

tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai standar yang mengatur perlakuan 

akuntansi atas transaksi zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 berkaitan dengan 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan 

sedekah agar laporan keuangan lembaga pengelola zakat dapat disajikan secara lebih 

tertib, transparan, dan akuntabel.5 

Pemberlakuan PSAK 409 menjadi perhatian penting bagi lembaga pengelola 

zakat, termasuk BAZNAS daerah, karena standar tersebut berkaitan langsung dengan 

praktik pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. Perubahan standar ini menuntut 

lembaga pengelola zakat untuk menyesuaikan pemahaman, sistem pencatatan, dan 

penyajian laporan keuangan. Dalam praktiknya, penyesuaian terhadap standar 

akuntansi tidak selalu mudah dilakukan karena setiap BAZNAS daerah memiliki 

kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, jumlah muzakki, sistem pencatatan, dan 

 
5 Zahra Amalia Khairani, Yenni Samri Juliati Nasution, dan Wahyu Syarvina, “Analisis 

Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi 

dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara,” Jesya 9, no. 2 (2026): 1066–77. 
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aset yang berbeda-beda. Keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan, 

dan minimnya pelatihan akuntansi zakat dapat menjadi faktor yang menyebabkan 

lembaga zakat belum sepenuhnya menerapkan standar akuntansi yang berlaku.6 

Berdasarkan dokumen laporan keuangan yang telah dikumpulkan, BAZNAS 

Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara berkala dan diaudit oleh 

auditor independen. Laporan keuangan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota 

Parepare telah memiliki praktik pertanggungjawaban keuangan melalui penyajian 

neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, 

laporan perubahan dana amil, laporan perubahan dana hibah APBD, laporan perubahan 

dana jasa bank, laporan arus kas, daftar aset, dan catatan atas laporan keuangan. 

Struktur laporan tersebut menunjukkan adanya sistem pelaporan keuangan yang 

berjalan dari tahun ke tahun. Namun, struktur pelaporan yang digunakan masih 

menunjukkan kedekatan dengan pola pelaporan PSAK 109, sehingga penting untuk 

melihat bagaimana kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik pelaporan keuangan 

BAZNAS Kota Parepare. 

Data penerimaan zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 

sampai 2024 menunjukkan adanya perkembangan jumlah dana yang dihimpun dari 

masyarakat. Adapun data jumlah zakat, infak, dan sedekah BAZNAS Kota Parepare 

tahun 2021 sampai 2024 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut. 

 
6 Khasanah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada Baznas 

Kabupaten Pekalongan.” 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Zakat, Infak/Sedekah BAZNAS Kota Parepare  

 Tahun 2021–2024 

Tahun Zakat Infak/Sedekah Total ZIS 

2021 Rp629.322.205 Rp12.099.100 Rp641.421.305 

2022 Rp702.756.518 Rp13.184.024 Rp715.940.542 

2023 Rp1.192.641.050 Rp351.998.399 Rp1.544.639.449 

2024 Rp1.189.683.878 Rp151.414.300 Rp1.341.098.178 

Sumber Data: Laporan Keuangan Auditan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–2024. 

Berdasarkan Tabel 1.1, penerimaan ZIS BAZNAS Kota Parepare mengalami 

peningkatan dari tahun 2021 sampai 2023. Pada tahun 2021, total penerimaan zakat, 

infak, dan sedekah sebesar Rp641.421.305, kemudian meningkat menjadi 

Rp715.940.542 pada tahun 2022, dan kembali meningkat secara signifikan menjadi 

Rp1.544.639.449 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 total penerimaan ZIS 

mengalami penurunan menjadi Rp1.341.098.178. Fluktuasi penerimaan tersebut 

menunjukkan bahwa penghimpunan dana ZIS BAZNAS Kota Parepare masih 

mengalami dinamika. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya penguatan 

pencatatan, pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan agar dana yang 

dihimpun dapat dipertanggungjawabkan secara jelas. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare belum 

menerapkan PSAK 409 secara penuh dalam praktik pelaporan keuangannya. Pihak 

BAZNAS Kota Parepare menjelaskan bahwa dalam penyusunan laporan keuangan, 

lembaga masih menggunakan PSAK 109 karena belum sepenuhnya memahami 

perbedaan penerapan PSAK 109 dan PSAK 409, khususnya terkait aset kelolaan 

produktif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara standar akuntansi yang 

berlaku dengan kesiapan praktik pelaporan keuangan di lapangan. Oleh karena itu, 

penelitian ini tidak hanya melihat penerapan PSAK 409 sebagai pelaksanaan standar 
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secara penuh, tetapi juga sebagai proses penyesuaian yang dipengaruhi oleh kondisi 

faktual lembaga. 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara 

penuh adalah belum adanya aset kelolaan produktif pada BAZNAS Kota Parepare. 

Berdasarkan hasil wawancara, aset kelolaan produktif dipahami sebagai aset yang 

dikelola oleh BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, 

misalnya lahan atau usaha yang dikelola oleh BAZNAS dan hasilnya digunakan untuk 

mendukung penyaluran kepada mustahik. Sampai saat ini, BAZNAS Kota Parepare 

belum memiliki aset kelolaan produktif seperti usaha atau aset yang menghasilkan 

pendapatan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, PSAK 109 masih dianggap lebih 

sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare saat ini. 

Selain persoalan aset kelolaan produktif, terdapat kendala lain yang 

memengaruhi kesiapan BAZNAS Kota Parepare dalam menerapkan PSAK 409. 

Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan dana 

operasional, dan belum optimalnya penggunaan aplikasi SiMBA. Penggunaan SiMBA 

dalam pengelolaan zakat pada dasarnya dapat mendukung efektivitas, efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas pengumpulan serta pendistribusian zakat apabila 

digunakan secara optimal.7 Namun, dalam praktik BAZNAS Kota Parepare, pencatatan 

keuangan masih dilakukan melalui buku manual dan sistem digital, sementara 

penginputan data ke dalam SiMBA belum sepenuhnya optimal karena keterbatasan 

tenaga. Dalam kondisi tertentu, pencatatan manual dianggap lebih cepat digunakan 

sebagai dasar pemeriksaan auditor karena dokumen fisik seperti kuitansi, bukti transfer, 

 
7 Mulkan Fadhli, “Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas 

Pengumpulan dan Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh,” JINTECH Journal of Information 

Technology 5, no. 1 (20 Januari 2024): 1–11, https://doi.org/10.22373/jintech.v5i1.4089. 
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rekening koran, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi penyaluran dapat langsung 

ditelusuri. 

Fenomena lain yang ditemukan adalah masih rendahnya penghimpunan zakat 

melalui BAZNAS Kota Parepare karena sebagian masyarakat masih menyalurkan 

zakat secara langsung kepada ustaz, guru mengaji, atau pihak tertentu yang dipercaya. 

Selain itu, data Unit Pengumpul Zakat juga menunjukkan masih adanya UPZ yang 

berstatus belum terdaftar, sehingga tidak seluruh aktivitas penghimpunan zakat di 

masyarakat tercatat langsung dalam sistem BAZNAS. Kondisi ini berdampak pada 

keterbatasan informasi mengenai jumlah dana ZIS yang beredar di masyarakat dan 

memengaruhi kelengkapan data akuntabilitas penghimpunan zakat. Padahal, 

akuntabilitas lembaga pengelola zakat menuntut adanya pencatatan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban yang dapat menunjukkan bagaimana dana dihimpun, dikelola, 

dan disalurkan kepada pihak yang berhak.8 

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji 

penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota 

Parepare. Penerapan yang dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai 

pelaksanaan PSAK 409 secara penuh, tetapi juga mencakup kondisi, proses 

penyesuaian, dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara 

optimal. Penelitian ini juga berupaya mengungkap kesenjangan antara teori 

akuntabilitas, standar akuntansi yang berlaku, dan kondisi empiris yang terjadi pada 

BAZNAS Kota Parepare. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya dalam 

memahami tantangan penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS daerah yang 

 
8 Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core 

Principles Dan PSAK 109.” 
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belum memiliki aset kelolaan produktif. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat pencatatan, 

pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan 

sedekah pada BAZNAS Kota Parepare? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara 

penuh pada BAZNAS Kota Parepare? 

3. Bagaimana praktik pelaporan keuangan yang digunakan BAZNAS Kota 

Parepare berkontribusi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, 

dan sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. 

2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum 

diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare. 

3. Untuk menganalisis kontribusi praktik pelaporan keuangan terhadap 

akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap 

pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya mengenai penerapan PSAK 409 

dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah pada lembaga pengelola zakat. Penelitian 

ini juga dapat memperkaya literatur mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan 

BAZNAS daerah, terutama dalam memahami kondisi, proses penyesuaian, dan faktor-

faktor yang memengaruhi penerapan standar akuntansi zakat di tingkat daerah. Selain 

itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang membahas 

hubungan antara standar akuntansi syariah, pelaporan keuangan, dan akuntabilitas 

lembaga pengelola zakat. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak 

sebagai berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai 

penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada lembaga 

pengelola zakat. Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman bagi penulis 

dalam menganalisis kesesuaian antara standar akuntansi yang berlaku dengan 

kondisi empiris yang terjadi di lapangan. 

b. Bagi BAZNAS Kota Parepare 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi BAZNAS Kota 

Parepare dalam meningkatkan kualitas pencatatan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban keuangan zakat, infak, dan sedekah. Hasil penelitian ini 
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juga dapat memberikan gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan 

PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, seperti belum adanya aset kelolaan 

produktif, keterbatasan sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan 

penghimpunan dana ZIS. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. 

c. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi akademisi dan 

peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji penerapan standar akuntansi syariah 

pada lembaga pengelola zakat. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar untuk 

penelitian lanjutan mengenai implementasi PSAK 409 pada BAZNAS daerah 

yang memiliki kondisi kelembagaan, sumber daya manusia, dan aset kelolaan 

yang berbeda-beda. 

d. Bagi Masyarakat dan Muzakki 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat 

dan muzakki mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, 

infak, dan sedekah. Dengan adanya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang 

akuntabel, masyarakat diharapkan semakin percaya untuk menyalurkan zakat, 

infak, dan sedekah melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Penelitian Relevan 

Tinjauan terhadap temuan penelitian relevan akan membantu mendukung 

penelitian yang dilakukan. Di satu sisi juga merupakan bahan perbandingan terhadap 

penelitian yang ada.9  Dengan demikian, penelitian yang dilakukan oleh penulis 

merupakan suatu usaha untuk mengembangkan pemahaman dari hasil-hasil penelitian 

sebelumnya. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik ini yaitu: 

Tabel 2.1 Penelitian Relevan 

No 
Nama dan 

Tahun 
Judul 

Metode 

Penelitian 

Hasil 

Penelitian 

Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Muhammad 

Sutrisna dan 

Lina Yulianti, 

2025 

Pengaruh 

Penerapan PSAK 

409: Zakat, 

Infak, dan 

Sedekah (ZIS) 

terhadap 

Efektivitas 

Pengelolaan 

Zakat di 

BAZNAS 

Majalengka 

Kuantitatif dengan 

metode survei. 

Data diperoleh 

melalui kuesioner 

kepada pegawai 

dan pengelola 

zakat BAZNAS 

Kabupaten 

Majalengka, 

kemudian 

dianalisis 

menggunakan uji 

validitas, 

reliabilitas, asumsi 

klasik, dan regresi 

linear sederhana. 

Penerapan PSAK 

409 berpengaruh 

positif dan 

signifikan terhadap 

efektivitas 

pengelolaan zakat. 

Kepatuhan 

terhadap PSAK 

409 berkontribusi 

pada peningkatan 

transparansi, 

akuntabilitas, dan 

keteraturan 

pelaporan 

keuangan zakat. 

Sama-sama 

membahas 

penerapan PSAK 

409 pada lembaga 

BAZNAS dan 

berkaitan dengan 

akuntabilitas 

pengelolaan zakat. 

Penelitian terdahulu 

menggunakan 

pendekatan 

kuantitatif dan 

berfokus pada 

efektivitas 

pengelolaan zakat di 

BAZNAS 

Majalengka, 

sedangkan penelitian 

ini menggunakan 

pendekatan kualitatif 

dan berfokus pada 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan BAZNAS 

Kota Parepare. 

2 Sri Wahyuni 

Nur, Rini 

Purnamasari, 

dan, Zahra 

Humeirah 

2025 

The Effect of 

Accountability 

and 

Transparency on 

The Effectiveness 

of Parepare 

Sharia State 

Savings Bank 

Penelitian 

lapangan dengan 

pendekatan 

kuantitatif. Data 

diperoleh melalui 

kuesioner dan 

observasi terhadap 

100 nasabah Bank 

BTN Syariah  

Akuntabilitas dan 

transparansi 

berpengaruh 

signifikan terhadap 

efektivitas Bank 

BTN Syariah 

Parepare, baik 

secara parsial 

maupun simultan. 

Sama-sama 

membahas 

akuntabilitas dan 

transparansi 

sebagai unsur 

penting dalam 

efektivitas 

lembaga keuangan 

syariah. 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada Bank 

BTN Syariah 

Parepare, sedangkan 

penelitian ini 

berfokus pada 

BAZNAS Kota 

Parepare  

 
9 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan,” Lobi 2, no. 

2 (13 September 2025): 47–68, https://doi.org/10.15575/lobi.v2i2.2202. 
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No 
Nama dan 

Tahun 
Judul 

Metode 
Penelitian 

Hasil Penelitian 
Persamaan 
Penelitian 

Perbedaan 
Penelitian 

3 Abd Hamid, 

Damirah, dan 

Musmulyadi, 

2023 

The Effectiveness 

of Zakat and 

Islamic Social 

Finance 

Management in 

Enhancing the 

Economic Well-

being of the 

Parepare City 

Community 

Kualitatif 

fenomenologis 

dengan metode 

penelitian 

lapangan. Data 

diperoleh melalui 

wawancara dan 

dokumentasi dari 

pihak BAZNAS 

Kota Parepare 

serta data mustahik 

penerima dana 

ZIS. 

Pengelolaan dana 

ZIS di BAZNAS 

Kota Parepare 

dilakukan melalui 

program 

pemberdayaan 

modal usaha dan 

dinilai efektif 

dalam 

meningkatkan 

ekonomi 

masyarakat. 

Sama-sama 

menjadikan 

BAZNAS Kota 

Parepare sebagai 

objek penelitian 

dan membahas 

pengelolaan dana 

ZIS. 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada 

efektivitas 

pengelolaan ZIS 

terhadap 

kesejahteraan 

ekonomi masyarakat, 

sedangkan penelitian 

ini berfokus pada 

penerapan PSAK 

409 dalam 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan. 

4 Arvina, Moh. 

Yasin 

Soumena, 

Firman, dan 

Andi Rio 

Makkulau 

Wahyu, 2022 

Jalange 

Community 

Response to 

BAZNAS Zakat 

Management: A 

Case Study at 

BAZNAS in 

Barru 

Kualitatif dengan 

pendekatan 

fenomenologi dan 

metode penelitian 

lapangan. Data 

dikumpulkan 

melalui observasi 

dan wawancara 

kepada pegawai 

BAZNAS, UPZ, 

ASN, dan muzakki 

di lingkungan 

Jalange. 

Sistem 

pengumpulan zakat 

BAZNAS Barru 

dilakukan melalui 

pemotongan gaji, 

UPZ, transfer, dan 

pengumpulan 

langsung. Sistem 

pendistribusian dan 

pendayagunaan 

zakat dinilai 

membantu 

mustahik serta 

sesuai dengan 

syariat Islam. 

Sama-sama 

membahas 

pengelolaan zakat 

oleh BAZNAS, 

terutama 

pengumpulan, 

pendistribusian, 

dan 

pendayagunaan 

zakat. 

Penelitian terdahulu 

berfokus pada 

respons masyarakat 

terhadap pengelolaan 

zakat di BAZNAS 

Kabupaten Barru, 

sedangkan penelitian 

ini berfokus pada 

penerapan PSAK 

409 dan akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan di 

BAZNAS Kota 

Parepare. 

5 Ismayanti 

Muksin dan 

Saddan 

Husain, 2022 

Matanre Siri: 

Rekonstruksi 

Peningkatan 

Uniformitas 

PSAK 109 

Kualitatif 

interpretatif 

dengan pendekatan 

studi kasus. Data 

diperoleh melalui 

wawancara, studi 

pustaka, dan 

analisis laporan 

keuangan 

BAZNAS 

Kabupaten 

Sidenreng 

Rappang. 

Nilai Matanre Siri 

dapat menjadi 

dasar filosofis 

dalam 

meningkatkan 

kepatuhan terhadap 

PSAK 109. Nilai 

kejujuran, amanah, 

dan rasa malu 

dinilai mampu 

mendorong 

penyajian laporan 

keuangan yang 

akuntabel dan 

transparan. 

Sama-sama 

membahas standar 

akuntansi zakat 

dan akuntabilitas 

laporan keuangan 

pada BAZNAS. 

Penelitian terdahulu 

membahas PSAK 

109 dan nilai budaya 

lokal pada BAZNAS 

Kabupaten 

Sidenreng Rappang, 

sedangkan penelitian 

ini membahas PSAK 

409 dalam 

akuntabilitas 

pengelolaan 

keuangan pada 

BAZNAS Kota 

Parepare. 

Sumber Data: Data diolah peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan beberapa penelitian relevan yang telah dipaparkan, dapat diketahui 

bahwa penelitian sebelumnya telah banyak membahas standar akuntansi zakat, 

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah, akuntabilitas, transparansi, serta 

efektivitas lembaga pengelola zakat dan lembaga keuangan syariah. Beberapa 
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penelitian terdahulu masih berfokus pada penerapan PSAK 109, efektivitas 

pengelolaan ZIS, respons masyarakat terhadap pengelolaan zakat, serta pengaruh 

akuntabilitas dan transparansi terhadap efektivitas lembaga keuangan syariah. 

Sementara itu, penelitian yang secara khusus membahas penerapan PSAK 409 dalam 

akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS daerah, khususnya BAZNAS Kota 

Parepare, masih terbatas. 

Celah penelitian dalam kajian ini terletak pada belum banyaknya penelitian 

yang membahas penerapan PSAK 409 dengan memperhatikan kondisi empiris 

BAZNAS daerah yang belum sepenuhnya mampu menerapkan standar tersebut. Dalam 

praktiknya, penerapan PSAK 409 tidak hanya berkaitan dengan perubahan standar 

akuntansi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan lembaga, pemahaman sumber daya 

manusia, sistem pencatatan, penghimpunan dana ZIS, serta keberadaan aset kelolaan 

produktif. Hal ini penting dikaji karena kondisi setiap BAZNAS daerah tidak selalu 

sama, terutama bagi BAZNAS yang belum memiliki aset kelolaan produktif dan masih 

menggunakan pola pelaporan yang dekat dengan PSAK 109. 

Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan 

menitikberatkan pada kondisi penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan 

keuangan pada BAZNAS Kota Parepare. Penelitian ini tidak hanya mengkaji 

penerapan PSAK 409 secara normatif, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang 

menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh dalam praktik pelaporan 

keuangan. Dengan demikian, posisi penelitian ini adalah sebagai pengembangan dari 

penelitian sebelumnya, khususnya dalam memahami penerapan standar akuntansi 

zakat terbaru pada lembaga pengelola zakat di tingkat daerah serta kontribusinya 

terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. 
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B. Tinjauan Teori 

1. Teori Akuntabilitas 

a. Pengertian akuntabilitas 

Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban seseorang, 

kelompok, atau lembaga atas pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, 

serta hasil kegiatan yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak untuk 

menerima pertanggungjawaban tersebut.10 Akuntabilitas tidak hanya dipahami 

sebagai kewajiban untuk menyusun laporan, tetapi juga mencakup kemampuan 

lembaga dalam menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan 

bahwa setiap kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, aturan, dan 

standar yang berlaku.11 Dalam suatu organisasi, akuntabilitas berkaitan erat 

dengan tanggung jawab, keterbukaan, kejujuran, kepatuhan, serta kemampuan 

menyajikan informasi yang benar dan dapat dipercaya.12 

Dalam konteks lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, akuntabilitas 

memiliki kedudukan penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat 

dan harus disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan 

ketentuan syariah.13 Akuntabilitas pengelolaan zakat, infak, dan sedekah tidak 

hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki dimensi moral dan spiritual 

 
10 Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core 

Principles Dan PSAK 109.” 
11 Nurhermifitrah Sadli, Syahriyah Semaun, dan Ira Sahara, “Influence of Islamic Social 

Reporting (ISR) Disclosure on the Quality of Profits in Registered Companies in Jakarta Islamic Index 

(JII),” Islamic Financial and Accounting Review 2, no. 2 (Mei 2024): 91–102. 
12 Nikmatul Athiyah, Mukhammad Idrus, dan Azwar Anwar, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana 

Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka,” Indo-Fintech Intellectuals: Journal of 

Economics and Business 4, no. 2 (22 Juni 2024): 501–8, https://doi.org/10.54373/ifijeb.v4i2.1256. 
13 Sri Wahyuni Nur, Zahra Humeirah, dan Rini Purnamasari, “The Effect of Accountability and 

Transparency on The Effectiveness of Parepare Sharia State Savings Bank,” Islamic Financial and 

Accounting Review 3, no. 2 (2025): 114–23. 
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karena berkaitan dengan amanah dana umat.14 Secara administratif, 

akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan, pengelompokan dana, 

penyusunan laporan keuangan, penyediaan bukti transaksi, serta pelaporan 

kepada pihak yang berkepentingan. Secara moral dan spiritual, akuntabilitas 

berkaitan dengan tanggung jawab lembaga dalam menjaga kepercayaan 

muzakki, melayani mustahik secara adil, dan mengelola dana sesuai prinsip 

syariah. 

Dalam penelitian ini, akuntabilitas digunakan untuk memahami 

bagaimana BAZNAS Kota Parepare mempertanggungjawabkan pengelolaan 

dana zakat, infak, dan sedekah melalui praktik pencatatan dan pelaporan 

keuangan. Akuntabilitas juga digunakan untuk melihat sejauh mana praktik 

pelaporan yang digunakan BAZNAS Kota Parepare mampu mendukung 

keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, ketepatan penyaluran, dan 

kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, teori akuntabilitas menjadi dasar 

dalam menganalisis hubungan antara penerapan PSAK 409, praktik pelaporan 

keuangan, dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan 

secara penuh. 

 
14 Berliana Maharani dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil 

Zakat Nasional Provinsi Kalimantan Selatan,” Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance 

4, no. 2 (31 Desember 2024): 219–32, https://doi.org/10.31961/ijaaf.v4i2.2576. 
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b. Tujuan akuntabilitas 

Tujuan akuntabilitas dalam lembaga pengelola zakat adalah untuk 

memastikan bahwa setiap dana yang diterima, dikelola, disalurkan, dan 

dilaporkan dapat dipertanggungjawabkan secara jelas kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.15 Akuntabilitas membantu lembaga menunjukkan bahwa dana 

zakat, infak, dan sedekah telah dikelola sesuai dengan ketentuan syariah, 

standar akuntansi, dan prosedur kelembagaan.16 Dengan adanya akuntabilitas, 

masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana yang diberikan dihimpun, 

dicatat, digunakan, dan disalurkan kepada mustahik. Hal ini penting karena 

kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh 

keterbukaan dan kualitas pertanggungjawaban lembaga. 

Dalam penelitian ini, tujuan akuntabilitas tidak hanya dilihat dari 

tersusunnya laporan keuangan, tetapi juga dari proses yang mendukung 

tersusunnya laporan tersebut. Proses tersebut meliputi pemisahan pencatatan 

dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat, 

penggunaan bukti transaksi, verifikasi penerima bantuan, serta penyusunan 

laporan yang dapat diperiksa oleh auditor. Akuntabilitas juga bertujuan untuk 

memastikan bahwa penyaluran dana dilakukan secara tepat sasaran kepada 

golongan yang berhak menerima.17 Dengan demikian, akuntabilitas dalam 

 
15 Yessi Fitri, Rini Rini, dan Amilin Amilin, “Transparansi dan Akuntabilitas Organisasi 

Pengelola Zakat,” Jurnal Bimas Islam 17, no. 1 (31 Juli 2024): 215–43, 

https://doi.org/10.37302/jbi.v17i1.1013. 
16 Abd Hamid, Damirah, dan Musmulyadi, “The Effectiveness of Zakat and Islamic Social 

Finance Management in Enhancing the Economic Well-being of the Prepare City Community,” 

International Journal of Research and Review 10, no. 9 (22 September 2023): 469–74, 

https://doi.org/10.52403/ijrr.20230947. 
17 Arvina dkk., “Jalange Community Response to BAZNAS Zakat Management (Case Study: 

Barru, Indonesia) ,” IJAZA: Indonesia Journal of Zakat and Waqf 1, no. 1 (2022): 66–77. 
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penelitian ini digunakan untuk menilai kualitas pertanggungjawaban keuangan 

BAZNAS Kota Parepare, baik dari sisi pencatatan, pelaporan, maupun 

penyaluran dana. 

c. Dimensi akuntabilitas 

Penelitian ini menggunakan teori akuntabilitas Robert D. Behn yang 

menjelaskan bahwa akuntabilitas pada organisasi sektor publik dan organisasi 

nonlaba tidak hanya berkaitan dengan kewajiban pelaporan keuangan, tetapi 

juga mencakup pertanggungjawaban atas keadilan proses dan pencapaian 

kinerja.18 Behn membagi akuntabilitas ke dalam tiga dimensi utama, yaitu 

akuntabilitas keuangan, akuntabilitas keadilan, dan akuntabilitas kinerja. Ketiga 

dimensi tersebut relevan digunakan dalam penelitian ini karena BAZNAS Kota 

Parepare merupakan lembaga pengelola dana umat yang harus 

mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara tertib, adil, dan bermanfaat 

bagi masyarakat.  

1) Akuntabilitas Keuangan 

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban 

lembaga dalam mengelola, mencatat, menyajikan, dan melaporkan dana 

yang diterima serta digunakan.19 Dalam konteks BAZNAS Kota 

Parepare, akuntabilitas keuangan dapat dilihat dari bagaimana dana 

zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat 

dicatat secara terpisah. Pemisahan dana diperlukan agar setiap sumber 

 
18 Dzurorin Khumairoh dan Taufiqur Rahman, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas 

Pengelolaan Dana Zakat Yayasan Dana Sosial,” Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS) 

5, no. 4 (31 Mei 2024): 617–26, https://doi.org/10.47065/ekuitas.v5i4.5002. 
19 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
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dan penggunaan dana dapat ditelusuri dengan jelas serta tidak terjadi 

pencampuran antara dana yang memiliki peruntukan berbeda. 

Akuntabilitas keuangan juga dapat dilihat dari penggunaan bukti 

transaksi, seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, 

berita acara, dan dokumen pendukung lainnya.20 

Akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini juga berkaitan 

dengan praktik pelaporan keuangan yang digunakan oleh BAZNAS 

Kota Parepare. Hal ini mencakup penyusunan laporan keuangan, 

penggunaan pencatatan manual dan digital, pemanfaatan aplikasi 

SiMBA, serta pemeriksaan laporan oleh auditor. Dalam hubungannya 

dengan PSAK 409, akuntabilitas keuangan digunakan untuk melihat 

sejauh mana praktik pencatatan dan pelaporan BAZNAS Kota Parepare 

telah mendukung prinsip pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, 

indikator akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini meliputi 

pemisahan dana, kelengkapan bukti transaksi, pencatatan yang tertib, 

penyusunan laporan keuangan, penggunaan sistem pencatatan, dan 

pemeriksaan laporan keuangan. 

2) Akuntabilitas keadilan 

Akuntabilitas keadilan merupakan pertanggungjawaban 

lembaga dalam menjalankan proses pengelolaan dana secara adil, 

 
20 Fitria Nuraini, Iwan Setiawan, dan Lina Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang,” Journal of Islamic 

Philanthropy and Disaster (JOIPAD) 5, no. 1 (30 Juni 2025): 118–28, 

https://doi.org/10.21154/joipad.v5i1.11047. 
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objektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.21 Dalam lembaga 

zakat, akuntabilitas keadilan dapat dilihat dari ketepatan penyaluran 

dana kepada mustahik yang berhak menerima. Dana zakat harus 

disalurkan kepada delapan golongan penerima zakat atau asnaf, yaitu 

fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

Oleh karena itu, proses penyaluran dana tidak boleh dilakukan secara 

sembarangan, tetapi perlu melalui verifikasi, kelengkapan administrasi, 

dan pertimbangan kelayakan penerima bantuan. 

Dalam penelitian ini, akuntabilitas keadilan digunakan untuk 

melihat bagaimana BAZNAS Kota Parepare memastikan bahwa dana 

zakat, infak, dan sedekah disalurkan kepada pihak yang tepat. Indikator 

yang digunakan meliputi adanya prosedur pengajuan bantuan, verifikasi 

data mustahik, koordinasi dengan pihak terkait, pertimbangan 

pimpinan, kelengkapan dokumen penyaluran, serta kesesuaian bantuan 

dengan kebutuhan penerima.22 Akuntabilitas keadilan juga dapat dilihat 

dari bagaimana BAZNAS Kota Parepare tetap memperhatikan aspek 

kemanusiaan dalam penyaluran bantuan mendesak, namun tetap 

melengkapi administrasi sebagai bentuk pertanggungjawaban. Dengan 

demikian, akuntabilitas keadilan tidak hanya menilai apakah dana telah 

disalurkan, tetapi juga menilai apakah proses penyaluran dilakukan 

secara tepat, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

 
21 Maria Sulastri dan Indria Puspitasari Lenap, “Analysis of the Implementation of PSAK 409, 

Transparency and Accountability of Financial Management in Optimizing Zakat Potential at the National 

Amil Zakat Agency (BAZNAS) East Lombok Regency,” East Asian Journal of Multidisciplinary 

Research 3, no. 3 (2024): 1475–86. 
22 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
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3) Akuntabilitas kinerja 

Akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban lembaga 

terhadap hasil, manfaat, dan dampak dari kegiatan yang telah 

dilaksanakan.23 Dalam pengelolaan zakat, akuntabilitas kinerja dapat 

dilihat dari sejauh mana dana zakat, infak, dan sedekah yang dihimpun 

mampu disalurkan melalui program yang bermanfaat bagi mustahik. 

Kinerja BAZNAS tidak hanya diukur dari jumlah dana yang dihimpun, 

tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam mengelola program, 

meningkatkan kualitas layanan, memperluas jangkauan penghimpunan, 

serta menyampaikan informasi pengelolaan dana kepada masyarakat.24 

Dalam penelitian ini, akuntabilitas kinerja digunakan untuk 

melihat bagaimana BAZNAS Kota Parepare menjalankan program 

penyaluran dan pemberdayaan, seperti bantuan pendidikan, bantuan 

kesehatan, bantuan sosial, bantuan kemanusiaan, penanganan stunting, 

paket Ramadan, dan pemberdayaan ekonomi. Akuntabilitas kinerja juga 

dilihat dari tantangan yang memengaruhi optimalisasi pengelolaan dana, 

seperti rendahnya jumlah muzakki, keterbatasan sumber daya manusia, 

keterbatasan dana operasional, belum optimalnya input data pada 

SiMBA, dan masih adanya masyarakat yang menyalurkan zakat di luar 

BAZNAS. Dengan demikian, indikator akuntabilitas kinerja dalam 

penelitian ini meliputi pelaksanaan program, manfaat program bagi 

 
23 F. A Manora dan Zenieta Nijwa, “Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Gorontalo,” Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi 3, no. 1 (2025): 176–

82. 
24 Sheila Assyfa Syavitri dan Firman Yudhanegara, “Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi 

Zakat, Infak dan Sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka Tahun 2022–2023,” Al-

Mi’thoa: Jurnal Zakat dan Wakaf 3, no. 2 (2025): 1–12. 
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mustahik, efektivitas penghimpunan dana, keterbukaan informasi, serta 

kendala yang memengaruhi pencapaian kinerja lembaga. 

2. Akuntansi Syariah 

a. Pengertian akuntansi syariah 

Akuntansi syariah merupakan proses pencatatan, pengukuran, 

penyajian, dan pelaporan transaksi keuangan yang dilakukan berdasarkan 

prinsip-prinsip syariah Islam.25 Akuntansi syariah tidak hanya berfungsi 

sebagai alat untuk mencatat aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai sarana 

pertanggungjawaban atas pengelolaan harta dan amanah yang diberikan kepada 

suatu lembaga. Dalam akuntansi syariah, informasi keuangan harus disusun 

secara benar, adil, jujur, dan transparan agar dapat digunakan oleh pihak-pihak 

yang berkepentingan.26 Oleh karena itu, akuntansi syariah memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan akuntansi konvensional karena tidak hanya 

menekankan aspek material, tetapi juga memperhatikan nilai moral dan 

spiritual. 

Akuntansi syariah memiliki hubungan erat dengan prinsip amanah, 

keadilan, dan pertanggungjawaban dalam Islam.27 Setiap aktivitas pencatatan 

dan pelaporan keuangan harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya serta 

tidak boleh mengandung unsur manipulasi atau penyimpangan.28 Pada lembaga 

 
25 Muhamad Rasya Mantali dkk., “Implementasi Prinsip Akuntansi Syariah dalam Laporan 

Keuangan BAZNAS Kota Gorontalo,” Jurnal Mahasiswa Akuntansi 3, no. 3 (31 Desember 2024): 258–

75, https://doi.org/10.37479/jamak.v3i3.302. 
26 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah, ed. oleh Dewan Standar 

Akuntansi Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, Edisi 2024 (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). 
27 Khumairoh dan Rahman, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat 

Yayasan Dana Sosial.” 
28 Maharani dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.” 
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pengelola zakat seperti BAZNAS, akuntansi syariah sangat penting karena dana 

yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus disalurkan sesuai ketentuan 

syariah.  

Prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta juga dijelaskan 

dalam Al-Qur’an. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Nisā’/4: 58. 

دُّوا اهنْ  يهأمُْرُكمُْ  اٰللّه  انِ   ا   اِلٰٰٓى الْْهمٰنٰتِ  تؤُه اذِها اههْلِهه كهمْتمُْ  وه ا اٰللّه  انِ   بِالْعهدلِْ   تهحْكُمُوْا اهنْ  الن اسِ  بهيْنه  حه نِعِم   

٥٨﴿ بهصِيْرًا سهمِيْعًا   كهانه  اٰللّه  انِ   بِه    يهعِظُكمُْ  ﴾ 

Terjemahnya: 
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada 
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah 
kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 
paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Melihat.29 

Ayat tersebut menunjukkan bahwa setiap amanah harus disampaikan 

kepada pihak yang berhak dan setiap keputusan harus dilakukan secara adil. 

Dalam konteks akuntansi syariah, amanah tersebut dapat dipahami sebagai 

kewajiban lembaga dalam mengelola dan melaporkan dana secara benar, jujur, 

dan bertanggung jawab. Keadilan dalam ayat tersebut juga sejalan dengan 

kewajiban menyajikan informasi keuangan sesuai keadaan yang sebenarnya 

tanpa manipulasi atau penyimpangan. 

b. Tujuan akuntansi syariah 

Tujuan akuntansi syariah adalah menyediakan informasi keuangan yang 

benar, jujur, adil, dan sesuai dengan prinsip Islam.30 Informasi tersebut 

digunakan sebagai dasar pertanggungjawaban lembaga kepada pihak-pihak 

 
29 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Nisā’/4: 58. 
30 Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Zakat Perusahaan, ed. oleh Kompartemen 

Akuntan Syariah Ikatan Akuntan Indonesia, IAI Web Version (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2024). 
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yang berkepentingan. Dalam lembaga pengelola zakat, akuntansi syariah 

membantu memastikan bahwa dana zakat, infak, dan sedekah dicatat serta 

dilaporkan sesuai dengan ketentuan syariah. Secara lebih rinci, tujuan akuntansi 

syariah dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Menyediakan informasi keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah 

Akuntansi syariah bertujuan menghasilkan informasi keuangan yang 

mencerminkan nilai kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap 

ketentuan Islam. 

2) Mewujudkan pertanggungjawaban atas pengelolaan harta 

Akuntansi syariah bertujuan membantu lembaga 

mempertanggungjawabkan harta atau dana yang dikelola kepada Allah, 

masyarakat, dan pihak yang berkepentingan. 

3) Mendukung pengambilan Keputusan 

Akuntansi syariah bertujuan menyediakan informasi yang dapat 

digunakan oleh pengelola dalam menilai kinerja lembaga. 

4) Meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik 

Akuntansi syariah bertujuan mendorong keterbukaan informasi agar 

masyarakat percaya terhadap pengelolaan dana yang dilakukan oleh 

lembaga. 

5) Menjamin pengelolaan dana sesuai ketentuan syariah 

Akuntansi syariah bertujuan memastikan bahwa dana yang diterima dan 

disalurkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. 
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c. Prinsip-prinsip akuntansi syariah 

Akuntansi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang mengatur 

cara manusia mengelola harta dan mempertanggungjawabkan amanah yang 

diberikan kepadanya.31 Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman agar 

pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan tidak hanya benar secara 

administratif, tetapi juga sesuai secara moral dan spiritual. Dalam lembaga 

zakat, prinsip akuntansi syariah diperlukan agar dana zakat, infak, dan sedekah 

dapat dikelola secara amanah serta tidak menyimpang dari ketentuan syariah. 

Adapun prinsip-prinsip akuntansi syariah yang relevan dengan penelitian ini 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

1) Prinsip Amanah 

Prinsip amanah menekankan bahwa setiap dana yang dikelola harus 

dipertanggungjawabkan secara jujur dan bertanggung jawab. 

2) Prinsip keadilan 

Prinsip keadilan menuntut agar pencatatan, pelaporan, dan penyaluran 

dana dilakukan secara objektif serta tidak merugikan pihak tertentu. 

3) Prinsip kebenaran 

Prinsip kebenaran mengharuskan informasi keuangan disajikan sesuai 

dengan keadaan yang sebenarnya. 

4) Prinsip transparansi 

Prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi 

keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 

 
31 Khumairoh dan Rahman, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat 

Yayasan Dana Sosial.” 
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5) Prinsip pertanggungjawaban 

Prinsip pertanggungjawaban menegaskan bahwa pengelolaan keuangan 

harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Allah, masyarakat, dan 

pihak berwenang. 

6) Prinsip kepatuhan syariah 

Prinsip kepatuhan syariah menuntut agar seluruh aktivitas keuangan 

dilakukan sesuai dengan aturan dan nilai-nilai Islam. 

7) Prinsip kemaslahatan 

Prinsip kemaslahatan menekankan bahwa pengelolaan keuangan harus 

memberikan manfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan kerugian. 

3. Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 

a. Pengertian zakat, infak, dan sedekah 

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim 

atau badan usaha apabila telah memenuhi syarat tertentu sesuai dengan 

ketentuan syariah.32 Zakat diberikan kepada golongan yang berhak menerima 

atau mustahik, seperti fakir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, 

dan ibnu sabil. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, zakat harus dikelola 

secara tertib, amanah, dan dapat dipertanggungjawabkan karena merupakan 

kewajiban keagamaan yang memiliki fungsi sosial dan ekonomi. 

Infak adalah pengeluaran sebagian harta yang dilakukan oleh seseorang 

atau lembaga untuk kepentingan yang sesuai dengan ajaran Islam.33 Berbeda 

 
32 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
33 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
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dengan zakat, infak tidak terikat pada nisab, haul, atau ketentuan penerima 

tertentu sebagaimana zakat. Infak dapat diberikan dalam berbagai keadaan 

sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap kemaslahatan umat. 

Sedekah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang 

kepada pihak lain dengan tujuan kebaikan dan mengharap rida Allah swt. 

Sedekah memiliki cakupan yang lebih luas karena tidak hanya berbentuk harta, 

tetapi juga dapat berupa tenaga, pikiran, bantuan, nasihat, maupun perbuatan 

baik lainnya. Dalam pengelolaan lembaga zakat, sedekah yang berbentuk dana 

perlu dicatat dan dilaporkan secara jelas agar penggunaannya dapat 

dipertanggungjawabkan. 

b. Dasar pengelolaan dana ZIS 

Pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah harus didasarkan pada 

prinsip amanah, keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah.34 Dana 

ZIS yang dihimpun oleh lembaga pengelola zakat tidak boleh dikelola secara 

sembarangan karena dana tersebut berasal dari masyarakat dan memiliki tujuan 

sosial keagamaan. Oleh karena itu, setiap proses penghimpunan, pencatatan, 

pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan dana ZIS harus dilakukan 

secara tertib dan bertanggung jawab. Pengelolaan yang baik akan membantu 

lembaga zakat menjaga kepercayaan muzakki dan memastikan dana yang 

diterima benar-benar sampai kepada pihak yang berhak.35 

Dasar pengelolaan dana ZIS juga berkaitan dengan ketentuan hukum 

dan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks BAZNAS, pengelolaan 

 
34 Syavitri dan Yudhanegara, “Penerapan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan 

Sedekah di Lembaga BAZNAS Kabupaten Majalengka Tahun 2022–2023.” 
35 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. 
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zakat dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang 

pengelolaan zakat serta prinsip-prinsip syariah. Selain itu, pencatatan dan 

pelaporan dana ZIS perlu mengikuti standar akuntansi yang berlaku agar 

informasi keuangan yang disajikan dapat dipahami, dibandingkan, dan 

dipertanggungjawabkan.  

c. Unsur dana dalam akuntansi ZIS 

Dalam akuntansi zakat, infak, dan sedekah, dana yang dikelola oleh 

lembaga amil perlu dipisahkan berdasarkan jenis dan peruntukannya. 

Pemisahan dana ini penting agar tidak terjadi pencampuran antara dana zakat, 

dana infak/sedekah, dana amil, dan dana lain yang memiliki ketentuan 

penggunaan berbeda.36 Setiap jenis dana memiliki karakteristik dan aturan 

penyaluran masing-masing, sehingga pencatatannya harus dilakukan secara 

jelas dan terstruktur. Dengan adanya pemisahan unsur dana, laporan keuangan 

lembaga zakat dapat menjadi lebih transparan dan mudah 

dipertanggungjawabkan. 

Unsur dana dalam akuntansi ZIS pada umumnya meliputi dana zakat, 

dana infak/sedekah, dana amil, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dana zakat 

merupakan dana yang berasal dari kewajiban zakat dan hanya dapat disalurkan 

kepada golongan yang berhak menerima sesuai ketentuan syariah.37 Dana 

infak/sedekah merupakan dana sukarela yang penggunaannya lebih fleksibel, 

tetapi tetap harus disalurkan untuk tujuan yang sesuai dengan ajaran Islam. 

Dana amil merupakan bagian dana yang digunakan untuk mendukung 

 
36 Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Zakat Perusahaan. 
37 N Halimah dan A Nuriyah, “Analisis Penggunaan Aplikasi SiMBA dalam Pengelolaan Zakat 

di Badan Amil Zakat Kota Bukittinggi,” Indonesian Journal of Islamic Economics and Business 8, no. 

1 (2023): 21–45. 
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operasional pengelolaan zakat, sedangkan dana sosial keagamaan lainnya dapat 

berasal dari sumber yang sah dan digunakan untuk kepentingan sosial 

keagamaan. 

d. Tujuan akuntansi ZIS 

Akuntansi ZIS bertujuan untuk mencatat, mengelompokkan, 

menyajikan, dan melaporkan seluruh transaksi zakat, infak, dan sedekah secara 

benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.38 Melalui akuntansi ZIS, 

lembaga pengelola zakat dapat menunjukkan jumlah dana yang diterima, 

sumber penerimaan dana, jumlah dana yang disalurkan, serta pihak yang 

menerima manfaat. Akuntansi ZIS juga membantu lembaga dalam memisahkan 

dana sesuai jenis dan peruntukannya agar tidak terjadi kesalahan dalam 

penggunaan dana.39 Dengan demikian, akuntansi ZIS menjadi alat penting 

dalam mewujudkan pengelolaan dana yang tertib, transparan, dan akuntabel. 

Tujuan lain dari akuntansi ZIS adalah meningkatkan kualitas 

pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, mustahik, pemerintah, dan 

masyarakat. Laporan keuangan yang disusun dengan baik akan memberikan 

informasi yang jelas mengenai aktivitas pengelolaan dana ZIS.40 Informasi 

tersebut dapat digunakan untuk menilai apakah lembaga telah menjalankan 

tugasnya sesuai dengan prinsip syariah dan standar akuntansi. Oleh karena itu, 

akuntansi ZIS tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai 

 
38 Maharani dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.” 
39 Andrini, “Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah 

(ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAk No. 109.” 
40 Rabiatul Adawiyah dkk., “Implementation of Good Zakat Governance In ZIS Management: 

A Case Study of BAZNAS, Barru District,” Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam 10, no. 1 

(Maret 2026): 79–92. 
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sarana untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola 

zakat. 

4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409 

a. Pengertian PSAK 409 

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 409 atau PSAK 409 

merupakan standar akuntansi syariah yang mengatur perlakuan akuntansi atas 

transaksi zakat, infak, dan sedekah.41 Standar ini digunakan oleh entitas 

pengelola zakat, seperti BAZNAS dan lembaga amil zakat, sebagai pedoman 

dalam melakukan pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana 

zakat, infak, dan sedekah. PSAK 409 menjadi penting karena dana ZIS 

memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan dana pada entitas bisnis 

biasa.42 Oleh karena itu, pengelolaan dan pelaporan dana ZIS harus dilakukan 

secara tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah. 

Pentingnya pencatatan dalam pengelolaan keuangan juga memiliki 

dasar dalam Al-Qur’an. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 282. 

ا هيُّهه ا ال ذِيْنه  يٰٰٓا نُوْٰٓ ل   اِلٰٰٓى بدِهيْن   تهدهايهنْتمُْ   اذِها اٰمه سهمًّى اهجه لْيهكْتبُْ   فهاكْتبُُوْهُ   مُّ ٢٨٢﴿ بِالْعهدلِْ   كهاتبِ     ب يْنهكمُْ  وه  

Artinya: 
Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang 
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah 
seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar.43 

 
41 Muhammad Sutrisna dan Lina Yulianti, “Analysis of the Effect of PSAK 409 

Implementation on the Effectiveness of Zakat Management at BAZNAS Majalengka,” Jurnal Akuntansi 

dan Audit Syariah (JAAiS) 6, no. 2 (23 Desember 2025): 180–91, 

https://doi.org/10.28918/jaais.v6i2.13117. 
42 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
43 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Q.S. Al-Baqarah/2: 

282. 
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Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian besar 

terhadap pentingnya pencatatan transaksi secara benar dan adil. Pencatatan 

tidak hanya berfungsi sebagai bukti administratif, tetapi juga sebagai bentuk 

pertanggungjawaban agar tidak terjadi kesalahan, perselisihan, atau 

penyimpangan dalam pengelolaan harta. Dalam konteks lembaga pengelola 

zakat, prinsip pencatatan yang benar sangat relevan karena dana zakat, infak, 

dan sedekah merupakan dana umat yang harus dikelola secara amanah. Oleh 

karena itu, penerapan PSAK 409 dapat dipahami sebagai bagian dari upaya 

mewujudkan pencatatan dan pelaporan keuangan yang sesuai dengan prinsip 

akuntansi syariah. 

PSAK 409 merupakan standar yang menggantikan atau melanjutkan 

pengaturan sebelumnya yang dikenal dengan PSAK 109 tentang akuntansi 

zakat, infak, dan sedekah. Dalam penelitian terdahulu, PSAK 409 dipandang 

sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan 

dan mendukung efektivitas pengelolaan zakat melalui standar pencatatan dan 

pelaporan yang lebih terstruktur.44 Penerapan PSAK 409 juga dinilai dapat 

meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan keteraturan laporan keuangan 

lembaga zakat.  

PSAK 409 digunakan sebagai dasar untuk menganalisis kondisi 

penerapan standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS Kota 

Parepare. Penerapan PSAK 409 tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan 

standar secara penuh, tetapi juga mencakup proses penyesuaian, pemahaman 

 
44 Manora dan Nijwa, “Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Gorontalo.” 
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lembaga, kesiapan sistem, dan faktor-faktor yang memengaruhi 

penerapannya.45 Hal ini penting karena kondisi BAZNAS daerah tidak selalu 

sama, terutama terkait sumber daya manusia, sistem pencatatan, penghimpunan 

dana, dan kepemilikan aset kelolaan produktif. Dengan demikian, PSAK 409 

dalam penelitian ini menjadi dasar untuk melihat hubungan antara standar 

akuntansi, praktik pelaporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan dana 

zakat, infak, dan sedekah. 

b. Ruang lingkup PSAK 409 

Ruang lingkup PSAK 409 berkaitan dengan transaksi zakat, infak, dan 

sedekah yang dikelola oleh entitas pengelola zakat.46 Standar ini digunakan oleh 

lembaga yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, menyalurkan, dan 

melaporkan dana ZIS kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini, 

BAZNAS termasuk salah satu entitas yang relevan dengan penerapan PSAK 

409 karena memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat secara resmi. Ruang 

lingkup tersebut menunjukkan bahwa PSAK 409 tidak hanya mengatur 

pencatatan dana, tetapi juga berhubungan dengan pertanggungjawaban lembaga 

dalam mengelola dana umat.47 Secara umum, ruang lingkup PSAK 409 dapat 

dipahami melalui beberapa aspek berikut: 

 
45 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
46 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
47 Manora dan Nijwa, “Implementasi PSAK 409 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) 

Gorontalo.” 
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1) Entitas yang menerapkan PSAK 409 

PSAK 409 diterapkan oleh lembaga pengelola zakat, seperti BAZNAS 

dan lembaga amil zakat, yang melakukan kegiatan penghimpunan dan 

penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah. 

2) Jenis dana yang diatur 

PSAK 409 mengatur dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dan 

dana lain yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. 

3) Aktivitas yang dicakup 

Aktivitas yang dicakup meliputi penerimaan, pencatatan, pengelolaan, 

penyaluran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS. 

4) Tujuan penerapan standar 

Tujuan penerapan PSAK 409 adalah agar laporan keuangan lembaga 

pengelola zakat tersusun secara transparan, akuntabel, dan dapat 

dipahami oleh pengguna laporan. 

c. Pengakuan dalam PSAK 409 

Pengakuan dalam PSAK 409 berkaitan dengan kapan suatu transaksi 

zakat, infak, dan sedekah dicatat dalam laporan keuangan lembaga pengelola 

zakat.48 Pengakuan menjadi tahap awal yang penting karena menentukan waktu 

pencatatan dana yang diterima maupun dana yang disalurkan. Dalam lembaga 

zakat, pengakuan harus dilakukan secara hati-hati agar tidak terjadi kesalahan 

dalam menentukan jenis dana dan sumber penerimaan.49 Dengan pengakuan 

 
48 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
49 Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Zakat Perusahaan. 
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yang tepat, laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang sesuai dengan 

kondisi sebenarnya. 

Tabel 2.2 Pengakuan dalam PSAK 409 

Jenis Transaksi Bentuk Pengakuan 

Penerimaan zakat Diakui sebagai dana zakat ketika dana diterima oleh amil atau 
lembaga pengelola zakat. 

Penerimaan 
infak/sedekah 

Diakui sebagai dana infak/sedekah ketika dana diterima oleh 
lembaga pengelola zakat. 

Bagian amil Diakui sebagai dana amil sesuai dengan ketentuan atau 
kebijakan yang berlaku. 

Penyaluran zakat Diakui sebagai pengurang dana zakat ketika dana disalurkan 
kepada mustahik. 

Penyaluran 
infak/sedekah 

Diakui sebagai pengurang dana infak/sedekah ketika dana 
disalurkan sesuai peruntukannya. 

Sumber Data: Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Tahun 2024 

d. Pengukuran dalam PSAK 409 

Pengukuran dalam PSAK 409 berkaitan dengan penentuan nilai dari 

dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima atau disalurkan oleh lembaga 

pengelola zakat.50 Pengukuran diperlukan agar setiap transaksi dapat dicatat 

dengan nilai yang sesuai dan dapat disajikan dalam laporan keuangan. Dalam 

pengelolaan dana ZIS, transaksi yang diterima oleh lembaga dapat berbentuk 

kas maupun nonkas. Oleh karena itu, pengukuran harus dilakukan secara jelas 

agar nilai dana yang dicatat mencerminkan kondisi yang sebenarnya. 

 
50 Ikatan Akuntan Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan Syariah. 
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1) Dana dalam bentuk kas 

Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima dalam bentuk uang diukur 

sebesar jumlah kas yang diterima oleh lembaga. 

2) Dana dalam bentuk nonkas 

Dana zakat, infak, dan sedekah yang diterima dalam bentuk barang 

diukur berdasarkan nilai wajar barang tersebut pada saat diterima. 

3) Penurunan nilai aset nonkas 

Apabila aset nonkas mengalami penurunan nilai sebelum disalurkan, 

maka penurunan tersebut perlu dicatat sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

4) Penyaluran dana 

Dana yang disalurkan diukur sebesar jumlah kas atau nilai aset yang 

diberikan kepada penerima manfaat. 

Pengukuran yang benar akan membantu lembaga zakat menyajikan informasi 

keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya. Apabila dana yang diterima 

tidak diukur dengan tepat, maka laporan keuangan dapat menunjukkan nilai 

yang tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini dapat memengaruhi kualitas 

pertanggungjawaban lembaga kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengukuran 

dalam PSAK 409 menjadi bagian penting dalam menjaga keandalan laporan 

keuangan lembaga zakat. 
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e. Penyajian dalam PSAK 409 

Penyajian dalam PSAK 409 berkaitan dengan cara lembaga pengelola 

zakat menampilkan informasi keuangan dalam laporan keuangan.51 Penyajian 

yang baik diperlukan agar pengguna laporan dapat memahami posisi keuangan, 

perubahan dana, arus kas, serta informasi penting lainnya. Dalam dokumen 

penelitian Anda, disebutkan bahwa komponen laporan keuangan setelah 

perubahan dari PSAK 109 menjadi PSAK 409 terdiri dari empat komponen, 

yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan dana, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan.  

Tabel 2.3 Komponen laporan keuangan dalam PSAK 409 

Komponen Laporan 
Keuangan 

Penjelasan 

Laporan posisi 
keuangan 

Menyajikan informasi mengenai aset, liabilitas, dan saldo 
dana lembaga pengelola zakat. 

Laporan perubahan 
dana 

Menyajikan informasi mengenai penerimaan, penyaluran, 
dan perubahan saldo dana zakat, infak/sedekah, amil, dan 
dana lainnya. 

Laporan arus kas Menyajikan informasi mengenai arus kas masuk dan kas 
keluar selama periode tertentu. 

Catatan atas laporan 
keuangan 

Menjelaskan kebijakan akuntansi dan informasi tambahan 
yang diperlukan agar laporan keuangan lebih mudah 
dipahami. 

Sumber Data: Standar Akuntansi Keuangan Syariah, Tahun 2024. 

f. Pengungkapan dalam PSAK 409 

Pengungkapan dalam PSAK 409 berkaitan dengan informasi tambahan 

yang harus dijelaskan oleh lembaga pengelola zakat agar laporan keuangan 

dapat dipahami secara lebih lengkap.52 Pengungkapan tidak hanya berisi angka-

 
51 Ikatan Akuntan Indonesia. 
52 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
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angka keuangan, tetapi juga kebijakan, prosedur, dan informasi penting yang 

berkaitan dengan pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Tujuan 

pengungkapan adalah memberikan kejelasan kepada pengguna laporan 

mengenai bagaimana dana dihimpun, dikelola, disalurkan, dan 

dipertanggungjawabkan. 

a. Kebijakan akuntansi yang digunakan 

Lembaga perlu mengungkapkan kebijakan akuntansi yang digunakan 

dalam pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah. 

b. Rincian penerimaan dana 

Lembaga perlu menjelaskan sumber dan jumlah penerimaan dana zakat, 

infak, sedekah, dana amil, dan dana lainnya. 

c. Rincian penyaluran dana 

Lembaga perlu mengungkapkan jumlah dan tujuan penyaluran dana 

kepada mustahik atau program tertentu. 

d. Kebijakan pembagian dana amil 

Lembaga perlu menjelaskan dasar penentuan bagian amil agar 

penggunaan dana operasional dapat dipahami. 

e. Saldo dana pada akhir periode 

Lembaga perlu mengungkapkan saldo masing-masing dana agar 

pengguna laporan mengetahui dana yang masih tersedia. 

f. Informasi penting lainnya 

Lembaga dapat mengungkapkan informasi tambahan yang relevan, 

seperti kendala pengelolaan, kebijakan penyaluran, atau hal lain yang 

memengaruhi laporan keuangan. 
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g. Perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409 

PSAK 109 dan PSAK 409 sama-sama berkaitan dengan akuntansi zakat, 

infak, dan sedekah. PSAK 109 sebelumnya digunakan sebagai pedoman dalam 

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, 

dan sedekah pada entitas amil. Dalam perkembangannya, standar akuntansi 

syariah mengalami pembaruan sehingga pengaturan akuntansi zakat, infak, dan 

sedekah dikenal dalam PSAK 409. Perubahan ini menjadi penting karena 

lembaga pengelola zakat perlu menyesuaikan praktik pelaporan keuangannya 

dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini. 

Perbandingan antara PSAK 109 dan PSAK 409 penting dijelaskan 

dalam penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola 

pelaporan yang dekat dengan PSAK 109, sementara penelitian ini mengkaji 

penerapan PSAK 409. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan PSAK 

409 tidak dapat dilepaskan dari pemahaman terhadap standar sebelumnya. 

Dengan membandingkan kedua standar tersebut, peneliti dapat melihat bagian 

mana yang telah sesuai, bagian mana yang belum diterapkan, serta faktor apa 

saja yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh. 

Perbandingan ini juga membantu menjelaskan bahwa penerapan standar 

akuntansi pada BAZNAS daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan lembaga dan 

kondisi pengelolaan di lapangan. 
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Tabel 2.4 Perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409 

Aspek 
Perbandingan 

PSAK 109 PSAK 409 

Nama standar Akuntansi Zakat, Infak, dan 
Sedekah sebelum perubahan 
penomoran standar. 

Akuntansi Zakat dan 
Infak/Sedekah setelah perubahan 
penomoran standar. 

Kedudukan 
standar 

Digunakan sebagai standar 
akuntansi zakat, infak, dan 
sedekah sebelum 
diberlakukannya penomoran 
baru dalam SAK Indonesia. 

Merupakan penomoran baru 
untuk standar akuntansi zakat dan 
infak/sedekah dalam kelompok 
PSAK syariah. 

Entitas yang 
menerapkan 

Entitas amil, seperti 
BAZNAS dan lembaga amil 
zakat. 

Entitas pengelola zakat, seperti 
BAZNAS dan lembaga amil 
zakat. 

Fokus 
pengaturan 

Mengatur perlakuan 
akuntansi atas transaksi 
zakat, infak, dan sedekah 
pada entitas amil. 

Mengatur perlakuan akuntansi 
atas transaksi zakat dan 
infak/sedekah dengan 
penyesuaian terhadap penomoran 
standar terbaru. 

Ruang lingkup Meliputi pengakuan, 
pengukuran, penyajian, dan 
pengungkapan transaksi 
zakat, infak, dan sedekah. 

Meliputi pengakuan, pengukuran, 
penyajian, dan pengungkapan 
transaksi zakat dan infak/sedekah. 

Jenis dana 
yang diatur 

Dana zakat, dana 
infak/sedekah, dana amil, 
dan dana lain yang berkaitan 
dengan pengelolaan ZIS. 

Dana zakat, dana infak/sedekah, 
dana amil, dan dana lain yang 
berkaitan dengan pengelolaan 
ZIS. 

Komponen 
laporan 
keuangan 

Dalam penyajian 
sebelumnya, laporan 
perubahan aset kelolaan 
masih dikenal sebagai salah 
satu komponen laporan 
keuangan entitas amil. 

Dalam penyajian terbaru, laporan 
perubahan aset kelolaan tidak lagi 
menjadi komponen laporan 
keuangan tersendiri dan informasi 
aset kelolaan diungkapkan dalam 
catatan atas laporan keuangan. 

Aset kelolaan Aset kelolaan mendapat 
perhatian dalam penyajian 
laporan keuangan, terutama 
melalui laporan perubahan 
aset kelolaan. 

Aset kelolaan tidak disajikan 
dalam laporan tersendiri, tetapi 
tetap perlu diungkapkan apabila 
relevan dengan kondisi lembaga. 

Hubungan 
dengan 
akuntabilitas 

Mendukung akuntabilitas 
melalui pemisahan dana 
zakat, infak/sedekah, dana 
amil, serta penyusunan 
laporan keuangan entitas 
amil. 

Mendukung akuntabilitas melalui 
penyajian dan pengungkapan 
informasi keuangan yang lebih 
sesuai dengan standar akuntansi 
syariah yang berlaku saat ini. 

Sumber Data: Hasil Wawancara dan Analisis Data Primer, Tahun 2026. 
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Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa perbedaan penting 

antara PSAK 109 dan PSAK 409 dalam penelitian ini terletak pada 

perkembangan pengaturan dan penyajian laporan keuangan, khususnya terkait 

laporan perubahan aset kelolaan. Pada PSAK 109, laporan perubahan aset 

kelolaan dikenal sebagai salah satu komponen laporan keuangan entitas amil. 

Sementara itu, dalam penyajian laporan keuangan syariah terbaru, laporan 

perubahan aset kelolaan tidak lagi menjadi komponen laporan keuangan 

tersendiri. Perubahan ini menjadi relevan dengan kondisi BAZNAS Kota 

Parepare karena lembaga tersebut belum memiliki aset kelolaan produktif yang 

dapat dikelola dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan. 

Dalam praktiknya, BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan PSAK 

109 karena dianggap lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan keuangan yang 

ada saat ini. Salah satu faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan 

secara penuh adalah belum adanya aset kelolaan produktif, seperti lahan atau 

usaha yang dikelola oleh BAZNAS dan hasilnya digunakan untuk mendukung 

penyaluran kepada mustahik. Selain itu, penerapan PSAK 409 juga dipengaruhi 

oleh pemahaman sumber daya manusia, sistem pencatatan, penggunaan aplikasi 

SiMBA, serta kondisi penghimpunan dana ZIS. Dengan demikian, 

perbandingan PSAK 109 dan PSAK 409 membantu penelitian ini dalam 

menjelaskan kondisi penerapan PSAK 409 serta faktor-faktor yang 

menyebabkan standar tersebut belum diterapkan secara optimal pada BAZNAS 

Kota Parepare. 
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5. Aset Kelolaan Produktif dalam Pengelolaan ZIS 

a. Pengertian Aset Kelolaan Produktif 

Aset kelolaan produktif merupakan aset yang dikelola oleh lembaga 

pengelola zakat dan memiliki kemampuan untuk menghasilkan manfaat 

ekonomi secara berkelanjutan.53 Aset tersebut tidak hanya digunakan sebagai 

sarana pelayanan, tetapi juga dikelola agar dapat memberikan hasil yang dapat 

dimanfaatkan kembali untuk mendukung program penyaluran dan 

pemberdayaan mustahik. Dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, aset 

kelolaan produktif menjadi bagian penting karena dapat membantu lembaga 

zakat dalam memperluas manfaat dana umat secara lebih berkesinambungan.54 

Aset kelolaan produktif dapat berbentuk tanah, bangunan, toko, usaha 

perdagangan, lahan produktif, atau unit usaha lain yang dikelola oleh lembaga 

zakat. Hasil dari pengelolaan aset tersebut dapat digunakan untuk mendukung 

program pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, atau 

program lain yang berkaitan dengan kesejahteraan mustahik.55 Dengan 

demikian, aset kelolaan produktif berbeda dengan aset biasa karena aset 

tersebut tidak hanya dimiliki atau digunakan, tetapi juga menghasilkan manfaat 

ekonomi bagi lembaga dan penerima manfaat. 

Dalam konteks BAZNAS, aset kelolaan produktif perlu dipahami 

sebagai aset yang dikelola secara khusus dan hasilnya digunakan untuk 

 
53 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
54 Aprilia Yutegi, “Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi 

Mustahiq Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan,” Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis 7, 

no. 2 (5 November 2024): 243–56, https://doi.org/10.31949/maro.v7i2.11486. 
55 Nurwahidah Nurwahidah, Kasjim Salenda, dan Asni Asni, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat 

Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng,” QaḍāuNā 

6, no. 1 (2024): 51–61. 
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mendukung tujuan pengelolaan zakat. Misalnya, apabila BAZNAS menerima 

tanah atau bangunan yang kemudian dikelola menjadi usaha produktif, maka 

hasil usaha tersebut dapat masuk ke rekening BAZNAS dan dimanfaatkan 

untuk membantu mustahik. Sebaliknya, aset yang hanya digunakan untuk 

pelayanan sosial, seperti kendaraan operasional atau ambulans, belum dapat 

disebut sebagai aset kelolaan produktif apabila tidak menghasilkan pendapatan 

secara berkelanjutan. Oleh karena itu, suatu aset dapat dikatakan produktif 

apabila aset tersebut dikelola dan memberikan hasil yang dapat dimanfaatkan 

kembali untuk kepentingan umat. 

b. Tujuan Aset Kelolaan Produktif 

Tujuan utama aset kelolaan produktif dalam pengelolaan ZIS adalah 

untuk menciptakan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi mustahik.56 

Melalui aset kelolaan produktif, lembaga zakat tidak hanya menyalurkan 

bantuan dalam bentuk konsumtif, tetapi juga dapat mengembangkan sumber 

manfaat yang lebih berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan tujuan 

pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

membantu mustahik agar dapat keluar dari kesulitan ekonomi. Dengan adanya 

aset produktif, dana dan aset yang dikelola lembaga zakat dapat memberikan 

dampak jangka panjang. 

Tujuan lainnya adalah untuk memperkuat kemandirian lembaga 

pengelola zakat dalam mendukung program penyaluran dan pemberdayaan. 

Apabila aset kelolaan produktif dikelola dengan baik, maka hasilnya dapat 

menjadi sumber pendukung bagi kegiatan sosial, ekonomi, pendidikan, dan 

 
56 Ikatan Akuntan Indonesia, Buku Panduan Zakat Perusahaan. 
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kesehatan yang dilaksanakan oleh BAZNAS. Aset tersebut dapat membantu 

lembaga mengurangi ketergantungan sepenuhnya pada penerimaan zakat, 

infak, dan sedekah yang bersifat fluktuatif. Dengan demikian, aset kelolaan 

produktif dapat menjadi sarana penguatan program lembaga zakat secara lebih 

stabil. 

Selain itu, tujuan aset kelolaan produktif adalah untuk meningkatkan 

akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset umat. Aset yang dikelola oleh 

lembaga zakat harus dicatat, diukur, disajikan, dan diungkapkan secara jelas 

dalam laporan keuangan. Pencatatan tersebut diperlukan agar masyarakat dapat 

mengetahui jenis aset yang dikelola, nilai aset, sumber aset, hasil pengelolaan 

aset, dan penggunaan manfaat dari aset tersebut. Dengan demikian, pengelolaan 

aset produktif tidak hanya bertujuan menghasilkan manfaat ekonomi, tetapi 

juga memperkuat pertanggungjawaban lembaga kepada muzakki, mustahik, 

pemerintah, dan masyarakat. 

c. Manfaat Aset Kelolaan Produktif 

Aset kelolaan produktif memiliki manfaat bagi lembaga pengelola zakat 

karena dapat mendukung keberlanjutan program penyaluran dan 

pemberdayaan.57 Melalui hasil pengelolaan aset produktif, BAZNAS dapat 

memperoleh tambahan manfaat ekonomi yang digunakan untuk membantu 

mustahik. Manfaat tersebut dapat diarahkan pada program bantuan sosial, 

bantuan pendidikan, bantuan kesehatan, pemberdayaan usaha kecil, atau 

kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, aset 

kelolaan produktif dapat memperluas dampak pengelolaan ZIS. 

 
57 Yutegi, “Pengaruh Peranan Zakat produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq 

Studi Kasus Baznas Kota Tangerang Selatan.” 
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a. Bagi Mustahik 

Aset kelolaan produktif dapat memberikan manfaat dalam bentuk 

bantuan yang lebih berkelanjutan. Bantuan yang berasal dari hasil 

pengelolaan aset produktif tidak hanya bersifat sesaat, tetapi dapat 

dikembangkan untuk membantu mustahik dalam jangka panjang. 

Misalnya, hasil dari usaha produktif yang dikelola BAZNAS dapat 

digunakan untuk mendukung modal usaha, pelatihan keterampilan, atau 

program pemberdayaan ekonomi. Hal ini dapat membantu mustahik 

meningkatkan kemampuan ekonomi dan secara bertahap menjadi lebih 

mandiri. 

b. Bagi muzakki dan Masyarakat 

Keberadaan aset kelolaan produktif dapat meningkatkan kepercayaan 

terhadap lembaga pengelola zakat.58 Kepercayaan tersebut muncul 

apabila aset yang dikelola dapat dilaporkan secara transparan dan 

manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Laporan mengenai aset 

kelolaan produktif dapat menjadi bukti bahwa dana dan aset umat tidak 

hanya disalurkan, tetapi juga dikelola secara amanah untuk 

menghasilkan manfaat yang lebih luas. Oleh karena itu, aset kelolaan 

produktif memiliki hubungan erat dengan akuntabilitas, transparansi, 

dan kepercayaan publik terhadap BAZNAS. 

 
58 Nurwahidah, Salenda, dan Asni, “Optimalisasi Pengelolaan Zakat Produktif untuk 

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Soppeng.” 
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6. BAZNAS sebagai Lembaga Pengelola Zakat 

a. Pengertian BAZNAS 

Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS adalah lembaga resmi yang 

dibentuk oleh pemerintah untuk melakukan pengelolaan zakat secara 

nasional.59 BAZNAS memiliki kewenangan dalam menghimpun, mengelola, 

mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta dana 

sosial keagamaan lainnya sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan 

perundang-undangan. Sebagai lembaga pengelola zakat, BAZNAS berperan 

sebagai penghubung antara muzakki yang menunaikan zakat dan mustahik 

yang berhak menerima manfaat zakat. Dalam penelitian ini, BAZNAS 

dipahami sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam 

mewujudkan pengelolaan dana umat yang transparan, akuntabel, profesional, 

dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

b. Tugas dan fungsi BAZNAS 

Tugas utama BAZNAS adalah melakukan pengelolaan zakat agar dana 

yang dihimpun dari masyarakat dapat disalurkan kepada pihak yang berhak 

secara tepat, amanah, dan sesuai dengan ketentuan syariah.60 Pengelolaan 

tersebut tidak hanya mencakup penerimaan dana zakat, tetapi juga meliputi 

proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban. Dalam menjalankan tugasnya, BAZNAS harus 

memastikan bahwa setiap dana yang diterima dicatat dengan baik dan 

 
59 Athiyah, Idrus, dan Anwar, “Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Pada Badan Amil Zakat 

Nasional Kabupaten Kolaka.” 
60 Maharani dkk., “Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan ZIS pada Badan Amil Zakat 

Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.” 
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disalurkan sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, tugas BAZNAS 

berkaitan erat dengan aspek akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga zakat. 

1) Menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah 

BAZNAS bertugas mengumpulkan dana zakat, infak, dan sedekah dari 

masyarakat, baik melalui layanan langsung, kerja sama dengan Unit 

Pengumpul Zakat, pemotongan gaji, maupun kanal pembayaran 

lainnya. 

2) Mendistribusikan dana kepada mustahik 

BAZNAS bertugas menyalurkan dana zakat kepada golongan yang 

berhak menerima sesuai ketentuan syariah, seperti fakir, miskin, amil, 

mualaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. 

3) Mendayagunakan dana zakat secara produktif 

BAZNAS tidak hanya menyalurkan dana secara konsumtif, tetapi juga 

dapat mengelola program pemberdayaan ekonomi agar mustahik dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 

4) Melakukan pencatatan dan pelaporan pengelolaan dana 

BAZNAS bertugas mencatat seluruh penerimaan dan penyaluran dana 

ZIS serta menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kepada pemerintah, muzakki, dan masyarakat. 

5) Melakukan pengendalian dan evaluasi program 

BAZNAS perlu mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program 

agar dana yang disalurkan tepat sasaran serta memberikan manfaat bagi 

penerima. 
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Fungsi BAZNAS berkaitan dengan pelaksanaan peran kelembagaan dalam 

mengelola dana zakat secara terencana, terarah, dan bertanggung jawab. Fungsi 

tersebut meliputi fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelaporan, 

dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. Melalui fungsi tersebut, BAZNAS 

diharapkan mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan penyaluran 

dana zakat kepada masyarakat yang membutuhkan. 

c. Unit Pengumpul Zakat dalam Pengelolaan BAZNAS 

Unit Pengumpul Zakat atau UPZ merupakan satuan organisasi yang 

dibentuk untuk membantu BAZNAS dalam kegiatan penghimpunan zakat pada 

instansi, lembaga, masjid, sekolah, kantor pemerintahan, perusahaan, atau 

lingkungan masyarakat.61 Keberadaan UPZ memiliki peran penting karena 

BAZNAS tidak dapat menjangkau seluruh muzaki secara langsung tanpa 

dukungan unit pengumpul yang berada di berbagai tempat. Melalui UPZ, proses 

penghimpunan zakat dapat dilakukan secara lebih dekat dengan masyarakat dan 

lebih mudah menjangkau calon muzaki. Oleh karena itu, UPZ menjadi bagian 

penting dalam mendukung optimalisasi penghimpunan zakat di daerah. 

Dalam pengelolaan zakat, UPZ tidak hanya berfungsi sebagai 

pengumpul dana, tetapi juga berperan dalam membantu pendataan muzaki, 

penyampaian informasi zakat, serta pelaporan hasil penghimpunan kepada 

BAZNAS. Data dan laporan dari UPZ diperlukan agar BAZNAS dapat 

mengetahui jumlah dana zakat yang dihimpun, sumber penerimaan, serta 

perkembangan penghimpunan zakat di setiap wilayah atau lembaga. Apabila 

 
61 Lailatul Mukarromah dkk., “Dampak Implikasi Sistem Informasi Manajemen BAZNAS 

(SiMBA) Pada Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Kabupaten Probolinggo,” Jurnal Tabarru’: Islamic 

Banking and Finance 6, no. 1 (20 Mei 2023): 101–10, https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).12800. 
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UPZ tidak melaporkan data penghimpunan secara tertib, maka informasi 

mengenai jumlah zakat yang dikelola di daerah menjadi tidak lengkap. Kondisi 

tersebut dapat memengaruhi kualitas pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan 

zakat. 

Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, keberadaan UPZ menjadi 

penting karena sebagian penghimpunan zakat dilakukan melalui lembaga, 

instansi, dan lingkungan masyarakat. Namun, pengelolaan UPZ juga 

memerlukan administrasi yang tertib agar setiap unit yang menghimpun zakat 

dapat terdaftar dan terintegrasi dengan sistem BAZNAS. Apabila masih 

terdapat UPZ yang belum terdaftar atau belum tertib melaporkan hasil 

penghimpunan, maka BAZNAS akan mengalami kesulitan dalam memperoleh 

gambaran menyeluruh mengenai potensi dan realisasi zakat di daerah. Oleh 

karena itu, penguatan administrasi UPZ menjadi salah satu aspek penting dalam 

mendukung akuntabilitas BAZNAS. 

d. SiMBA sebagai Sistem Pencatatan dan Pelaporan BAZNAS 

SiMBA merupakan sistem digital yang digunakan BAZNAS untuk 

membantu pengelolaan data zakat, infak, dan sedekah.62 Sistem ini digunakan 

dalam proses pencatatan penghimpunan, pendistribusian, pendataan muzaki, 

pendataan mustahik, serta penyusunan laporan pengelolaan zakat. Keberadaan 

SiMBA membantu BAZNAS dalam mengelola data secara lebih sistematis 

karena informasi penerimaan dan penyaluran dana dapat dicatat dalam satu 

 
62 Siti Jubaedah Anuri dan Ma’ruf Hidayat, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi 

Manajemen BAZNAS (SiMBA) pada Pelaporan Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah BAZNAS 

Kabupaten Banyumas,” Jurnal Ilmiah Nusantara 1, no. 4 (2024): 36–50. 
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sistem yang terhubung dengan BAZNAS pusat.63 Dengan demikian, SiMBA 

memiliki peran penting dalam mendukung keteraturan administrasi dan 

pelaporan pengelolaan zakat. 

Penggunaan SiMBA dalam pengelolaan zakat dapat memperkuat 

akuntabilitas lembaga karena data yang tercatat dalam sistem dapat menjadi 

dasar penyusunan laporan. Melalui SiMBA, BAZNAS dapat mencatat 

penerimaan dana dari muzaki, penyaluran dana kepada mustahik, serta 

perkembangan penghimpunan dan pendistribusian dalam periode tertentu. 

Sistem ini juga dapat membantu lembaga dalam melakukan pemantauan 

terhadap data harian, bulanan, dan tahunan. Dengan adanya pencatatan digital, 

proses pelaporan diharapkan menjadi lebih tertib, mudah ditelusuri, dan 

mendukung transparansi pengelolaan dana. 

Meskipun demikian, penggunaan SiMBA tetap membutuhkan 

dukungan sumber daya manusia yang memadai. Sistem digital tidak akan 

berjalan optimal apabila data belum diinput secara lengkap, terlambat 

dimasukkan, atau masih bergantung pada pencatatan manual. Dalam 

praktiknya, pencatatan manual tetap diperlukan sebagai dasar awal sebelum 

data dimasukkan ke dalam sistem, terutama ketika transaksi didukung oleh 

bukti fisik seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita 

acara, dan dokumentasi. Oleh karena itu, SiMBA dan pencatatan manual perlu 

saling mendukung agar data keuangan dapat dikelola secara lengkap dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 
63 Nuradillah Syam dkk., “Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Manajemen BAZNAS 

(SiMBA) terhadap Peningkatan Good Corporate Governance,” Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi 8, no. 3 

(2025): 1026–36. 
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Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, penggunaan SiMBA menjadi 

bagian penting dalam sistem pencatatan dan pelaporan, tetapi masih terdapat 

kendala dalam penginputan data karena keterbatasan sumber daya manusia. 

Kondisi ini menyebabkan sebagian data membutuhkan waktu lebih lama untuk 

masuk ke dalam sistem. Selain itu, masih adanya UPZ yang belum terdaftar 

atau belum sepenuhnya terintegrasi dengan sistem juga dapat memengaruhi 

kelengkapan data penghimpunan zakat. Dengan demikian, kendala pada 

SiMBA dan UPZ menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam 

menganalisis akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. 

C. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk menghubungkan 

konsep-konsep yang terdapat dalam judul penelitian, yaitu PSAK 409, akuntabilitas, 

pengelolaan keuangan, dan BAZNAS Kota Parepare. Kerangka konseptual ini juga 

menjelaskan hubungan antara konsep utama tersebut dengan konsep lain yang tersirat 

dalam permasalahan penelitian, seperti kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab 

belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan yang 

digunakan BAZNAS Kota Parepare. Dengan adanya kerangka konseptual, arah 

penelitian menjadi lebih jelas karena setiap konsep yang digunakan memiliki hubungan 

dengan masalah yang diteliti.64 

PSAK 409 dalam penelitian ini dipahami sebagai standar akuntansi zakat, infak, 

dan sedekah yang menjadi pedoman dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, dan 

pengungkapan transaksi ZIS. Standar ini menjadi dasar untuk melihat bagaimana 

 
64 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
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BAZNAS Kota Parepare mencatat, mengelola, menyajikan, dan melaporkan dana 

zakat, infak, dan sedekah. Namun, penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare 

tidak dapat langsung dipahami sebagai penerapan secara penuh, karena hasil temuan 

menunjukkan bahwa lembaga masih berada dalam proses penyesuaian. Oleh karena 

itu, konsep PSAK 409 dalam penelitian ini dihubungkan dengan kondisi empiris 

penerapannya pada BAZNAS Kota Parepare. 

Konsep pengelolaan keuangan dalam penelitian ini berkaitan dengan proses 

penghimpunan, pencatatan, pengelompokan dana, penyaluran, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dana zakat, infak, dan sedekah. Pengelolaan keuangan menjadi 

konsep penting karena penerapan PSAK 409 tidak dapat dilepaskan dari praktik 

pengelolaan dana yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Parepare. Dalam praktiknya, 

pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare masih dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, seperti belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber daya 

manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, rendahnya 

penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau 

terintegrasi. Faktor-faktor tersebut menjadi penghubung antara standar akuntansi yang 

berlaku dengan kondisi pelaporan keuangan yang terjadi di lapangan. 

 



51 

 

D. Kerangka Pikir 

Berdasarkan hubungan antara BAZNAS Kota Parepare, penerapan PSAK 409, 

kualitas laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, maka kerangka 

pikir penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir 

Sumber Gambar: Diolah berdasarkan kajian teori dan hasil observasi awal, Tahun 2026. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan 

atau field research. Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara 

langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai 

dengan kondisi nyata di lapangan.65 Dalam penelitian ini, peneliti melakukan 

pengumpulan data secara langsung di BAZNAS Kota Parepare untuk mengetahui 

bagaimana kondisi penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Penelitian lapangan dipilih karena permasalahan yang dikaji tidak hanya berkaitan 

dengan teori atau standar akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan praktik pelaporan 

keuangan yang benar-benar terjadi pada lembaga pengelola zakat. 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif 

dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini 

bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam berdasarkan data yang 

diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.66 Melalui pendekatan ini, 

peneliti dapat menggambarkan kondisi empiris penerapan PSAK 409 pada BAZNAS 

Kota Parepare, termasuk bagaimana pemahaman lembaga terhadap standar tersebut, 

bagaimana praktik pencatatan dan pelaporan keuangan dilakukan, serta bagaimana 

akuntabilitas pengelolaan keuangan dijalankan. 

 
65 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode 

Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method),” Jurnal Pendidikan Tambusai 

7, no. 1 (2023): 2896–2896. 
66 Rizal Safarudin dkk., “Penelitian Kualitatif,” Innovative: Journal of Social Science Research 

3, no. 2 (2023): 9680–94. 
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Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan data 

penelitian secara sistematis sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.67 

Penelitian ini tidak bertujuan untuk menguji hipotesis atau menghitung pengaruh 

antarvariabel, tetapi untuk mendeskripsikan kondisi penerapan PSAK 409 dan faktor-

faktor yang menyebabkan standar tersebut belum diterapkan secara penuh. Faktor-

faktor tersebut meliputi belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan sumber 

daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal, 

rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum seluruhnya 

terdaftar atau terintegrasi. 

Dengan demikian, penggunaan penelitian lapangan dengan pendekatan 

kualitatif deskriptif dianggap sesuai dengan fokus penelitian ini. Pendekatan tersebut 

memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai 

kesenjangan antara standar akuntansi yang berlaku dengan kondisi empiris yang terjadi 

pada BAZNAS Kota Parepare. Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti dalam 

menganalisis hubungan antara penerapan PSAK 409, praktik pelaporan keuangan, 

faktor penghambat, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan lembaga. 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota 

Parepare yang beralamat di Jl. H. Agussalim No. 63, Kelurahan Mallusetasi, 

Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian dilakukan pada tanggal 02 Juni sampai dengan 02 Juli 2026. Dalam rentang 

waktu tersebut, peneliti melakukan pengumpulan data melalui observasi awal, 

 
67 Getar Rahmi Pertiwi, Risnita, dan M. Syahran Jailani, “Jenis Jenis Penelitian Ilmiah 

Kependidikan,” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (31 Mei 2023): 41–52, 

https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.59. 
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wawancara, dan dokumentasi yang berkaitan dengan praktik pencatatan, pelaporan 

keuangan, penggunaan SiMBA, data UPZ, serta faktor-faktor yang memengaruhi 

penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian ini adalah penerapan PSAK 409 dalam akuntabilitas 

pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare. Penerapan PSAK 409 yang 

dimaksud dalam penelitian ini tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan standar 

secara penuh, tetapi juga mencakup kondisi penerapan, proses penyesuaian, dan faktor-

faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara optimal. Hal ini penting 

karena berdasarkan kondisi empiris di lapangan, BAZNAS Kota Parepare masih berada 

dalam tahap penyesuaian terhadap penerapan PSAK 409. 

Secara khusus, penelitian ini difokuskan pada empat aspek utama. Pertama, 

kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada 

BAZNAS Kota Parepare. Kedua, faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum 

diterapkan secara penuh, seperti belum adanya aset kelolaan produktif, keterbatasan 

sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum 

optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta UPZ yang belum 

seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Ketiga, praktik pelaporan keuangan yang 

digunakan BAZNAS Kota Parepare, baik melalui pencatatan manual, penggunaan 

SiMBA, bukti transaksi, laporan keuangan, maupun dokumen pendukung lainnya. 

Keempat, akuntabilitas pengelolaan keuangan yang dilihat dari akuntabilitas keuangan, 

akuntabilitas keadilan, dan akuntabilitas kinerja. 
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D. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber 

pertama melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian.68 Sementara itu, data 

sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen, 

arsip, laporan, dan referensi lain yang relevan dengan masalah penelitian.69 

1. Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari 

informan yang terlibat dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan 

BAZNAS Kota Parepare. Informan dalam penelitian ini dipilih karena memiliki 

pengetahuan dan keterlibatan langsung dengan praktik pengelolaan dana zakat, 

infak, dan sedekah, penggunaan sistem pencatatan, serta penyusunan laporan 

keuangan. Adapun informan dalam penelitian ini meliputi pimpinan yang 

berkaitan dengan bidang keuangan, pelaporan, dan pengelolaan ZIS, bagian 

keuangan atau bendahara, serta operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare. 

Data primer yang dikumpulkan melalui informan tersebut berkaitan 

dengan kondisi penerapan PSAK 409, praktik penggunaan PSAK 109 dalam 

pelaporan keuangan, pemahaman terhadap aset kelolaan produktif, proses 

pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS, penggunaan SiMBA, kendala 

sumber daya manusia, pengelolaan data muzaki dan mustahik, serta bentuk 

akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. 

 
68 Dian Kurniati dan M. Syahran Jailani, “Kajian Literatur : Referensi Kunci, State Of Art, 

Keterbaruan Penelitian (Novelty),” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (31 

Mei 2023): 1–6, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.50. 
69 Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, 

Sekunder, dan Tersier,” Edu Research 5, no. 3 (2024): 110–16. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen 

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan, pelaporan, dan 

administrasi BAZNAS Kota Parepare. Data sekunder digunakan untuk 

memperkuat hasil wawancara dan observasi agar temuan penelitian tidak hanya 

bersumber dari pernyataan informan, tetapi juga didukung oleh dokumen yang 

relevan. Dokumen tersebut juga digunakan untuk melihat kesesuaian antara 

praktik pelaporan keuangan, kondisi administrasi, dan akuntabilitas 

pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Adapun data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

a. Laporan keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021, 2022, 

2023, dan 2024, 

b. Daftar muzaki,  

c. Data Unit Pengumpul Zakat pada aplikasi SiMBA,  

d. SOP Pengelolaan BAZNAS,  

e. Struktur organisasi dan pembagian tugas sumber daya manusia,  

f. Surat atau dokumen pembinaan kelembagaan BAZNAS.  

Data sekunder tersebut digunakan untuk mendukung analisis mengenai 

kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Laporan 

keuangan auditan digunakan untuk melihat praktik pelaporan keuangan yang 

telah dilakukan. Data muzaki dan data UPZ digunakan untuk memahami 

kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP dan struktur organisasi 
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digunakan untuk melihat prosedur kerja serta pembagian tugas dalam 

pengelolaan keuangan. Dengan demikian, data sekunder memiliki peran 

penting dalam memperkuat keabsahan dan kelengkapan data penelitian.70 

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data diarahkan untuk memahami 

kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab belum diterapkannya secara penuh, 

praktik pelaporan keuangan, serta akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. 

a. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati secara langsung objek penelitian.71 Observasi dalam penelitian 

ini dilakukan di BAZNAS Kota Parepare untuk memperoleh gambaran 

mengenai kondisi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, praktik administrasi, 

serta proses pencatatan dan pelaporan keuangan. Melalui observasi, peneliti 

dapat melihat secara langsung kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan 

dana, pencatatan manual, penggunaan dokumen transaksi, pengarsipan laporan, 

serta penggunaan sistem digital dalam pengelolaan data ZIS. 

Observasi juga diarahkan untuk memahami kondisi empiris yang 

berkaitan dengan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Hal 

yang diamati meliputi proses pencatatan penerimaan dan penyaluran dana, 

pemisahan dana zakat, infak, sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak 

 
70 Elia Ardyan dkk., Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Pendekatan Metode Kualitatif 

dan Kuantitatif di Berbagai Bidang, ed. oleh Efitra, I (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023). 
71 Yama P Sumbodo dkk., Metode Penelitian: Panduan Lengkap untuk Penelitian Kuantitatif, 

Kualitatif, dan Campuran, ed. oleh Melvin Mirsal, I, vol. I (Medan: PT Media Penerbit Indonesia , 2024). 
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terikat, penggunaan bukti transaksi, serta keterlibatan sumber daya manusia 

dalam proses pelaporan. Selain itu, observasi dilakukan untuk melihat 

keterkaitan antara pencatatan manual dan penggunaan SiMBA dalam 

mendukung penyusunan laporan keuangan.  

b. Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui tanya jawab antara peneliti dan informan untuk memperoleh informasi 

yang lebih mendalam.72 Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan secara 

semi-terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun 

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 1. Wawancara semi-terstruktur 

dipilih agar peneliti tetap memiliki arah pertanyaan yang jelas, tetapi masih 

dapat mengembangkan pertanyaan sesuai dengan jawaban informan dan 

kondisi yang ditemukan di lapangan. 

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada informan yang 

terlibat langsung dalam pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan 

BAZNAS Kota Parepare. Informan tersebut meliputi Wakil Ketua III Bidang 

Keuangan, Bendahara, serta operator SiMBA. Materi wawancara diarahkan 

pada beberapa isu utama, yaitu standar pelaporan keuangan yang digunakan, 

pemahaman informan terhadap PSAK 109 dan PSAK 409, kondisi penerapan 

PSAK 409, alasan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, keberadaan aset 

kelolaan produktif, penggunaan SiMBA, kendala sumber daya manusia, 

 
72 Qomaruddin Qomaruddin dan Halimah Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis 

Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman,” Journal of Management, 

Accounting, and Administration 1, no. 2 (6 Desember 2024): 77–84, 

https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93. 
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pengelolaan data muzaki dan mustahik, serta bentuk akuntabilitas pengelolaan 

keuangan BAZNAS Kota Parepare. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara mengumpulkan dan menelaah dokumen yang berkaitan dengan 

objek penelitian.73 Dokumentasi digunakan untuk memperkuat data hasil 

observasi dan wawancara agar temuan penelitian tidak hanya didasarkan pada 

keterangan informan, tetapi juga didukung oleh bukti tertulis.74 Dalam 

penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-

dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pencatatan, pelaporan, 

serta administrasi BAZNAS Kota Parepare. 

Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan 

keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 sampai 2024, daftar 

muzaki, data Unit Pengumpul Zakat pada aplikasi SiMBA, SOP Pengelolaan 

BAZNAS, struktur organisasi dan pembagian tugas sumber daya manusia, 

pedoman wawancara, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pengelolaan 

zakat, infak, dan sedekah. Laporan keuangan digunakan untuk melihat praktik 

penyajian dan pelaporan keuangan. Data muzaki dan data UPZ digunakan untuk 

melihat kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP dan struktur 

 
73 Aisyah Sekar Sari, Nadia Aprisilia, dan Yessi Fitriani, “Teknik Pengumpulan Data dalam 

Penelitian Kualitatif,” Indonesian Research Journal on Education 5, no. 4 (30 Juni 2025), 

https://doi.org/10.31004/irje.v5i4.3011. 
74 Saidin dan M. Syahran Jailani, “Memahami Etika Dalam Penelitian Ilmiah,” Jurnal QOSIM 

Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (31 Mei 2023): 24–29, 

https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.51. 
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organisasi digunakan untuk memahami prosedur kerja serta pembagian tugas 

dalam pengelolaan keuangan. 

Dokumentasi juga diarahkan untuk melihat kesesuaian antara hasil 

wawancara dengan dokumen yang tersedia.75 Misalnya, informasi mengenai 

penggunaan PSAK 109 dan kondisi penerapan PSAK 409 dapat dibandingkan 

dengan struktur laporan keuangan yang digunakan. Informasi mengenai UPZ 

dapat dibandingkan dengan data UPZ pada SiMBA. Informasi mengenai 

keterbatasan sumber daya manusia dapat didukung dengan dokumen struktur 

organisasi dan pembagian tugas. 

4. Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan langkah yang dilakukan peneliti setelah 

data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi terkumpul.76 Pengolahan data 

dilakukan agar data yang diperoleh dapat disusun, dipilah, dan dianalisis sesuai 

dengan fokus penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan data dilakukan 

melalui beberapa tahap, yaitu transkripsi, pengorganisasian data, pengenalan 

data, pengkodean, pengelompokan data, dan penarikan makna awal. 

a. Tahap pertama adalah transkripsi, yaitu mengubah hasil wawancara ke 

dalam bentuk tulisan agar mudah dibaca dan dianalisis.  

 
75 Saidin dan Jailani. 
76 Ardiansyah, Risnita, dan M. Syahran Jailani, “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen 

Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif,” Jurnal IHSAN : Jurnal 

Pendidikan Islam 1, no. 2 (1 Juli 2023): 1–9, https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57. 
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b. Tahap kedua adalah pengorganisasian data, yaitu menyusun data 

berdasarkan sumbernya, seperti data hasil wawancara, hasil observasi, 

dan dokumen penelitian.  

c. Tahap ketiga adalah pengenalan data, yaitu membaca kembali seluruh 

data untuk memahami isi dan keterkaitannya dengan masalah 

penelitian. 

d. Terakhir, data dikelompokkan berdasarkan tema agar peneliti lebih 

mudah menemukan hubungan antara satu data dengan data lainnya. 

F. Uji Keabsahan Data 

Uji keabsahan data merupakan langkah yang dilakukan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh peneliti benar-benar sesuai dengan kondisi yang terjadi pada objek 

penelitian.77 Keabsahan data diperlukan agar hasil penelitian dapat dipercaya, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan tidak hanya berdasarkan pendapat subjektif peneliti.78 

Dalam penelitian kualitatif, uji keabsahan data meliputi credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability. 

Adapun uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa 

langkah sebagai berikut: 

1. Credibility 

Credibility atau uji kredibilitas digunakan untuk memastikan bahwa 

data yang diperoleh benar-benar menggambarkan kondisi empiris penerapan 

 
77 M Husnullail dkk., “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah,” Jurnal Genta 

Mulia 15, no. 2 (2024): 70–78. 
78 Dedi Susanto, Risnita, dan M. Syahran Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam 

Penelitian Ilmiah,” Jurnal QOSIM Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora 1, no. 1 (1 Juli 2023): 53–

61, https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.60. 
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PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Dalam penelitian ini, uji kredibilitas 

dilakukan melalui triangulasi. Triangulasi digunakan untuk membandingkan 

dan memeriksa kebenaran data dari berbagai sumber, teknik, dan dokumen 

penelitian. Triangulasi dalam penelitian ini meliputi: 

a. Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang 

diperoleh dari beberapa informan yang memiliki peran berbeda dalam 

pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Informan tersebut 

meliputi Wakil Ketua III Bidang Keuangan, bendahara, serta operator 

SiMBA. 

b. Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.79 Data hasil 

wawancara dibandingkan dengan hasil observasi di lapangan untuk 

melihat apakah informasi yang diberikan informan sesuai dengan 

praktik yang terjadi. Selanjutnya, hasil observasi dan wawancara 

dibandingkan dengan dokumen pendukung yang tersedia. 

c. Triangulasi Dokumen 

Triangulasi dokumen dilakukan dengan membandingkan data hasil 

wawancara dan observasi dengan dokumen-dokumen penelitian yang 

 
79 Putri Wahidah Luthfiyani dan Sri Murhayati, “Strategi Memastikan Keabsahan Data dalam 

Penelitian Kualitatif,” Jurnal Pendidikan Tambusai 8, no. 3 (2024): 45315–28. 
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telah dikumpulkan.80 Dokumen digunakan untuk memperkuat data 

lapangan agar hasil penelitian memiliki dasar yang lebih jelas dan dapat 

ditelusuri. 

2. Transferability 

Transferability atau keteralihan dilakukan dengan menyajikan hasil 

penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis. Peneliti menjelaskan lokasi 

penelitian, informan, sumber data, teknik pengumpulan data, serta kondisi 

empiris BAZNAS Kota Parepare. Penyajian data secara rinci bertujuan agar 

pembaca dapat memahami konteks penelitian dan menilai kemungkinan 

penerapan hasil penelitian pada konteks lain yang memiliki karakteristik 

serupa. 

3. Dependability 

Dependability atau ketergantungan dilakukan untuk memastikan bahwa 

proses penelitian berjalan secara konsisten dan dapat ditelusuri. Penelitian yang 

memiliki dependability yang baik adalah penelitian yang prosesnya dapat 

dipahami mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data, pengolahan data, 

sampai analisis data. Oleh karena itu, peneliti harus menjaga keteraturan 

prosedur penelitian agar hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan. 

4. Confirmability 

Confirmability atau kepastian dilakukan untuk memastikan bahwa hasil 

penelitian didasarkan pada data yang diperoleh di lapangan, bukan berdasarkan 

 
80 Wiyanda Vera Nurfajriani dkk., “Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif,” Jurnal 

Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 17 (2024): 826–33. 
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asumsi pribadi peneliti. Uji ini dilakukan agar temuan penelitian dapat 

dibuktikan melalui data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan 

demikian, kesimpulan penelitian harus memiliki hubungan yang jelas dengan 

data yang telah dikumpulkan. 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan 

Huberman, yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan dan verifikasi.81 Model analisis Miles dan Huberman dipilih 

karena sesuai dengan penelitian ini yang bertujuan untuk memahami kondisi empiris 

penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare. Melalui model ini, data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat dianalisis secara 

sistematis berdasarkan tema-tema utama penelitian. Adapun tahapan analisis data 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Reduksi Data 

Reduksi data merupakan proses memilih, menyederhanakan, 

memfokuskan, dan mengelompokkan data yang relevan dengan fokus 

penelitian.82 Data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan 

dokumentasi tidak semuanya digunakan secara langsung, tetapi dipilah sesuai 

dengan kebutuhan penelitian. Dalam tahap ini, peneliti menyeleksi data yang 

berkaitan dengan penerapan PSAK 409, penggunaan PSAK 109, aset kelolaan 

 
81 Susanto, Risnita, dan Jailani, “Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian 

Ilmiah.” 
82 Qomaruddin dan Sa’diyah, “Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian 

Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman.” 
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produktif, keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual, penggunaan 

SiMBA, data UPZ, laporan keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

b. Penyajian Data 

Penyajian data merupakan tahap menyusun data yang telah direduksi ke 

dalam bentuk narasi, uraian sistematis, tabel, atau pengelompokan tema agar 

mudah dipahami. Dalam penelitian ini, data disajikan secara deskriptif 

berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah 

dikumpulkan. Penyajian data dilakukan untuk menggambarkan kondisi 

penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare secara jelas dan teratur. 

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi 

Penarikan kesimpulan merupakan tahap akhir dalam analisis data yang 

dilakukan dengan mencari makna, hubungan, pola, dan temuan utama dari data 

yang telah disajikan. Dalam penelitian ini, kesimpulan ditarik berdasarkan hasil 

analisis terhadap data yang berkaitan dengan penerapan PSAK 409, faktor 

penghambat penerapan, praktik pelaporan keuangan, dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan. Kesimpulan yang diperoleh tidak hanya menjelaskan 

apakah PSAK 409 telah diterapkan, tetapi juga menjelaskan kondisi empiris 

dan faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh 

pada BAZNAS Kota Parepare. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional 

(BAZNAS) Kota Parepare. Hasil penelitian ini disusun berdasarkan rumusan masalah 

yang telah ditetapkan, yaitu mengenai kondisi penerapan PSAK 409 dalam praktik 

akuntansi zakat, infak, dan sedekah, faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum 

diterapkan secara penuh, serta praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare 

dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. Data yang disajikan dalam 

bagian ini bersumber dari hasil wawancara dengan pihak yang terlibat dalam 

pengelolaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan, serta didukung oleh dokumen 

laporan keuangan auditan, data muzaki, data UPZ, SOP, struktur organisasi, dan 

dokumen pendukung lainnya. Penyajian hasil penelitian ini diawali dengan gambaran 

umum BAZNAS Kota Parepare, kemudian dilanjutkan dengan uraian hasil penelitian 

sesuai dengan fokus dan rumusan masalah penelitian. 

1. Gambaran Umum BAZNAS Kota Parepare 

BAZNAS Kota Parepare merupakan lembaga pengelola zakat di tingkat 

daerah yang memiliki tugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan 

mendayagunakan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan 

lainnya di wilayah Kota Parepare. Secara kelembagaan, BAZNAS Kota 

Parepare hadir sebagai perpanjangan tugas BAZNAS pada tingkat kota untuk 

menjembatani    muzakki    dan mustahik.    Lembaga    ini    berperan    dalam 
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mengoptimalkan potensi zakat masyarakat melalui pengelolaan yang lebih 

terarah, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Pembentukan BAZNAS Kota Parepare tidak terlepas dari perubahan 

pengelolaan zakat dari pola sebelumnya yang dikenal dengan Badan Amil Zakat 

Daerah atau BAZDA menjadi BAZNAS. Perubahan tersebut dilakukan untuk 

menyesuaikan kelembagaan pengelola zakat dengan ketentuan Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan perubahan 

tersebut, BAZNAS Kota Parepare memiliki kedudukan formal sebagai lembaga 

resmi pengelola zakat di daerah yang bertanggung jawab dalam mengelola dana 

umat secara amanah, transparan, profesional, dan akuntabel. 

Dalam upaya memperkuat pengumpulan zakat, infak, dan sedekah di 

Kota Parepare, BAZNAS Kota Parepare juga didukung oleh kebijakan 

pemerintah daerah. Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah adanya aturan 

yang mendorong penghitungan dan pemanfaatan zakat, infak, sedekah, serta 

dana sosial lainnya pada lingkup instansi dan masyarakat. Dukungan tersebut 

menjadi penting karena pengelolaan zakat di daerah membutuhkan kerja sama 

antara BAZNAS, pemerintah daerah, instansi, Unit Pengumpul Zakat, muzakki, 

dan masyarakat. 

BAZNAS Kota Parepare berlokasi di Jl. H. Agussalim No. 63, 

Kelurahan Mallusetasi, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. 

Dari lokasi tersebut, BAZNAS Kota Parepare menjalankan kegiatan 

penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan 

dana zakat, infak, dan sedekah. Keberadaan BAZNAS Kota Parepare 

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan 
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zakat melalui lembaga resmi, memperkuat pelayanan kepada muzakki dan 

mustahik, serta mendukung terwujudnya pengelolaan dana zakat yang tertib 

dan akuntabel. 

a. Visi dan Misi BAZNAS Kota Parepare 

Visi BAZNAS Kota Parepare adalah “Menjadi lembaga utama 

menyejahterakan umat”. Visi tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota 

Parepare memiliki arah kelembagaan untuk menjadi lembaga pengelola zakat 

yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui 

visi ini, BAZNAS Kota Parepare tidak hanya berfungsi sebagai lembaga 

penghimpun dan penyalur zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan 

lainnya, tetapi juga sebagai lembaga yang mendorong pengelolaan dana umat 

secara amanah, profesional, transparan, dan akuntabel. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, BAZNAS Kota Parepare memiliki 

beberapa misi sebagai berikut: 

1) Membangun BAZNAS Kota Parepare sebagai lembaga pengelola zakat 

yang kuat, terpercaya, dan modern dalam menjalankan kewenangan 

pengelolaan zakat di tingkat daerah. 

2) Meningkatkan literasi zakat kepada masyarakat serta mengoptimalkan 

pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya 

secara terukur. 

3) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, 

sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya untuk membantu 

pengentasan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan umat, dan 

mengurangi kesenjangan sosial. 
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4) Mendorong modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat melalui 

sistem manajemen berbasis data agar proses penghimpunan, pencatatan, 

pendistribusian, dan pelaporan dapat dilakukan secara lebih tertib. 

5) Membangun kemitraan antara muzaki, mustahik, pemerintah, dan 

masyarakat dengan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan 

ketakwaan. 

Visi dan misi tersebut memiliki hubungan dengan fokus penelitian ini karena 

pengelolaan zakat yang kuat, terpercaya, modern, dan berbasis data 

memerlukan sistem pencatatan serta pelaporan keuangan yang baik. Dalam 

konteks akuntabilitas pengelolaan keuangan, visi dan misi BAZNAS Kota 

Parepare menjadi dasar untuk melihat pentingnya penerapan standar akuntansi, 

termasuk PSAK 409, dalam mendukung transparansi, pertanggungjawaban, 

dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. 

b. Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas 

Struktur organisasi merupakan susunan hubungan kerja antara 

pimpinan, wakil ketua, dan staf pelaksana dalam suatu lembaga. Struktur 

organisasi diperlukan agar pembagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang 

setiap bagian dapat berjalan secara jelas. Pada BAZNAS Kota Parepare, 

struktur organisasi disusun untuk mendukung pelaksanaan pengumpulan, 

pendistribusian, pendayagunaan, pengelolaan keuangan, administrasi, sumber 

daya manusia, serta pengelolaan teknologi informasi. Adapun struktur 

organisasi BAZNAS Kota Parepare dapat dilihat pada gambar berikut. 
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Gambar 4.1 Struktur Organisasi BAZNAS Kota Parepare 

Sumber Gambar: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan Gambar 4.1, struktur organisasi BAZNAS Kota Parepare 

dipimpin oleh Ketua BAZNAS Kota Parepare, yaitu Irwan Yusuf Coco. Dalam 

menjalankan tugasnya, ketua dibantu oleh empat wakil ketua yang memiliki 

bidang tugas masing-masing. Wakil Ketua I membidangi pengumpulan, Wakil 

Ketua II membidangi pendistribusian dan pendayagunaan, Wakil Ketua III 

membidangi keuangan, dan Wakil Ketua IV membidangi sumber daya manusia. 

Pembagian bidang tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare 

memiliki struktur kerja yang diarahkan untuk mendukung pelaksanaan 

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah secara terorganisasi. 

Pada bagian pelaksana, terdapat beberapa staf yang menjalankan tugas 

teknis sesuai bidang masing-masing. Bidang pengumpulan bertugas membantu 

proses penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah dari muzaki. Bidang 

pendistribusian bertugas membantu proses penyaluran dana kepada mustahik 
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sesuai program dan ketentuan yang berlaku. Bidang operator membantu 

pengelolaan data dan sistem pencatatan, sedangkan bendahara bertanggung 

jawab dalam pencatatan dan pengelolaan keuangan. Selain itu, bidang 

informasi dan teknologi berperan dalam mendukung kebutuhan sistem 

informasi dan administrasi digital lembaga. 

c. Informan Penelitian 

Informan dalam penelitian ini merupakan pihak-pihak yang memiliki 

pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan, 

pencatatan, pelaporan keuangan, serta penggunaan sistem informasi pada 

BAZNAS Kota Parepare. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, 

yaitu berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki informasi yang 

relevan dengan fokus penelitian. Informan yang dipilih terdiri atas pihak yang 

berkaitan dengan bidang keuangan dan pelaporan, bendahara, operator SiMBA, 

serta bidang informasi dan teknologi. Informasi yang diperoleh dari informan 

digunakan untuk menjelaskan kondisi penerapan PSAK 409, alasan PSAK 409 

belum diterapkan secara penuh, praktik pencatatan dan pelaporan keuangan, 

serta bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare. 

Tabel 4.1 Informan Penelitian 

No. 
Nama 

Informan 
Jabatan/Bidang Keterangan Informasi yang Diperoleh 

1 Suwarni, S.H. Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Informasi mengenai kebijakan pelaporan 

keuangan, standar akuntansi yang 

digunakan, kondisi penerapan PSAK 

409, penggunaan PSAK 109, serta 

akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

2 Rifdaningsi, 

S.E., M.E. 

Bendahara Informasi mengenai pencatatan 

penerimaan dan penyaluran dana ZIS, 

pemisahan dana, bukti transaksi. 
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No. 
Nama 

Informan 
Jabatan/Bidang Keterangan Informasi yang Diperoleh 

3 Nursyamsi, 

S.Kom. 

Operator SiMBA Informasi mengenai penggunaan aplikasi 

SiMBA, pencatatan data muzaki dan 

mustahik, input data penerimaan dan 

penyaluran, serta kendala teknis dalam 

pengelolaan data. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan tabel tersebut, informan penelitian terdiri atas pihak 

internal BAZNAS Kota Parepare yang berhubungan langsung dengan 

pengelolaan keuangan dan sistem pencatatan. Wakil Ketua III Bidang 

Keuangan dipilih karena memiliki kewenangan dan pemahaman mengenai 

kebijakan pelaporan keuangan lembaga. Bendahara dipilih karena terlibat 

langsung dalam pencatatan penerimaan, penyaluran, pemisahan dana, dan 

penyusunan dokumen keuangan. Operator SiMBA dipilih karena memiliki 

peran dalam penginputan dan pengelolaan data pada sistem informasi 

BAZNAS. Sementara itu, bidang informasi dan teknologi dipilih karena 

berkaitan dengan dukungan sistem digital dan administrasi informasi lembaga. 

d. Dokumen Penelitian yang Digunakan 

Dokumen penelitian merupakan data sekunder yang digunakan untuk 

memperkuat hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini, dokumen 

digunakan untuk melihat kesesuaian antara keterangan informan dengan bukti 

tertulis yang dimiliki oleh BAZNAS Kota Parepare. Dokumen yang digunakan 

berkaitan dengan laporan keuangan, data muzaki, data Unit Pengumpul Zakat, 

sistem pencatatan, prosedur pengelolaan, struktur organisasi, serta pedoman 

wawancara. Keberadaan dokumen tersebut penting karena penelitian ini tidak 

hanya mengandalkan hasil wawancara, tetapi juga memerlukan bukti 
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pendukung untuk menganalisis kondisi penerapan PSAK 409, faktor penyebab 

belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh, dan praktik pelaporan keuangan 

dalam mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan. 

Tabel 4.2 Dokumen Penelitian yang Digunakan 

No. 
Nama 

Dokumen 
Tahun/Periode Kegunaan dalam Penelitian 

1 Laporan 

Keuangan 

Auditan 

BAZNAS Kota 

Parepare 

2021–2024 Digunakan untuk melihat praktik 

penyajian laporan keuangan, komponen 

laporan keuangan, pemisahan dana, 

penerimaan dan penyaluran dana ZIS, 

serta dasar analisis penerapan PSAK 409 

dan PSAK 109. 

2 Daftar Muzaki 

BAZNAS Kota 

Parepare 

2026 Digunakan untuk memahami data 

muzaki yang menjadi sumber 

penghimpunan dana zakat, infak, dan 

sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. 

3 Data Unit 

Pengumpul 

Zakat pada 

aplikasi SiMBA 

2026 Digunakan untuk melihat kondisi 

administrasi UPZ, status keterdaftaran 

UPZ, serta keterkaitan UPZ dengan 

kelengkapan data penghimpunan zakat. 

4 SOP 

Pengelolaan 

BAZNAS 

2026 Digunakan untuk memahami prosedur 

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah, 

termasuk proses penghimpunan, 

pendistribusian, pendayagunaan, serta 

pertanggungjawaban. 

Sumber: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan Tabel 4.2, dokumen penelitian yang digunakan memiliki 

fungsi yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan analisis. Laporan keuangan 

auditan digunakan sebagai dokumen utama untuk melihat praktik pelaporan 

keuangan BAZNAS Kota Parepare. Data muzaki dan data UPZ digunakan 

untuk memahami kondisi penghimpunan dan administrasi zakat. SOP 

Pengelolaan BAZNAS serta struktur organisasi digunakan untuk melihat 

prosedur kerja dan pembagian tugas dalam pengelolaan keuangan. Sementara 
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itu, dokumen pembinaan kelembagaan dan pedoman wawancara digunakan 

untuk memperkuat analisis mengenai kondisi kelembagaan serta arah 

pertanyaan penelitian. 

2. Penerapan PSAK 409 dalam Praktik Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah 

pada BAZNAS Kota Parepare 

a. Standar Akuntansi yang Digunakan BAZNAS Kota Parepare 

Standar akuntansi merupakan pedoman yang digunakan dalam proses 

pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi keuangan. 

Dalam lembaga pengelola zakat seperti BAZNAS, standar akuntansi memiliki 

peran penting karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan harus 

dipertanggungjawabkan secara jelas. Berdasarkan hasil penelitian, BAZNAS 

Kota Parepare telah menyusun laporan keuangan secara berkala, namun standar 

yang digunakan dalam praktik pelaporan keuangan masih mengacu pada PSAK 

109. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BAZNAS Kota 

Parepare belum menerapkan PSAK 409 secara penuh. Pihak BAZNAS 

menjelaskan bahwa pada saat adanya rencana penyesuaian dari PSAK 109 ke 

PSAK 409, lembaga belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai 

penerapan standar tersebut, terutama yang berkaitan dengan aset kelolaan 

produktif. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Rifdaningsi: 

Pada saat penerapan PSAK 409, pemahaman kami itu masih belum ada, 

jadi kami belum sempat menerapkan laporan keuangan dengan penomoran 

PSAK 409, jadi kami masih memakai PSAK 109.83 

 
83 Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 18 Juni 2026. 
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Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa standar akuntansi yang 

digunakan BAZNAS Kota Parepare dalam praktik pelaporan keuangan masih 

berada pada pola PSAK 109. Sementara itu, PSAK 409 telah diketahui sebagai 

standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku saat ini, tetapi 

penerapannya di BAZNAS Kota Parepare masih dalam tahap penyesuaian. 

Dengan demikian, kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare 

belum dapat dikatakan berjalan secara penuh, karena masih dipengaruhi oleh 

keterbatasan pemahaman, belum adanya aset kelolaan produktif, serta kesiapan 

lembaga dalam menyesuaikan praktik pelaporan keuangan. 

b. Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare 

Komponen laporan keuangan merupakan bagian penting dalam menilai 

kelengkapan penyajian laporan keuangan suatu lembaga. Pada BAZNAS Kota 

Parepare, laporan keuangan disusun setiap tahun dengan menyajikan 

perbandingan antara tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Berdasarkan 

dokumen laporan keuangan auditan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021 

sampai dengan 2024, komponen laporan keuangan yang disajikan pada 

umumnya terdiri atas neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan 

dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana APBD, laporan perubahan 

dana amil, laporan perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus 

kas, serta catatan atas laporan keuangan.  
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Tabel 4.3 Komponen Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–

2024 

No. 
Komponen Laporan 

Keuangan 
Keterangan 

1 Surat Pernyataan 

Pengurus/Direksi 

Pernyataan tanggung jawab atas penyusunan dan 

penyajian laporan keuangan. 

2 Neraca/Laporan Posisi 

Keuangan 

Menyajikan aset, kewajiban, dan saldo dana 

pada akhir periode. 

3 Laporan Perubahan Dana 

Zakat 

Menyajikan penerimaan, penyaluran, 

surplus/defisit, dan saldo dana zakat. 

4 Laporan Perubahan Dana 

Infak dan Sedekah 

Menyajikan penerimaan dan penyaluran dana 

infak dan sedekah. 

5 Laporan Perubahan Dana 

APBD/Hibah APBD 

Menyajikan penerimaan dan penggunaan dana 

APBD atau hibah APBD. 

6 Laporan Perubahan Dana 

Amil 

Menyajikan penerimaan dan penggunaan dana 

amil. 

7 Laporan Perubahan Dana 

Nonhalal/Jasa Bank 

Pada dokumen 2021 disebut dana nonhalal, 

sedangkan dokumen setelahnya menggunakan 

istilah dana jasa bank. 

8 Laporan Arus Kas Menyajikan arus kas masuk dan arus kas keluar 

selama periode pelaporan. 

9 Catatan atas Laporan 

Keuangan 

Memuat kebijakan akuntansi, dasar penyusunan 

laporan, dan penjelasan akun-akun laporan 

keuangan. 

10 Daftar Aset/Lampiran Aset 

Tetap 

Disajikan sebagai dokumen pendukung dalam 

laporan keuangan tertentu. 

11 Laporan Auditor 

Independen 

Menunjukkan bahwa laporan keuangan telah 

diaudit oleh auditor independen. 

Sumber Data: Diolah oleh peneliti, Tahun 2026. 

c. Ringkasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–

2024 

Ringkasan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 2021–2024 

disajikan untuk menggambarkan kondisi keuangan lembaga berdasarkan 

laporan keuangan auditan. Data yang ditampilkan pada bagian ini bersumber 

dari neraca atau laporan posisi keuangan BAZNAS Kota Parepare. Setiap 

laporan keuangan yang digunakan dalam penelitian ini disusun secara 
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komparatif, yaitu membandingkan tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. 

Oleh karena itu, data yang digunakan dalam tabel ini adalah data tahun berjalan, 

yaitu tahun 2021 dari laporan 2021 dan 2020, tahun 2022 dari laporan 2022 dan 

2021, tahun 2023 dari laporan 2023 dan 2022, serta tahun 2024 dari laporan 

2024 dan 2023. 

Tabel 4.4 Ringkasan Laporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare Tahun 2021–

2024 

Uraian 2021 2022 2023 2024 

I. Aset 

Kas dan Setara Kas Rp547.138.326 Rp558.030.890 Rp680.829.301 Rp860.861.369 

Jumlah Aset Lancar Rp547.138.326 Rp558.030.890 Rp680.829.301 Rp860.861.369 

Aset Tetap Bersih Rp23.261.750 Rp14.755.000 Rp11.150.000 Rp8.245.000 

Jumlah Aset Tidak Lancar Rp23.261.750 Rp14.755.000 Rp11.150.000 Rp8.245.000 

Jumlah Aset Rp570.400.076 Rp572.785.890 Rp691.979.301 Rp869.106.369 

II. Kewajiban dan Saldo Dana 

Biaya yang Masih Harus 

Dibayar 
Rp14.128.263 Rp0 Rp0 Rp0 

Jumlah Kewajiban Rp14.128.263 Rp0 Rp0 Rp0 

Dana Zakat Rp457.134.102 Rp419.438.267 Rp500.398.398 Rp816.643.488 

Dana Infak dan Sedekah Rp61.847.032 Rp61.967.651 Rp77.808.370 Rp22.191.810 

Dana APBD/Hibah APBD Rp24.847.000 Rp24.847.000 Rp24.847.000 Rp24.847.000 

Dana Amil Rp10.041.256 Rp63.660.876 Rp87.927.737 Rp2.971.181 

Dana Nonhalal/ Jasa Bank Rp2.609.023 Rp2.872.097 Rp997.796 Rp2.452.889 

Jumlah Saldo Dana Rp556.271.813 Rp572.785.890 Rp691.979.301 Rp869.106.369 

Jumlah Kewajiban dan 

Saldo Dana 
Rp570.400.076 Rp572.785.890 Rp691.979.301 Rp869.106.369 

Sumber Data: Laporan Keuangan Auditan BAZNAS Kota Parepare, Tahun 2021–2024. 

Berdasarkan Tabel 4.4, jumlah aset BAZNAS Kota Parepare mengalami 

peningkatan dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024. Pada tahun 2021 

jumlah aset tercatat sebesar Rp570.400.076, kemudian meningkat menjadi 

Rp572.785.890 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 jumlah aset meningkat 

menjadi Rp691.979.301, dan pada tahun 2024 meningkat kembali menjadi 
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Rp869.106.369. Peningkatan jumlah aset tersebut terutama berasal dari 

peningkatan kas dan setara kas yang merupakan komponen aset lancar utama 

pada BAZNAS Kota Parepare. 

Kas dan setara kas BAZNAS Kota Parepare menunjukkan 

kecenderungan meningkat selama periode 2021–2024. Pada tahun 2021 kas dan 

setara kas tercatat sebesar Rp547.138.326, meningkat menjadi Rp558.030.890 

pada tahun 2022. Selanjutnya, pada tahun 2023 kas dan setara kas meningkat 

menjadi Rp680.829.301, dan pada tahun 2024 mencapai Rp860.861.369. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset BAZNAS Kota Parepare 

berada dalam bentuk kas dan setara kas, sehingga dana yang dikelola relatif 

likuid dan dapat digunakan untuk mendukung kegiatan operasional, 

pendistribusian, serta pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah. 

Aset tetap bersih BAZNAS Kota Parepare justru menunjukkan 

penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021 aset tetap bersih tercatat 

sebesar Rp23.261.750, kemudian menurun menjadi Rp14.755.000 pada tahun 

2022. Pada tahun 2023 aset tetap bersih kembali menurun menjadi 

Rp11.150.000, dan pada tahun 2024 menjadi Rp8.245.000. Penurunan tersebut 

menunjukkan adanya penyusutan atas aset tetap yang dimiliki BAZNAS Kota 

Parepare. Hal ini juga menggambarkan bahwa aset BAZNAS Kota Parepare 

lebih dominan berupa kas dan setara kas dibandingkan aset tetap. 

Pada sisi kewajiban, BAZNAS Kota Parepare hanya mencatat biaya 

yang masih harus dibayar pada tahun 2021 sebesar Rp14.128.263. Pada tahun 

2022, 2023, dan 2024 tidak terdapat kewajiban yang disajikan dalam neraca. 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa struktur keuangan BAZNAS Kota 
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Parepare lebih banyak ditopang oleh saldo dana dibandingkan kewajiban. 

Dengan demikian, jumlah kewajiban dan saldo dana pada setiap tahun 

seimbang dengan jumlah aset yang disajikan dalam laporan keuangan. 

Saldo dana BAZNAS Kota Parepare terdiri atas dana zakat, dana infak 

dan sedekah, dana APBD atau hibah APBD, dana amil, serta dana nonhalal atau 

jasa bank. Dana zakat menjadi komponen saldo dana terbesar selama periode 

2021–2024. Pada tahun 2021 dana zakat tercatat sebesar Rp457.134.102, 

kemudian menurun menjadi Rp419.438.267 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 

dana zakat meningkat menjadi Rp500.398.398 dan meningkat cukup besar pada 

tahun 2024 menjadi Rp816.643.488. Peningkatan dana zakat pada tahun 2024 

menunjukkan adanya kenaikan saldo dana zakat yang masih tersedia pada akhir 

periode pelaporan. 

Dana infak dan sedekah mengalami perubahan selama periode 

penelitian. Pada tahun 2021 dana infak dan sedekah tercatat sebesar 

Rp61.847.032, kemudian relatif stabil pada tahun 2022 sebesar Rp61.967.651. 

Pada tahun 2023 jumlahnya meningkat menjadi Rp77.808.370, tetapi pada 

tahun 2024 menurun menjadi Rp22.191.810. Penurunan dana infak dan sedekah 

pada tahun 2024 dapat menunjukkan adanya peningkatan penyaluran dana 

infak dan sedekah atau perubahan saldo akhir dana setelah memperhitungkan 

penerimaan dan penyaluran selama periode berjalan. 

Dana APBD atau hibah APBD menunjukkan nilai yang tetap dari tahun 

2021 sampai dengan 2024, yaitu sebesar Rp24.847.000. Sementara itu, dana 

amil mengalami perubahan yang cukup besar. Dana amil tercatat sebesar 

Rp10.041.256 pada tahun 2021, meningkat menjadi Rp63.660.876 pada tahun 
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2022 dan Rp87.927.737 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 dana amil 

menurun menjadi Rp2.971.181. Perubahan dana amil tersebut menunjukkan 

adanya dinamika antara penerimaan bagian amil dan penggunaan dana amil 

untuk mendukung kegiatan operasional pengelolaan zakat. 

Dana nonhalal atau jasa bank juga mengalami perubahan selama periode 

2021–2024. Pada tahun 2021 dana tersebut tercatat sebesar Rp2.609.023, 

kemudian meningkat menjadi Rp2.872.097 pada tahun 2022. Pada tahun 2023 

nilainya menurun menjadi Rp997.796, dan pada tahun 2024 meningkat kembali 

menjadi Rp2.452.889. Dalam laporan keuangan, dana ini berkaitan dengan 

penerimaan yang berasal dari jasa bank atau sumber lain yang tidak termasuk 

dalam dana zakat, infak, sedekah, APBD, maupun dana amil. 

d. Kondisi Penerapan PSAK 409 Berdasarkan Aspek Pengakuan, 

Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan 

Kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare dapat 

dilihat melalui empat aspek utama, yaitu pengakuan, pengukuran, penyajian, 

dan pengungkapan. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai sejauh 

mana praktik akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh 

BAZNAS Kota Parepare telah mengarah pada standar akuntansi yang berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi laporan keuangan, diketahui 

bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pencatatan dan pelaporan 

keuangan secara teratur, namun penerapan PSAK 409 belum berjalan secara 

penuh.  
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1) Aspek Pengakuan 

Pada aspek pengakuan, BAZNAS Kota Parepare mengakui penerimaan 

zakat, infak, dan sedekah pada saat dana benar-benar diterima oleh 

lembaga, baik melalui kas tunai maupun transfer bank. Dana yang baru 

berupa janji atau rencana pemberian dari muzaki belum langsung dicatat 

sebagai penerimaan sebelum terdapat bukti masuknya dana. Hal ini 

menunjukkan bahwa pengakuan penerimaan didasarkan pada bukti 

transaksi yang dapat diverifikasi. Informan menjelaskan:  

Nanti kalau sudah ada bukti masuknya dana, misalnya bukti transfer 
atau dana tunai sudah diterima BAZNAS, baru kita catat sebagai 
penerimaan.84 

Selain itu, penyaluran dana kepada mustahik diakui ketika bantuan telah 

disalurkan dan didukung oleh bukti seperti kuitansi, tanda terima, berita 

acara, dan dokumentasi penyaluran. 

2) Aspek Pengukuran 

Pada aspek pengukuran, transaksi zakat, infak, dan sedekah diukur 

berdasarkan jumlah nominal dana yang diterima dan disalurkan. 

Penerimaan melalui kas atau transfer dicatat sesuai jumlah yang masuk, 

sedangkan pengeluaran dicatat berdasarkan jumlah yang dikeluarkan 

sesuai bukti transaksi. Dalam laporan keuangan, aset tetap juga 

disajikan berdasarkan nilai buku setelah memperhitungkan penyusutan. 

Namun, pengukuran yang berkaitan dengan aset kelolaan produktif 

belum diterapkan karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki aset 

kelolaan produktif seperti usaha, lahan produktif, atau aset yang dikelola 

 
84 Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor 

BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026. 
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untuk menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan bagi 

mustahik. Oleh karena itu, aspek pengukuran yang berkaitan langsung 

dengan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409 belum dapat 

diterapkan secara nyata. 

3) Aspek Penyajian 

Pada aspek penyajian, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan 

keuangan yang terdiri atas neraca, laporan perubahan dana zakat, 

laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan perubahan dana 

APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana amil, laporan 

perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan 

catatan atas laporan keuangan. Penyajian laporan tersebut menunjukkan 

bahwa BAZNAS Kota Parepare telah melakukan pemisahan dana 

berdasarkan sumber dan peruntukannya. Dana zakat, dana infak dan 

sedekah, dana amil, dana APBD, serta dana jasa bank tidak disajikan 

secara bercampur, melainkan dipisahkan dalam laporan masing-masing. 

Meskipun demikian, struktur laporan yang digunakan masih 

menunjukkan pola pelaporan berdasarkan PSAK 109 dan belum 

sepenuhnya menggunakan format PSAK 409. 

4) Aspek Pengungkapan 

Pada aspek pengungkapan, BAZNAS Kota Parepare telah menyajikan 

catatan atas laporan keuangan yang memuat informasi umum lembaga, 

dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, serta 

penjelasan atas akun-akun tertentu. Pengungkapan tersebut membantu 

pembaca laporan memahami sumber dana, jenis dana, dan posisi 
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keuangan BAZNAS Kota Parepare. Akan tetapi, pengungkapan yang 

berkaitan dengan PSAK 409 belum sepenuhnya terlihat, khususnya 

mengenai aset kelolaan produktif. Hal tersebut disebabkan oleh belum 

adanya aset kelolaan produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota 

Parepare, sehingga informasi mengenai pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan aset kelolaan produktif belum dapat 

disajikan secara khusus. 

Kondisi penerapan PSAK 409 berdasarkan aspek pengakuan, pengukuran, 

penyajian, dan pengungkapan dapat dilihat pada Tabel 4.5 berikut. 

Tabel 4.5 Kondisi Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare 

Aspek 
Praktik pada BAZNAS Kota 

Parepare 

Kondisi 

Penerapan 

PSAK 409 

Keterangan 

Pengakuan Penerimaan zakat, infak, dan 

sedekah dicatat ketika dana telah 

diterima secara tunai atau melalui 

transfer bank dan didukung bukti 

transaksi. Penyaluran dicatat ketika 

bantuan telah diberikan kepada 

mustahik dan didukung dokumen 

penyaluran. 

Sebagian 

telah 

diterapkan 

Praktik pengakuan sudah 

berbasis bukti transaksi, 

tetapi masih menggunakan 

pola pencatatan PSAK 109 

dan belum sepenuhnya 

diarahkan pada PSAK 409. 

Pengukuran Penerimaan dan penyaluran dana 

diukur berdasarkan nilai nominal 

kas yang diterima atau dikeluarkan. 

Aset tetap dicatat berdasarkan nilai 

buku setelah penyusutan. 

Sebagian 

telah 

diterapkan 

Pengukuran transaksi kas 

telah berjalan, tetapi 

pengukuran aset kelolaan 

produktif belum diterapkan 

karena BAZNAS Kota 

Parepare belum memiliki 

aset kelolaan produktif. 

Penyajian Laporan keuangan disajikan dalam 

bentuk neraca, laporan perubahan 

dana zakat, laporan perubahan 

dana infak dan sedekah, laporan 

perubahan dana APBD, laporan 

perubahan dana amil, laporan 
perubahan dana jasa bank atau 

dana nonhalal, laporan arus kas, 

dan catatan atas laporan keuangan. 

Belum 

sepenuhnya 

diterapkan 

Penyajian laporan sudah 

terpisah berdasarkan jenis 

dana, tetapi struktur laporan 

masih menunjukkan pola 

PSAK 109 dan belum 

sepenuhnya menggunakan 
penyajian PSAK 409. 
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Aspek 
Praktik pada BAZNAS Kota 

Parepare 

Kondisi 

Penerapan 

PSAK 409 

Keterangan 

Pengungkapan Catatan atas laporan keuangan 

memuat informasi umum, dasar 

penyusunan laporan, kebijakan 

akuntansi, dan penjelasan akun-

akun tertentu. 

Belum 

sepenuhnya 

diterapkan 

Pengungkapan umum telah 

dilakukan, tetapi 

pengungkapan khusus 

terkait PSAK 409, terutama 

aset kelolaan produktif, 

belum disajikan karena 

belum terdapat aset kelolaan 

produktif. 

Sumber Data: Diolah Peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan Tabel 4.5, dapat disimpulkan bahwa penerapan PSAK 409 

pada BAZNAS Kota Parepare belum berjalan secara penuh. Pada aspek 

pengakuan dan pengukuran, BAZNAS Kota Parepare telah melakukan 

pencatatan berdasarkan bukti transaksi dan nilai nominal dana yang diterima 

atau disalurkan. Hal ini menunjukkan adanya praktik pencatatan yang tertib dan 

dapat ditelusuri. Namun, pada aspek pengukuran yang berkaitan dengan aset 

kelolaan produktif, penerapannya belum dapat dilakukan karena BAZNAS 

Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif. 

Pada aspek penyajian dan pengungkapan, BAZNAS Kota Parepare telah 

menyusun laporan keuangan secara teratur dan memisahkan dana berdasarkan 

jenisnya. Pemisahan dana tersebut penting karena zakat, infak, sedekah, dana 

amil, dana APBD, dan dana jasa bank memiliki sumber serta tujuan penggunaan 

yang berbeda. Akan tetapi, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan 

tersebut masih menunjukkan pola PSAK 109. Dengan demikian, kondisi 

penerapan PSAK 409 di BAZNAS Kota Parepare dapat dikatakan masih berada 

pada tahap penyesuaian, bukan penerapan penuh. Faktor utama yang 

memengaruhi kondisi tersebut adalah belum adanya aset kelolaan produktif, 

keterbatasan pemahaman mengenai perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409. 
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e. Perbandingan Praktik Pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan 

PSAK 409 

Perbandingan praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan PSAK 

409 dilakukan untuk melihat sejauh mana laporan keuangan yang disusun telah 

mengarah pada standar akuntansi zakat, infak, dan sedekah yang berlaku. 

Perbandingan ini tidak hanya dilihat dari penggunaan nama standar, tetapi juga 

dari praktik pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, pemisahan 

dana, serta keberadaan aset kelolaan produktif. Hal ini penting karena hasil 

penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah menyusun 

laporan keuangan secara teratur, namun praktik pelaporannya masih lebih dekat 

dengan PSAK 109 dan belum sepenuhnya menggunakan PSAK 409. 

Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS Kota Parepare belum 

menerapkan PSAK 409 secara penuh karena masih berada dalam tahap 

penyesuaian. Salah satu penyebab utama adalah belum adanya aset kelolaan 

produktif yang dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare. Aset kelolaan produktif 

dalam konteks ini dipahami sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS dan 

menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, misalnya lahan atau 

usaha yang hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk kemudian 

disalurkan kepada mustahik. Karena BAZNAS Kota Parepare belum memiliki 

aset kelolaan produktif, maka praktik pelaporan yang digunakan masih 

dianggap lebih sesuai dengan PSAK 109. 

Selain itu, dokumen laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare tahun 

2021–2024 menunjukkan bahwa lembaga telah menyajikan beberapa 

komponen laporan keuangan secara konsisten, seperti neraca, laporan 
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perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak dan sedekah, laporan 

perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana amil, laporan 

perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas 

laporan keuangan. Penyajian tersebut menunjukkan adanya praktik pelaporan 

dan pemisahan dana yang berjalan. Namun, dari sisi standar yang digunakan, 

laporan tersebut masih menunjukkan pola pelaporan berdasarkan PSAK 109. 

Adapun perbandingan praktik pelaporan BAZNAS Kota Parepare dengan 

PSAK 409 dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.6 Perbandingan Praktik Pelaporan BAZNAS Kota Parepare  

dengan PSAK 409 

Aspek yang 

Dibandingkan 

Arah/Ketentuan PSAK 

409 

Praktik 

Pelaporan  
Kesesuaian Keterangan 

Standar akuntansi 

yang digunakan 

Laporan keuangan entitas 

pengelola zakat diarahkan 

untuk menggunakan 

PSAK 409 sebagai standar 

akuntansi zakat, infak, dan 

sedekah. 

BAZNAS Kota 

Parepare belum 

menerapkan PSAK 

409 secara penuh 

dan masih 

menggunakan pola 

pelaporan PSAK 

109. 

Belum sesuai 

sepenuhnya 

BAZNAS Kota Parepare 

masih berada pada tahap 

penyesuaian karena 

keterbatasan pemahaman 

dan belum adanya aset 

kelolaan produktif. 

Pengakuan 

penerimaan ZIS 

Penerimaan zakat, infak, 

dan sedekah diakui ketika 

memenuhi dasar 

pengakuan sesuai standar 

dan dapat didukung bukti 

yang memadai. 

Penerimaan zakat, 

infak, dan sedekah 

dicatat ketika dana 

telah diterima 

secara tunai atau 

melalui transfer 

bank dan didukung 

bukti transaksi. 

Sebagian 

sesuai 

Praktik pengakuan berbasis 

bukti transaksi telah 

berjalan, tetapi masih berada 

dalam pola pencatatan 

PSAK 109. 

Pengakuan 

penyaluran ZIS 

Penyaluran dana zakat, 

infak, dan sedekah diakui 

ketika dana telah 

disalurkan kepada pihak 

yang berhak dan didukung 

dokumen 

pertanggungjawaban. 

Penyaluran dana 

dicatat ketika 

bantuan telah 

diberikan kepada 

mustahik dan 

didukung kuitansi, 

tanda terima, berita 

acara, atau 

dokumentasi 

penyaluran. 

Sebagian 

sesuai 

Praktik pencatatan 

penyaluran telah didukung 

dokumen, sehingga dapat 

ditelusuri dan 

dipertanggungjawabkan. 
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Aspek yang 

Dibandingkan 

Arah/Ketentuan PSAK 

409 

Praktik 

Pelaporan  
Kesesuaian Keterangan 

Pengukuran 

transaksi ZIS 

Transaksi zakat, infak, 

dan sedekah diukur 

berdasarkan nilai yang 

dapat ditentukan secara 

andal sesuai jenis 

transaksi. 

Penerimaan dan 

penyaluran dana 

diukur berdasarkan 

nilai nominal kas 

yang diterima atau 

dikeluarkan. 

Sebagian 

sesuai 

Pengukuran transaksi kas 

telah dilakukan, tetapi 

pengukuran yang berkaitan 

dengan aset kelolaan 

produktif belum diterapkan. 

Pemisahan dana Dana zakat, infak, 

sedekah, dana amil, dan 

dana lainnya perlu 

disajikan secara terpisah 

sesuai sumber dan 

peruntukannya. 

BAZNAS Kota 

Parepare 

menyajikan dana 

zakat, dana infak 

dan sedekah, dana 

APBD atau hibah 

APBD, dana amil, 

serta dana jasa bank 

atau dana nonhalal 

secara terpisah. 

Sebagian 

sesuai 

Pemisahan dana telah 

dilakukan dalam laporan 

keuangan, sehingga 

mendukung akuntabilitas 

pengelolaan dana. 

Penyajian 

laporan keuangan 

Laporan keuangan perlu 

menyajikan informasi 

yang relevan mengenai 

posisi keuangan, 

perubahan dana, arus kas, 

dan informasi lain yang 

diperlukan pengguna 

laporan. 

Laporan keuangan 

BAZNAS Kota 

Parepare terdiri atas 

neraca, laporan 

perubahan dana, 

laporan arus kas, 

dan catatan atas 

laporan keuangan. 

Sebagian 

sesuai 

Komponen laporan telah 

tersedia, tetapi struktur 

penyajiannya masih 

menunjukkan pola PSAK 

109. 

Pengungkapan 

dalam catatan 

atas laporan 

keuangan 

Catatan atas laporan 

keuangan perlu 

mengungkapkan informasi 

yang memadai mengenai 

kebijakan akuntansi, 

rincian akun, dan 

informasi penting lain 

yang berkaitan dengan 

dana ZIS. 

BAZNAS Kota 

Parepare 

menyajikan catatan 

atas laporan 

keuangan yang 

memuat informasi 

umum, kebijakan 

akuntansi, dasar 

penyusunan 

laporan, dan rincian 

akun tertentu. 

Sebagian 

sesuai 

Pengungkapan umum telah 

dilakukan, tetapi 

pengungkapan khusus 

terkait PSAK 409 belum 

sepenuhnya terlihat. 

Aset kelolaan 

produktif 

PSAK 409 memberikan 

perhatian terhadap 

pengelolaan dan 

pelaporan aset kelolaan 

produktif pada entitas 

pengelola zakat. 

BAZNAS Kota 

Parepare belum 

memiliki aset 

kelolaan produktif 

seperti lahan, 

usaha, atau aset 

yang dikelola untuk 

menghasilkan 

manfaat ekonomi 

berkelanjutan bagi 

mustahik. 

Belum 

diterapkan 

Aspek ini menjadi alasan 

utama PSAK 409 belum 

diterapkan secara penuh 

pada BAZNAS Kota 

Parepare. 
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Aspek yang 

Dibandingkan 

Arah/Ketentuan PSAK 

409 

Praktik 

Pelaporan  
Kesesuaian Keterangan 

Sistem 

pencatatan dan 

pelaporan 

Penerapan standar 

akuntansi membutuhkan 

sistem pencatatan yang 

tertib, konsisten, dan 

dapat mendukung 

penyusunan laporan 

keuangan. 

Pencatatan 

dilakukan melalui 

dokumen manual 

dan sistem digital, 

termasuk SiMBA, 

tetapi penggunaan 

SiMBA belum 

sepenuhnya 

optimal. 

Perlu 

penguatan 

Keterbatasan sumber daya 

manusia dan belum 

optimalnya sistem menjadi 

kendala dalam penyesuaian 

menuju PSAK 409. 

Akuntabilitas 

pelaporan 

Laporan keuangan perlu 

mendukung transparansi 

dan pertanggungjawaban 

pengelolaan dana kepada 

muzaki, mustahik, 

pemerintah, auditor, dan 

masyarakat. 

BAZNAS Kota 

Parepare menyusun 

laporan keuangan 

auditan dan 

menggunakan 

dokumen 

pendukung seperti 

bukti transfer, 

kuitansi, rekening 

koran, tanda terima, 

berita acara, dan 

dokumentasi 

penyaluran. 

Sebagian 

sesuai 

Praktik akuntabilitas telah 

berjalan melalui dokumen 

dan audit, tetapi kualitas 

pelaporan masih perlu 

diperkuat agar lebih sesuai 

dengan PSAK 409. 

Sumber Data: Diolah peneliti, Tahun 2026. 

Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa praktik pelaporan 

keuangan BAZNAS Kota Parepare telah memiliki beberapa unsur yang 

mendukung akuntabilitas, seperti pencatatan penerimaan dan penyaluran 

berdasarkan bukti transaksi, pemisahan dana berdasarkan jenisnya, penyusunan 

laporan keuangan, catatan atas laporan keuangan, serta pemeriksaan oleh 

auditor. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare 

telah memiliki sistem pelaporan yang berjalan dan dapat digunakan sebagai 

dasar pertanggungjawaban pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. 

Namun, apabila dibandingkan dengan PSAK 409, penerapan standar 

tersebut belum berjalan secara penuh. BAZNAS Kota Parepare masih 

menggunakan pola PSAK 109 karena belum memiliki aset kelolaan produktif 

dan belum sepenuhnya siap dalam melakukan penyesuaian pelaporan sesuai 

PSAK 409. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan belum 
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optimalnya penggunaan sistem pencatatan juga menjadi faktor yang 

memengaruhi kesiapan lembaga. Dengan demikian, praktik pelaporan 

BAZNAS Kota Parepare dapat dikatakan telah mendukung akuntabilitas 

pengelolaan keuangan, tetapi masih memerlukan penyesuaian lebih lanjut agar 

penerapan PSAK 409 dapat berjalan secara lebih optimal. 

3. Faktor-Faktor yang Menyebabkan PSAK 409 Belum Diterapkan Secara 

Penuh pada BAZNAS Kota Parepare 

a. Belum Adanya Aset Kelolaan Produktif 

Salah satu faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum 

diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota Parepare adalah belum adanya 

aset kelolaan produktif. Aset kelolaan produktif dipahami sebagai aset yang 

dikelola BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan, 

seperti lahan, usaha, atau unit produktif yang hasilnya digunakan untuk 

mendukung program bagi mustahik. Berdasarkan hasil wawancara, BAZNAS 

Kota Parepare belum memiliki aset kelolaan produktif karena kegiatan lembaga 

masih berfokus pada penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infak, dan 

sedekah. Oleh karena itu, aspek pelaporan yang berkaitan dengan aset kelolaan 

produktif dalam PSAK 409 belum dapat diterapkan secara penuh. 

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi faktor yang 

menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota 

Parepare. Penerapan standar akuntansi membutuhkan SDM yang memahami 

akuntansi zakat, infak, dan sedekah, termasuk perbedaan PSAK 109 dan PSAK 

409. Berdasarkan hasil penelitian, keterbatasan tenaga menyebabkan proses 
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pencatatan, penginputan data, dan penyesuaian laporan keuangan belum 

berjalan secara optimal. Oleh karena itu, kesiapan SDM menjadi salah satu 

aspek penting yang perlu diperkuat agar penerapan PSAK 409 dapat 

dilaksanakan secara lebih baik. 

c. Pencatatan Manual dan Penggunaan SiMBA yang Belum Optimal 

Pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang belum optimal juga 

menjadi faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh 

pada BAZNAS Kota Parepare. Meskipun BAZNAS telah menggunakan 

SiMBA sebagai sistem informasi pengelolaan zakat, proses pencatatan dan 

penyusunan laporan masih banyak didukung oleh dokumen manual. Kondisi ini 

terjadi karena keterbatasan sumber daya manusia dan proses penginputan data 

yang belum sepenuhnya berjalan secara konsisten. Akibatnya, penyesuaian 

pelaporan keuangan menuju PSAK 409 belum dapat dilakukan secara 

maksimal. 

d. Rendahnya Penghimpunan ZIS melalui BAZNAS 

Rendahnya penghimpunan zakat, infak, dan sedekah melalui BAZNAS 

juga menjadi faktor yang memengaruhi belum diterapkannya PSAK 409 secara 

penuh pada BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian 

masyarakat masih menyalurkan zakat secara langsung kepada ustaz, guru 

mengaji, atau pihak tertentu yang dipercaya, sehingga dana tersebut tidak 

tercatat sebagai penghimpunan resmi BAZNAS. Kondisi ini menyebabkan 

jumlah dana ZIS yang masuk melalui BAZNAS belum maksimal dan 

berdampak pada keterbatasan dana operasional, penguatan SDM, serta 

pengembangan sistem pelaporan.  
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e. UPZ yang Belum Seluruhnya Terdaftar atau Terintegrasi 

UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi juga menjadi 

faktor yang memengaruhi belum optimalnya penerapan PSAK 409 pada 

BAZNAS Kota Parepare. Unit Pengumpul Zakat memiliki peran penting dalam 

membantu penghimpunan zakat, infak, dan sedekah, terutama pada instansi, 

masjid, atau lingkungan masyarakat tertentu. Namun, apabila data UPZ belum 

seluruhnya terdaftar dan terintegrasi dalam sistem BAZNAS, maka proses 

pencatatan penghimpunan, pelaporan, dan pengendalian dana ZIS belum dapat 

dilakukan secara maksimal. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya 

kelengkapan data keuangan dan menjadi salah satu hambatan dalam 

penyesuaian pelaporan keuangan menuju PSAK 409. 

Tabel 4.7 Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh 

pada BAZNAS Kota Parepare 

No. Faktor Penyebab Temuan Penelitian 
Dampak terhadap 

Penerapan PSAK 409 

1 Belum adanya 

aset kelolaan 

produktif 

BAZNAS Kota Parepare 

belum memiliki aset 

kelolaan produktif seperti 

lahan, usaha, atau unit 

produktif yang 

menghasilkan manfaat 

ekonomi secara 

berkelanjutan. 

Aspek pelaporan yang 

berkaitan dengan aset 

kelolaan produktif dalam 

PSAK 409 belum dapat 

diterapkan secara penuh. 

2 Keterbatasan 

sumber daya 

manusia 

SDM yang tersedia masih 

terbatas, baik dari segi 

jumlah maupun 

pemahaman teknis 

mengenai perbedaan 

PSAK 109 dan PSAK 

409. 

Proses penyesuaian standar 

akuntansi, pencatatan, dan 

penyusunan laporan 

keuangan belum berjalan 

secara optimal. 
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No. Faktor Penyebab Temuan Penelitian 
Dampak terhadap 

Penerapan PSAK 409 

3 Pencatatan manual 

dan penggunaan 

SiMBA yang 

belum optimal 

BAZNAS Kota Parepare 

telah menggunakan 

SiMBA, tetapi pencatatan 

dan penyusunan laporan 

masih banyak didukung 

oleh dokumen manual. 

Penginputan data dan 

integrasi pelaporan belum 

maksimal sehingga 

penyesuaian menuju PSAK 

409 belum dapat dilakukan 

secara penuh. 

4 Rendahnya 

penghimpunan 

ZIS melalui 

BAZNAS 

Sebagian masyarakat 

masih menyalurkan zakat, 

infak, dan sedekah secara 

langsung kepada ustaz, 

guru mengaji, atau pihak 

tertentu yang dipercaya. 

Dana ZIS yang tercatat 

melalui BAZNAS belum 

maksimal sehingga 

berdampak pada 

keterbatasan dana 

operasional, penguatan 

SDM, dan pengembangan 

sistem pelaporan. 

5 UPZ belum 

seluruhnya 

terdaftar atau 

terintegrasi 

Beberapa Unit 

Pengumpul Zakat belum 

sepenuhnya terdaftar atau 

terintegrasi dalam sistem 

BAZNAS. 

Data penghimpunan, 

pencatatan, dan pelaporan 

ZIS belum sepenuhnya 

lengkap, sehingga 

menghambat kesiapan 

pelaporan berbasis PSAK 

409. 

Sumber Data: Hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, diolah peneliti, Tahun 2026. 

4. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

a. Praktik Pencatatan Penerimaan dan Penyaluran Dana ZIS 

Praktik pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan 

sedekah pada BAZNAS Kota Parepare dilakukan sebagai bagian dari 

pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat. Berdasarkan hasil 

wawancara, penerimaan dana ZIS dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu 

pembayaran langsung ke kantor BAZNAS, pembayaran secara tunai atau 

QRIS, layanan penjemputan zakat, serta transfer melalui rekening bank yang 

dimiliki BAZNAS Kota Parepare. Setiap penerimaan dicatat ketika dana telah 
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benar-benar diterima dan didukung oleh bukti transaksi, seperti kuitansi, bukti 

transfer, bukti setor, atau rekening koran. Praktik ini menunjukkan bahwa 

pencatatan penerimaan dana tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi 

berdasarkan bukti yang dapat ditelusuri. 

Pada sisi penyaluran, BAZNAS Kota Parepare menyalurkan dana ZIS 

melalui beberapa program, seperti bantuan pendidikan, paket Ramadan, 

penanganan stunting, bantuan kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan bantuan 

sosial lainnya. Proses penyaluran dilakukan melalui tahapan administrasi, mulai 

dari permohonan mustahik, kelengkapan dokumen sesuai SOP, verifikasi 

kelayakan penerima, koordinasi dengan pihak terkait, persetujuan pimpinan, 

pencairan dana oleh bendahara, hingga penyaluran bantuan oleh bidang 

pendistribusian. Penyaluran dana zakat juga tetap mengacu pada ketentuan 

delapan asnaf sebagai pihak yang berhak menerima zakat. Setelah bantuan 

disalurkan, dokumen seperti kuitansi, tanda terima, berita acara, dan 

dokumentasi digunakan sebagai bukti penyaluran. 

Dalam praktik pencatatannya, BAZNAS Kota Parepare masih 

menggunakan pencatatan manual yang kemudian didukung dengan 

penginputan data ke aplikasi SiMBA. Pencatatan manual digunakan sebagai 

dasar awal karena dokumen fisik seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, 

tanda terima, berita acara, dan dokumentasi lebih mudah ditelusuri pada saat 

proses pemeriksaan atau audit. Sementara itu, SiMBA digunakan untuk 

membantu pengelolaan data penerimaan, penyaluran, pendataan muzaki, 

pendataan mustahik, serta penyusunan laporan pengelolaan zakat. Dengan 

adanya bukti transaksi, pencatatan manual, dan dukungan SiMBA, praktik 
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pencatatan penerimaan dan penyaluran dana ZIS pada BAZNAS Kota Parepare 

dapat mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan, meskipun 

penggunaannya masih perlu dioptimalkan. 

b. Pemisahan Dana Zakat, Infak/Sedekah, Dana Amil, Dana Terikat, dan 

Dana Tidak Terikat 

Pemisahan dana merupakan bagian penting dalam praktik pelaporan 

keuangan BAZNAS Kota Parepare karena setiap dana memiliki sumber, tujuan 

penggunaan, dan bentuk pertanggungjawaban yang berbeda. Berdasarkan 

laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare, dana yang dikelola dipisahkan ke 

dalam beberapa kelompok, yaitu dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, 

dana APBD atau hibah APBD, serta dana jasa bank atau dana nonhalal. 

Pemisahan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare tidak 

mencampurkan seluruh dana dalam satu kelompok umum, melainkan 

menyajikannya berdasarkan jenis dan peruntukan dana. 

Dana zakat dipisahkan karena penggunaannya harus mengacu pada 

ketentuan penerima zakat, yaitu mustahik yang termasuk dalam golongan yang 

berhak menerima zakat. Dana infak dan sedekah dipisahkan karena 

penggunaannya dapat bersifat lebih luas, baik untuk program sosial, bantuan 

masyarakat, maupun kegiatan lain yang sesuai dengan tujuan pemberi dana. 

Dana amil dipisahkan karena digunakan untuk mendukung kegiatan 

operasional pengelolaan zakat, sedangkan dana APBD atau hibah APBD 

dipisahkan karena bersumber dari dukungan pemerintah daerah. Selain itu, 

dana jasa bank atau dana nonhalal juga dipisahkan agar penggunaannya tidak 

tercampur dengan dana zakat, infak, sedekah, maupun dana amil. 
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Tabel 4.8 Pemisahan Dana dalam Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare 

Jenis Dana 
Bentuk Pemisahan 

dalam Pelaporan 

Tujuan 

Penggunaan 

Hubungan dengan 

Akuntabilitas 

Dana Zakat Disajikan secara 

terpisah dalam laporan 

perubahan dana zakat 

dan saldo dana zakat 

pada neraca. 

Digunakan untuk 

disalurkan kepada 

mustahik sesuai 

ketentuan 

penerima zakat. 

Memastikan dana zakat 

tidak tercampur dengan dana 

lain dan penggunaannya 

dapat 

dipertanggungjawabkan 

sesuai ketentuan syariah. 

Dana 

Infak/Sedekah 

Disajikan secara 

terpisah dalam laporan 

perubahan dana infak 

dan sedekah serta 

saldo dana 

infak/sedekah pada 

neraca. 

Digunakan untuk 

program sosial, 

bantuan 

masyarakat, dan 

kegiatan lain yang 

sesuai dengan 

tujuan infak dan 

sedekah. 

Memudahkan penelusuran 

penerimaan dan penyaluran 

dana infak/sedekah 

berdasarkan sumber dan 

peruntukannya. 

Dana Amil Disajikan secara 

terpisah dalam laporan 

perubahan dana amil 

dan saldo dana amil 

pada neraca. 

Digunakan untuk 

mendukung 

kegiatan 

operasional 

pengelolaan zakat, 

infak, dan sedekah. 

Menunjukkan batas 

pemanfaatan dana 

operasional lembaga agar 

tidak bercampur dengan 

dana yang diperuntukkan 

bagi mustahik. 

Dana 

APBD/Hibah 

APBD 

Disajikan secara 

terpisah dalam laporan 

perubahan dana APBD 

atau hibah APBD dan 

saldo dana APBD pada 

neraca. 

Digunakan sesuai 

tujuan pemberian 

bantuan atau 

dukungan dari 

pemerintah daerah. 

Memudahkan 

pertanggungjawaban dana 

yang bersumber dari 

pemerintah daerah. 

Dana Jasa 

Bank/Dana 

Nonhalal 

Disajikan secara 

terpisah dalam laporan 

perubahan dana jasa 

bank atau dana 

nonhalal. 

Digunakan sesuai 

kebijakan lembaga 

dan tidak dicampur 

dengan dana zakat, 

infak, sedekah, 

maupun dana amil. 

Menjaga kejelasan sumber 

dana dan mencegah 

pencampuran dana yang 

memiliki karakter berbeda. 

Dana Terikat Tercermin pada dana 

yang penggunaannya 

telah ditentukan, 

seperti dana zakat, 

hibah APBD, atau 

infak/sedekah untuk 

program tertentu. 

Digunakan sesuai 

ketentuan syariah, 

ketentuan pemberi 

dana, atau tujuan 

program tertentu. 

Menjamin bahwa dana 

digunakan sesuai amanah 

dan tujuan yang telah 

ditentukan. 

Sumber Data: Diolah peneliti, Tahun 2026. 
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Berdasarkan Tabel 4.8, dapat diketahui bahwa BAZNAS Kota Parepare 

telah melakukan pemisahan dana dalam pelaporan keuangan. Pemisahan 

tersebut terlihat dari penyajian dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana 

APBD atau hibah APBD, serta dana jasa bank atau dana nonhalal dalam 

kelompok yang berbeda. Pemisahan ini penting karena setiap dana memiliki 

karakteristik dan tujuan penggunaan yang tidak sama. Dengan adanya 

pemisahan dana, proses pencatatan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 

keuangan BAZNAS Kota Parepare menjadi lebih jelas serta dapat mendukung 

akuntabilitas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. 

c. Penggunaan Bukti Transaksi dan Dokumen Pendukung 

Penggunaan bukti transaksi dan dokumen pendukung menjadi bagian 

penting dalam praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare karena 

setiap penerimaan dan penyaluran dana ZIS harus dapat ditelusuri 

kebenarannya. Berdasarkan hasil wawancara, bukti penerimaan dana biasanya 

berupa kuitansi, bukti transfer, bukti setor, dan rekening koran, sedangkan bukti 

penyaluran dana berupa kuitansi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi 

penyaluran kepada mustahik. Dokumen-dokumen tersebut digunakan sebagai 

dasar pencatatan dan sebagai bukti pertanggungjawaban apabila dilakukan 

pemeriksaan atau audit. Dengan adanya bukti transaksi dan dokumen 

pendukung, BAZNAS Kota Parepare dapat menunjukkan bahwa dana yang 

diterima dan disalurkan telah dicatat berdasarkan bukti yang jelas, bukan 

berdasarkan perkiraan semata. 
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d. Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Auditor 

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor merupakan salah satu 

bentuk penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah pada BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil penelitian, laporan 

keuangan yang telah disusun diperiksa melalui audit syariah dan audit oleh 

akuntan publik dengan cara mencocokkan laporan keuangan, rekening, bukti 

transaksi, dan dokumen penyaluran kepada mustahik. Pemeriksaan ini 

bertujuan untuk memastikan bahwa pencatatan penerimaan, penggunaan, dan 

penyaluran dana telah sesuai dengan dokumen pendukung yang tersedia. 

Dengan adanya pemeriksaan oleh auditor, laporan keuangan BAZNAS Kota 

Parepare memiliki dasar pertanggungjawaban yang lebih kuat kepada muzaki, 

mustahik, pemerintah, dan masyarakat. 

e. Bentuk Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Bentuk akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota Parepare 

terlihat dari adanya pencatatan dana secara terpisah, penggunaan bukti 

transaksi, penyusunan laporan keuangan, serta pemeriksaan laporan oleh 

auditor. Akuntabilitas keuangan dilakukan dengan memisahkan dana zakat, 

infak/sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat agar sumber serta 

penggunaan dana dapat diketahui dengan jelas. Akuntabilitas juga terlihat dari 

proses penyaluran dana kepada mustahik yang didukung oleh verifikasi, 

kelengkapan administrasi, tanda terima, berita acara, dan dokumentasi. Dengan 

praktik tersebut, BAZNAS Kota Parepare berupaya mempertanggungjawabkan 

pengelolaan dana ZIS kepada muzaki, mustahik, pemerintah, auditor, dan 

masyarakat. 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS 

Kota Parepare belum berjalan secara penuh. Dalam praktik pelaporan keuangan, 

BAZNAS Kota Parepare masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan 

PSAK 109. Kondisi ini terlihat dari struktur laporan keuangan yang masih menyajikan 

neraca, laporan perubahan dana zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan 

perubahan dana amil, laporan perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan 

perubahan dana jasa bank atau dana nonhalal, laporan arus kas, dan catatan atas laporan 

keuangan. Penyajian tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah 

memiliki sistem pelaporan keuangan yang berjalan, tetapi belum sepenuhnya 

menyesuaikan diri dengan arah penerapan PSAK 409. 

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraini dkk, yang menunjukkan bahwa 

penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kabupaten Tangerang belum sepenuhnya sesuai 

dengan aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan.85 Penelitian 

tersebut juga menunjukkan bahwa strategi penerapan PSAK 409 membutuhkan 

pemanfaatan sistem akuntansi, penguatan struktur kelembagaan, peningkatan kualitas 

sumber daya manusia, dan kerja sama dengan auditor eksternal.86 Kesamaan tersebut 

menunjukkan bahwa persoalan penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah tidak 

hanya berkaitan dengan perubahan standar akuntansi, tetapi juga berkaitan dengan 

kesiapan lembaga dalam memahami dan menerapkan standar tersebut ke dalam praktik 

pelaporan keuangan. 

 
85 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
86 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS Kota Parepare, diketahui 

bahwa pada saat rencana penerapan PSAK 409 mulai diberlakukan, BAZNAS Kota 

Parepare belum sepenuhnya memahami perbedaan antara aset kelolaan dalam PSAK 

109 dan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409. Informan bagian keuangan 

menjelaskan bahwa pada awalnya pihak BAZNAS mengira aset kelolaan dalam PSAK 

409 sama dengan aset kelolaan pada umumnya, tetapi setelah dilakukan pembahasan 

diketahui bahwa aset kelolaan produktif merupakan aset yang dikelola oleh BAZNAS 

dan hasil pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk memberikan manfaat 

kepada mustahik. 

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa penerapan PSAK 409 dalam penelitian 

ini tidak dapat dipahami hanya sebagai penggunaan nama standar dalam laporan 

keuangan. Penerapan PSAK 409 perlu dilihat sebagai proses penyesuaian antara 

ketentuan standar akuntansi dengan kondisi faktual lembaga. BAZNAS Kota Parepare 

telah melakukan pencatatan penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah 

berdasarkan bukti transaksi, mengukur transaksi berdasarkan nilai nominal kas yang 

diterima atau disalurkan, serta menyajikan dana secara terpisah berdasarkan jenis dan 

peruntukannya. Namun, pada aspek tertentu, terutama yang berkaitan dengan aset 

kelolaan produktif, penerapan PSAK 409 belum dapat dilaksanakan karena BAZNAS 

Kota Parepare belum memiliki aset yang dikelola secara produktif dan menghasilkan 

manfaat ekonomi secara berkelanjutan. 

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Parepare 

memahami aset kelolaan produktif sebagai aset yang dikelola oleh BAZNAS dalam 

bentuk usaha atau lahan produktif yang dapat menghasilkan manfaat ekonomi untuk 

mendukung penyaluran kepada mustahik. Informan memberikan contoh bahwa apabila 
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terdapat muzakki yang memberikan aset berupa lahan, kemudian lahan tersebut 

dikelola oleh BAZNAS menjadi usaha seperti BAZNAS Mart dan hasil 

pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS, maka aset tersebut dapat dikategorikan 

sebagai aset kelolaan produktif. Namun, sampai saat ini BAZNAS Kota Parepare 

belum memiliki aset kelolaan produktif seperti usaha, lahan, atau unit produktif yang 

menghasilkan pendapatan berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kota 

Parepare masih menganggap PSAK 109 lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan 

keuangan yang sedang berjalan. 

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Meilani dan Tripalupi pada 

BAZNAS Kabupaten Garut yang menemukan bahwa sebagian ketentuan PSAK 409 

telah diterapkan, terutama dalam pemisahan dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil, 

serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan perubahan dana.87 Namun, 

penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 belum optimal 

karena masih terdapat kendala pada sumber daya manusia dan sistem informasi yang 

belum memadai.88 Jika dibandingkan dengan BAZNAS Kota Parepare, kondisi yang 

ditemukan memiliki pola yang relatif sama, yaitu adanya praktik pemisahan dana dan 

penyusunan laporan keuangan, tetapi penerapan PSAK 409 belum berjalan penuh 

karena masih terdapat kendala kelembagaan dan teknis. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Khairani dkk, yang menunjukkan 

bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Sumatera Utara berkaitan dengan 

pemenuhan akuntabilitas teknis melalui pengakuan dana berbasis kas, pemisahan dana 

 
87 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
88 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi. 



101 

 

secara ketat, dan penggunaan aplikasi SiMBA untuk pelaporan yang terintegrasi.89 

Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi masih 

dapat terhambat oleh keterbatasan kompetensi sumber daya manusia terhadap standar 

terbaru dan ketergantungan pada sistem terpusat. Dengan demikian, praktik BAZNAS 

Kota Parepare yang masih menggabungkan pencatatan manual dan sistem digital 

menunjukkan bahwa akuntabilitas telah berjalan pada tingkat dasar, tetapi masih 

membutuhkan penguatan agar lebih sesuai dengan penerapan PSAK 409. 

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas, kondisi tersebut menunjukkan bahwa 

BAZNAS Kota Parepare telah memiliki unsur pertanggungjawaban keuangan melalui 

bukti transaksi, pemisahan dana, laporan keuangan, dan pemeriksaan auditor. 

Akuntabilitas dalam penelitian ini tidak hanya diukur dari kesesuaian nama standar 

yang digunakan, tetapi juga dari kemampuan lembaga untuk menjelaskan, 

membuktikan, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana zakat, infak, dan 

sedekah kepada muzakki, mustahik, pemerintah, auditor, dan masyarakat. Oleh karena 

itu, meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pelaporan BAZNAS 

Kota Parepare tetap menunjukkan adanya upaya akuntabilitas dalam pengelolaan 

keuangan. 

Kesenjangan tersebut terlihat dari belum adanya aset kelolaan produktif, 

terbatasnya pemahaman terhadap perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409, serta belum 

optimalnya sistem pencatatan dan pelaporan berbasis digital. Khasanah juga 

menemukan bahwa penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS dapat terhambat 

oleh keterbatasan tenaga sumber daya manusia, kurangnya pengetahuan, dan minimnya 

 
89 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
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pelatihan mengenai akuntansi zakat, infak, dan sedekah.90 Dengan demikian, kondisi 

BAZNAS Kota Parepare memperkuat temuan penelitian terdahulu bahwa penerapan 

standar akuntansi pada lembaga zakat daerah sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber 

daya manusia, sistem pelaporan, dan pemahaman terhadap standar yang berlaku. 

BAZNAS Kota Parepare telah memiliki praktik pencatatan dan pelaporan 

keuangan yang mendukung pertanggungjawaban, seperti pencatatan berbasis bukti 

transaksi, pemisahan dana, penyusunan laporan keuangan, penggunaan SiMBA, dan 

pemeriksaan auditor. Akan tetapi, penerapan PSAK 409 belum berjalan secara penuh 

karena belum terdapat aset kelolaan produktif dan belum seluruh aspek pelaporan 

diarahkan pada PSAK 409. Oleh karena itu, penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota 

Parepare membutuhkan penguatan pemahaman standar, peningkatan kapasitas sumber 

daya manusia, optimalisasi sistem pencatatan, serta kesiapan objek transaksi yang 

relevan dengan ketentuan PSAK 409. 

2. Faktor-Faktor Penyebab PSAK 409 Belum Diterapkan Secara Penuh pada 

BAZNAS Kota Parepare 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang 

menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh pada BAZNAS Kota 

Parepare. Faktor-faktor tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis akuntansi, 

tetapi juga berhubungan dengan kesiapan kelembagaan, pemahaman sumber daya 

manusia, ketersediaan objek transaksi yang relevan, penggunaan sistem informasi, 

serta kondisi penghimpunan dana zakat, infak, dan sedekah di masyarakat. Dengan 

demikian, belum diterapkannya PSAK 409 secara penuh perlu dipahami sebagai akibat 

 
90 Khasanah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan.” 
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dari keterkaitan antara standar akuntansi dan kondisi empiris lembaga pengelola zakat 

di tingkat daerah. 

a. Belum Adanya Aset Kelolaan Produktif 

Faktor utama yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara 

penuh pada BAZNAS Kota Parepare adalah belum adanya aset kelolaan 

produktif. Berdasarkan hasil wawancara, pihak BAZNAS Kota Parepare 

menjelaskan bahwa salah satu perbedaan yang menjadi perhatian dalam 

penyesuaian dari PSAK 109 menuju PSAK 409 adalah pemahaman mengenai 

aset kelolaan produktif. Informan menyampaikan bahwa pada awalnya pihak 

BAZNAS Kota Parepare belum memahami secara mendalam perbedaan antara 

aset kelolaan dalam PSAK 109 dan aset kelolaan produktif dalam PSAK 409.  

Aset kelolaan produktif dalam pemahaman informan merupakan aset 

yang dikelola oleh BAZNAS dan menghasilkan manfaat ekonomi secara 

berkelanjutan. Informan memberikan contoh bahwa apabila terdapat muzakki 

yang memberikan aset berupa lahan untuk dikelola oleh BAZNAS, kemudian 

lahan tersebut dikembangkan menjadi usaha seperti BAZNAS Mart dan hasil 

pengelolaannya masuk ke rekening BAZNAS untuk disalurkan kepada 

mustahik, maka aset tersebut dapat dikategorikan sebagai aset kelolaan 

produktif. Namun, sampai saat ini BAZNAS Kota Parepare belum memiliki 

aset seperti lahan, usaha, atau unit produktif yang hasilnya masuk ke rekening 

BAZNAS. Oleh karena itu, aspek pelaporan yang berkaitan dengan aset 

kelolaan produktif belum dapat diterapkan secara nyata dalam laporan 

keuangan BAZNAS Kota Parepare. 
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Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kendala penerapan PSAK 409 

tidak hanya terletak pada format laporan keuangan, tetapi juga pada belum 

adanya objek transaksi yang relevan untuk dicatat dan dilaporkan sesuai 

ketentuan PSAK 409. Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, aset yang 

selama ini dikelola lebih banyak berupa dana zakat, infak, sedekah, bantuan 

barang, dan program sosial, bukan aset produktif yang menghasilkan 

pendapatan berkelanjutan. Oleh karena itu, pihak BAZNAS Kota Parepare 

masih menganggap PSAK 109 lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan 

keuangan yang berjalan saat ini. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nuraini 

dkk, pada BAZNAS Kabupaten Tangerang yang menunjukkan bahwa 

penerapan PSAK 409 belum sepenuhnya sesuai, antara lain karena masih 

terdapat aspek penyajian dan pengungkapan yang belum terpenuhi, termasuk 

pengelolaan aset tertentu yang belum berjalan secara optimal.91 

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia 

Faktor kedua adalah keterbatasan sumber daya manusia. Penerapan 

PSAK 409 membutuhkan sumber daya manusia yang memahami konsep 

akuntansi zakat, infak, dan sedekah, perbedaan PSAK 109 dan PSAK 409, serta 

kemampuan teknis dalam menyusun laporan keuangan sesuai standar. 

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa kondisi 

penghimpunan dana, jumlah muzakki, sumber daya manusia, dan aset yang 

dikelola sangat memengaruhi kesiapan BAZNAS Kota Parepare dalam 

menerapkan PSAK 409. Informan menyatakan bahwa “pengelolaan BAZNAS 

membutuhkan tenaga yang memahami administrasi, pencatatan, dan pelaporan 

 
91 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
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keuangan.”92 Namun, dalam praktiknya sebagian staf belum dapat sepenuhnya 

fokus karena keterbatasan dana operasional dan penghasilan, sementara 

pembiayaan operasional dan penggajian amil bergantung pada dana amil yang 

berasal dari penghimpunan zakat. 

Keterbatasan sumber daya manusia tersebut berdampak pada proses 

pencatatan, penginputan data, penggunaan SiMBA, penyusunan laporan, dan 

penguatan dokumentasi pelaporan. Dalam penelitian kualitatif, informasi ini 

penting karena menunjukkan bahwa faktor manusia menjadi bagian langsung 

dari proses penerapan standar akuntansi. Standar akuntansi tidak dapat berjalan 

hanya karena telah ditetapkan, tetapi membutuhkan pelaksana yang memahami 

substansi standar, memiliki kemampuan teknis, dan didukung oleh pembagian 

tugas yang memadai. Hal ini sejalan dengan penelitian Khasanah yang 

menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat pada BAZNAS masih 

dapat menghadapi kendala dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga 

lembaga memerlukan pemahaman dan kemampuan teknis yang memadai dalam 

pelaporan dana zakat, infak, dan sedekah.93 

c. Pencatatan Manual dan Penggunaan SiMBA yang belum Optimal 

Faktor ketiga adalah pencatatan manual dan penggunaan SiMBA yang 

belum optimal. BAZNAS Kota Parepare telah menggunakan SiMBA sebagai 

sistem informasi pengelolaan zakat, tetapi pencatatan manual masih tetap 

digunakan dalam proses pencatatan dan penyusunan laporan keuangan. 

Berdasarkan hasil wawancara, informan menjelaskan bahwa “pencatatan dana 

 
92 Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor 

BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026. 
93 Khasanah, “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Laporan Keuangan Pada BAZNAS 

Kabupaten Pekalongan.” 
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dilakukan melalui dua cara, yaitu pencatatan manual melalui buku dan 

pencatatan digital.”94 Pencatatan dilakukan secara terpisah antara dana zakat, 

dana infak/sedekah, dana amil, dana terikat, dan dana tidak terikat. Pemisahan 

ini dilakukan agar jumlah dana, hak amil, serta peruntukan dana dapat terlihat 

secara jelas ketika dilakukan pemeriksaan atau audit. 

Pencatatan manual masih dianggap penting karena dokumen fisik lebih 

mudah ditelusuri pada saat pemeriksaan. Informan menjelaskan bahwa 

dokumen seperti kuitansi, bukti transfer, rekening koran, tanda terima, berita 

acara, dan dokumentasi penyaluran menjadi dasar penting dalam pembuktian 

transaksi. Dari sisi akuntabilitas, pencatatan manual membantu menyediakan 

bukti transaksi yang jelas dan dapat diperiksa. Namun, dari sisi penyesuaian 

menuju PSAK 409, penggunaan SiMBA yang belum optimal dapat 

menyebabkan integrasi data, penginputan transaksi, dan penyusunan laporan 

berbasis sistem belum berjalan secara maksimal. Dengan demikian, BAZNAS 

Kota Parepare masih berada dalam kondisi transisi antara pencatatan manual 

dan digital. 

Temuan tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian Fadhli yang 

menunjukkan bahwa SiMBA berperan penting dalam meningkatkan efektivitas 

pengumpulan dan distribusi zakat karena sistem tersebut mendukung proses 

penghimpunan, pendistribusian, pendataan, dan pelaporan zakat.95 Namun, 

penggunaan sistem informasi zakat tetap membutuhkan kesiapan sumber daya 

manusia dan konsistensi input data agar manfaatnya dapat berjalan optimal. 

 
94 Nursyamsi, Operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 19 Juni 2026. 
95 Fadhli, “Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan 

Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.” 
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Penelitian Meilani dan Tripalupi juga menunjukkan bahwa penerapan PSAK 

409 pada BAZNAS masih dapat terhambat oleh keterbatasan sumber daya 

manusia dan sistem informasi yang belum memadai.96 Dengan demikian, 

kondisi BAZNAS Kota Parepare memperkuat temuan penelitian terdahulu 

bahwa keberhasilan penerapan PSAK 409 tidak hanya ditentukan oleh standar 

akuntansi, tetapi juga oleh kesiapan sistem informasi dan tenaga pelaksana. 

d. Rendahnya Penghimpunan ZIS melalui BAZNAS Kota Parepare 

Faktor keempat adalah rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS 

Kota Parepare. Padahal, pemerintah telah membentuk BAZNAS sebagai 

lembaga resmi pengelola zakat yang memiliki aturan dalam penghimpunan dan 

penyaluran zakat, termasuk memastikan dana zakat disalurkan kepada delapan 

asnaf yang berhak menerima. Informan menyampaikan bahwa kebiasaan 

masyarakat menyalurkan zakat di luar BAZNAS menyebabkan penghimpunan 

zakat melalui BAZNAS Kota Parepare belum maksimal. 

Rendahnya penghimpunan ZIS berpengaruh terhadap kesiapan 

penerapan PSAK 409 karena dana yang dihimpun menjadi dasar utama 

aktivitas pengelolaan dan pelaporan keuangan. Ketika penghimpunan dana 

melalui BAZNAS masih terbatas, maka kapasitas operasional lembaga, dana 

amil, dukungan terhadap sumber daya manusia, dan peluang pengembangan 

aset kelolaan produktif juga ikut terbatas. Informan menjelaskan bahwa 

“apabila penghimpunan zakat meningkat dan BAZNAS memiliki aset kelolaan 

produktif, maka penerapan PSAK 409 akan lebih mudah dilakukan.”97 Hal ini 

 
96 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
97 Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 18 Juni 2026. 
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menunjukkan bahwa persoalan penerapan PSAK 409 tidak dapat dilepaskan 

dari kemampuan lembaga dalam memperkuat penghimpunan dana dan 

memperluas basis muzakki. 

f. UPZ yang Belum Seluruhnya Terintegrasi dalam Sistem BAZNAS 

Faktor kelima adalah UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau 

terintegrasi dalam sistem BAZNAS. Berdasarkan dokumen data UPZ pada 

SiMBA, masih terdapat sejumlah UPZ yang berstatus tidak terdaftar. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa administrasi kelembagaan UPZ belum sepenuhnya 

tertata dalam sistem BAZNAS. Dalam konteks akuntabilitas, status UPZ yang 

belum terdaftar atau belum terintegrasi dapat memengaruhi kelengkapan data 

penghimpunan dan pelaporan ZIS. Apabila aktivitas penghimpunan zakat 

dilakukan melalui UPZ atau pihak tertentu tetapi tidak tercatat secara 

terintegrasi dalam sistem BAZNAS, maka informasi mengenai jumlah dana ZIS 

yang beredar di masyarakat menjadi tidak utuh. 

Kondisi tersebut berdampak pada akuntabilitas pengelolaan zakat 

karena BAZNAS tidak hanya bertanggung jawab menghimpun dan 

menyalurkan dana, tetapi juga perlu memiliki data yang lengkap mengenai 

sumber penerimaan, jumlah penghimpunan, dan penyaluran dana. Dengan 

demikian, belum optimalnya integrasi UPZ menjadi salah satu faktor 

kelembagaan yang memengaruhi kesiapan penerapan PSAK 409, terutama 

dalam aspek kelengkapan data dan pelaporan. 

Jika dikaitkan dengan teori akuntabilitas, kelima faktor tersebut 

menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota 

Parepare tidak hanya ditentukan oleh keberadaan laporan keuangan, tetapi juga 
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oleh kesiapan lembaga dalam menyediakan data yang lengkap, bukti transaksi 

yang dapat ditelusuri, sistem pencatatan yang memadai, sumber daya manusia 

yang kompeten, serta mekanisme pelaporan yang terintegrasi. Akuntabilitas 

menuntut lembaga untuk mampu menjelaskan bagaimana dana diterima, 

dicatat, dikelola, disalurkan, dan dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan. 

Oleh karena itu, ketika masih terdapat keterbatasan pada aset kelolaan 

produktif, sumber daya manusia, SiMBA, penghimpunan dana, dan integrasi 

UPZ, maka penerapan PSAK 409 belum dapat berjalan secara penuh. 

Belum adanya aset kelolaan produktif menjadi faktor utama karena aspek tersebut 

berkaitan langsung dengan substansi penyesuaian pelaporan. Namun, faktor tersebut 

diperkuat oleh keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan 

SiMBA yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta 

UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Temuan ini memperlihatkan 

bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah tidak hanya membutuhkan 

perubahan standar pelaporan, tetapi juga membutuhkan penguatan kelembagaan, 

peningkatan kompetensi SDM, optimalisasi sistem informasi, peningkatan 

penghimpunan dana, dan penataan administrasi UPZ. 

3. Praktik Pelaporan Keuangan BAZNAS Kota Parepare dalam Mendukung 

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan 

Praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare menunjukkan adanya 

upaya untuk mendukung akuntabilitas pengelolaan keuangan zakat, infak, dan sedekah. 

Akuntabilitas dalam konteks lembaga pengelola zakat tidak hanya ditunjukkan melalui 

adanya laporan keuangan, tetapi juga melalui proses pencatatan yang tertib, 

penggunaan bukti transaksi, pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, penggunaan 



110 

 

sistem informasi, dan pemeriksaan oleh auditor. Hal ini sejalan dengan pandangan 

bahwa akuntabilitas dan transparansi pada lembaga pengelola zakat menjadi aspek 

penting untuk menjaga kepercayaan publik, karena dana yang dikelola berasal dari 

masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berhak menerima 

manfaatnya.98 

Berdasarkan hasil wawancara, praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota 

Parepare diawali dari pencatatan dana yang masuk melalui beberapa jalur penerimaan. 

BAZNAS Kota Parepare juga memiliki rekening yang dipisahkan untuk zakat dan 

infak/sedekah, seperti rekening BRI, Mandiri, BPD, Muamalat, dan rekening lain yang 

digunakan sesuai kebutuhan penghimpunan. Pemisahan jalur penerimaan dan rekening 

tersebut menunjukkan adanya upaya untuk mengatur dana berdasarkan sumbernya agar 

proses pencatatan dan pertanggungjawaban dapat dilakukan secara lebih jelas. 

Dalam proses pencatatan penerimaan, informan menjelaskan bahwa “dana 

tidak langsung dicatat hanya berdasarkan pernyataan atau niat muzakki untuk 

membayar zakat.”99 Dana baru dicatat sebagai penerimaan apabila telah benar-benar 

diterima oleh BAZNAS dan didukung oleh bukti transaksi. Informan menyatakan 

bahwa “nanti kalau sudah ada bukti masuknya dana, misalnya bukti transfer atau dana 

tunai sudah diterima BAZNAS, baru kita catat sebagai penerimaan.”100 Pernyataan ini 

menunjukkan bahwa praktik pencatatan penerimaan pada BAZNAS Kota Parepare 

telah didasarkan pada bukti yang dapat diverifikasi. Dari sudut pandang akuntabilitas, 

 
98 Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core 

Principles Dan PSAK 109.” 
99 Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor 

BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026. 
100 Rifdaningsi. 
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pencatatan berbasis bukti menjadi penting karena memungkinkan setiap penerimaan 

dana ditelusuri sumbernya, jumlahnya, dan waktu penerimaannya. 

Praktik tersebut sejalan dengan penelitian Andrini yang menunjukkan bahwa 

akuntabilitas laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah berkaitan dengan kejelasan 

pencatatan, transparansi pelaporan, serta kemampuan lembaga untuk menyajikan 

informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.101 Dalam konteks BAZNAS 

Kota Parepare, bukti transaksi seperti kuitansi, bukti transfer, dan rekening koran 

menjadi dasar untuk membuktikan bahwa dana yang diterima benar-benar masuk ke 

lembaga. Dengan demikian, pencatatan penerimaan yang didukung oleh bukti transaksi 

menjadi salah satu bentuk akuntabilitas keuangan kepada muzakki, pemerintah, 

auditor, dan masyarakat. 

Selain pencatatan penerimaan, praktik penyaluran dana juga dilakukan melalui 

prosedur yang melibatkan verifikasi dan dokumentasi. Berdasarkan hasil wawancara, 

penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah dilakukan melalui beberapa program, seperti 

bantuan pendidikan, beasiswa, paket Ramadan, penanganan stunting, bantuan 

kesehatan, pemberdayaan ekonomi, bantuan sosial, dan bantuan kemanusiaan lainnya. 

Informan menjelaskan bahwa “mustahik yang mengajukan bantuan perlu melengkapi 

dokumen sesuai SOP, kemudian dilakukan pengecekan atau verifikasi kelayakan.”102 

Setelah itu, permohonan dibahas oleh pimpinan, disetujui, dicairkan oleh bendahara, 

dibuatkan kuitansi dan berita acara, kemudian bantuan disalurkan oleh bidang 

pendistribusian. 

 
101 Andrini, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah 

(ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK NO. 109.” 
102 Nursyamsi, Operator SiMBA BAZNAS Kota Parepare wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 19 Juni 2026. 
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Alur penyaluran tersebut menunjukkan bahwa praktik pelaporan keuangan 

BAZNAS Kota Parepare tidak hanya mencatat angka pengeluaran, tetapi juga 

memperhatikan dasar administrasi dan kelayakan penerima bantuan. Informan 

menjelaskan bahwa “bukti penyaluran dapat berupa tanda terima, berita acara, kuitansi, 

dan dokumentasi kegiatan.”103 Bukti-bukti tersebut menjadi dasar pencatatan 

pengeluaran dan menjadi dokumen pendukung ketika laporan diperiksa. Dengan 

demikian, proses penyaluran dana tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga 

berkaitan dengan akuntabilitas keadilan karena dana zakat harus disalurkan kepada 

mustahik yang termasuk dalam delapan asnaf. 

Pemisahan dana menjadi bentuk praktik akuntabilitas yang penting dalam 

pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, 

pencatatan dana dilakukan secara terpisah antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana 

amil, dana terikat, dan dana tidak terikat. Informan menjelaskan bahwa “pemisahan 

dana dilakukan agar hak amil, peruntukan dana, dan saldo masing-masing dana dapat 

diketahui secara jelas.”104 Misalnya, dana terikat yang berasal dari donasi khusus untuk 

bencana tidak dicampur dengan dana tidak terikat karena dana tersebut tidak memiliki 

hak amil dan harus digunakan sesuai tujuan pemberi dana. Dengan demikian, 

pemisahan dana membantu BAZNAS Kota Parepare menjaga agar penggunaan dana 

sesuai dengan sumber dan peruntukannya. 

Pemisahan dana tersebut sesuai dengan prinsip pelaporan lembaga pengelola 

zakat yang menuntut adanya kejelasan antara dana zakat, dana infak/sedekah, dana 

amil, dan dana lainnya. Penelitian Meilani dan Tripalupi menunjukkan bahwa salah 

 
103 Suwarni, Wakil Ketua III Bidang Keuangan BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor 

BAZNAS Kota Parepare, 16 Juni 2026. 
104 Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 18 Juni 2026. 



113 

 

satu bentuk penerapan PSAK 409 pada lembaga zakat adalah pemisahan dana zakat, 

infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan 

perubahan dana.105 Temuan pada BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa 

meskipun PSAK 409 belum diterapkan secara penuh, praktik pemisahan dana telah 

dilakukan dan menjadi dasar penting dalam mendukung akuntabilitas pelaporan 

keuangan. 

Dalam laporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare menyajikan beberapa 

komponen laporan yang menunjukkan pemisahan dana, seperti laporan perubahan dana 

zakat, laporan perubahan dana infak/sedekah, laporan perubahan dana amil, laporan 

perubahan dana APBD atau hibah APBD, laporan perubahan dana jasa bank atau dana 

nonhalal, laporan arus kas, daftar aset, dan catatan atas laporan keuangan. Struktur 

laporan tersebut memperlihatkan bahwa BAZNAS Kota Parepare telah berupaya 

menyajikan informasi keuangan berdasarkan jenis dana. Namun, karena pola pelaporan 

yang digunakan masih lebih dekat dengan PSAK 109, maka kualitas pelaporan masih 

perlu diperkuat agar lebih sesuai dengan arah PSAK 409, khususnya dalam aspek 

penyajian dan pengungkapan. 

Penggunaan SiMBA juga menjadi bagian dari praktik pelaporan keuangan 

BAZNAS Kota Parepare. Berdasarkan hasil wawancara, SiMBA digunakan sebagai 

sistem digital untuk membantu pengelolaan data zakat, infak, dan sedekah, mulai dari 

penghimpunan, pendistribusian, pendataan mustahik dan muzakki, hingga penyusunan 

laporan. Namun, informan menjelaskan bahwa “pencatatan manual masih tetap 

digunakan sebelum data diinput ke dalam SiMBA.”106 Hal ini terjadi karena 

 
105 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
106 Rifdaningsi, Bendahara BAZNAS Kota Parepare, wawancara di Kantor BAZNAS Kota 

Parepare, 18 Juni 2026. 
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keterbatasan sumber daya manusia dan karena dokumen fisik masih dianggap lebih 

cepat digunakan sebagai dasar pemeriksaan auditor. Dengan demikian, penggunaan 

SiMBA telah mendukung praktik akuntabilitas, tetapi belum sepenuhnya optimal 

sebagai sistem pelaporan terintegrasi. 

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Fadhli yang menunjukkan bahwa 

penggunaan SiMBA dapat membantu meningkatkan efektivitas pengumpulan dan 

distribusi zakat karena sistem tersebut mendukung pengelolaan data, pelaporan, dan 

transparansi informasi.107 Namun, manfaat SiMBA sangat bergantung pada konsistensi 

input data dan kesiapan sumber daya manusia yang mengoperasikannya. Dalam 

konteks BAZNAS Kota Parepare, penggunaan SiMBA masih perlu diperkuat agar data 

penghimpunan, penyaluran, dan pelaporan dapat tersaji lebih cepat, lengkap, dan 

terintegrasi. Oleh karena itu, optimalisasi SiMBA menjadi salah satu kebutuhan 

penting dalam memperkuat akuntabilitas pelaporan keuangan. 

Pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor juga memperkuat akuntabilitas 

BAZNAS Kota Parepare. Pemeriksaan ini membantu memastikan bahwa laporan 

keuangan tidak hanya disusun secara administratif, tetapi juga dapat diuji 

kebenarannya melalui bukti pendukung. Dengan adanya audit, BAZNAS Kota 

Parepare memiliki mekanisme pengawasan yang membantu menjaga keandalan 

laporan keuangan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana 

ZIS. 

Temuan ini memiliki keterkaitan dengan penelitian Khairani, Nasution, dan 

Syarvina yang menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS berkaitan 

dengan peningkatan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan melalui 

 
107 Fadhli, “Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan 

Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.” 
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pengakuan dana, pemisahan dana, penggunaan sistem pelaporan, dan penyajian 

informasi keuangan yang jelas.108 Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, unsur-

unsur akuntabilitas tersebut telah terlihat melalui pencatatan berbasis bukti, pemisahan 

dana, penggunaan dokumen pendukung, penyusunan laporan keuangan, penggunaan 

SiMBA, dan pemeriksaan auditor. Akan tetapi, penerapan PSAK 409 belum berjalan 

secara penuh karena masih terdapat keterbatasan dalam pemahaman standar, sistem 

informasi, sumber daya manusia, dan belum adanya aset kelolaan produktif. 

Berdasarkan teori akuntabilitas, lembaga dapat dikatakan akuntabel apabila 

mampu menjelaskan, membuktikan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan 

sumber daya yang dikelolanya. Dalam konteks BAZNAS Kota Parepare, akuntabilitas 

diwujudkan melalui proses pencatatan dana yang diterima, pemisahan dana 

berdasarkan sumber dan peruntukan, penyusunan laporan keuangan, dokumentasi 

penyaluran kepada mustahik, penggunaan SiMBA, serta pemeriksaan oleh auditor. 

Akuntabilitas juga terlihat dari adanya upaya BAZNAS untuk memastikan bahwa dana 

zakat disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai delapan asnaf. Dengan 

demikian, praktik pelaporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban 

administratif, tetapi juga sebagai sarana pertanggungjawaban moral, sosial, dan 

kelembagaan. 

Beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah optimalisasi penggunaan SiMBA, 

peningkatan ketertiban input data, penguatan dokumentasi digital, peningkatan 

pemahaman sumber daya manusia terhadap PSAK 409, serta penyesuaian penyajian 

dan pengungkapan laporan keuangan sesuai standar yang berlaku. Selain itu, integrasi 

data UPZ juga perlu ditingkatkan agar informasi penghimpunan dan penyaluran ZIS 

 
108 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
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dapat menggambarkan kondisi yang lebih utuh. Penguatan tersebut penting agar 

akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare tidak hanya bergantung pada dokumen manual 

dan audit, tetapi juga didukung oleh sistem pelaporan yang terintegrasi dan sesuai 

dengan perkembangan standar akuntansi zakat. 

Kontribusi tersebut terlihat dari pencatatan penerimaan dan penyaluran yang 

berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, dokumentasi penyaluran, penyusunan 

laporan keuangan, penggunaan SiMBA, dan pemeriksaan auditor. Meskipun PSAK 

409 belum diterapkan secara penuh, praktik pelaporan yang telah berjalan 

menunjukkan adanya dasar akuntabilitas yang cukup baik. Akan tetapi, untuk mencapai 

akuntabilitas yang lebih kuat dan sesuai dengan PSAK 409, BAZNAS Kota Parepare 

masih perlu melakukan penguatan pada aspek sumber daya manusia, sistem informasi, 

integrasi data, serta penyesuaian penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. 

4. Keterkaitan Hasil Penelitian dengan Penelitian Terdahulu 

Hasil penelitian ini memiliki keterkaitan dengan penelitian terdahulu yang 

membahas standar akuntansi zakat, transparansi, dan akuntabilitas lembaga pengelola 

zakat. Penelitian Zahara dkk, menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi 

merupakan aspek penting dalam tata kelola lembaga pengelola zakat karena berkaitan 

dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.109 Temuan tersebut sejalan 

dengan hasil penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare telah memiliki praktik 

pelaporan keuangan melalui pencatatan berbasis bukti transaksi, pemisahan dana, 

penyusunan laporan keuangan, penggunaan dokumen pendukung, dan pemeriksaan 

auditor sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. 

 
109 Zahara dkk., “Akuntabilitas Dan Transparansi Lembaga Pengelola Zakat Melalui Zakat Core 

Principles Dan PSAK 109.” 
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Keterkaitan penelitian ini juga terlihat pada penelitian Andrini yang membahas 

transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan zakat, infak, dan sedekah pada 

BAZNAS Kabupaten Kampar berdasarkan PSAK 109.110 Penelitian tersebut 

menunjukkan bahwa pelaporan keuangan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Kampar 

belum sepenuhnya transparan dan akuntabel karena masih terdapat unsur laporan yang 

belum memberikan informasi secara memadai.111 Temuan tersebut memiliki kesamaan 

dengan penelitian ini karena BAZNAS Kota Parepare juga telah menyusun laporan 

keuangan dan memisahkan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana hibah APBD, 

serta dana jasa bank, tetapi masih perlu memperkuat kualitas pelaporan agar lebih 

sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Nuraini dkk, yang mengkaji 

penerapan PSAK 409 tentang akuntansi zakat, infak, dan sedekah pada BAZNAS 

Kabupaten Tangerang. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas 

penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah dengan memperhatikan aspek pengakuan, 

pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dana ZIS.112 Persamaannya dengan 

penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penerapan PSAK 409 yang belum 

sepenuhnya berjalan optimal, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian 

ini yang menekankan kondisi BAZNAS Kota Parepare sebagai BAZNAS daerah yang 

belum memiliki aset kelolaan produktif, sehingga PSAK 409 belum dapat diterapkan 

secara penuh. 

 
110 Andrini, “Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Zakat Infak Shadaqah 

(ZIS) Pada BAZNAS Kabupaten Kampar Berdasarkan PSAK NO. 109.” 
111 Andrini. 
112 Nuraini, Setiawan, dan Yulianti, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang Akuntansi Zakat, 

Infak dan Sedekah pada BAZNAS Kabupaten Tangerang.” 
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Penelitian ini juga memperkuat temuan Meilani dan Tripalupi yang 

menunjukkan bahwa penerapan PSAK 409 dapat mendorong pemisahan dana zakat, 

infak/sedekah, dan dana amil, serta penyusunan laporan posisi keuangan dan laporan 

perubahan dana, tetapi penerapannya masih dapat terkendala oleh keterbatasan sumber 

daya manusia dan sistem informasi yang belum memadai.113 Kondisi tersebut memiliki 

kesamaan dengan BAZNAS Kota Parepare karena lembaga ini telah melakukan 

pemisahan dana dan menyusun laporan keuangan, tetapi masih menghadapi kendala 

berupa keterbatasan pemahaman terhadap PSAK 409, keterbatasan sumber daya 

manusia, penggunaan SiMBA yang belum optimal, dan belum adanya aset kelolaan 

produktif. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan PSAK 409 tidak hanya 

bergantung pada keberadaan standar akuntansi, tetapi juga pada kesiapan internal 

lembaga. 

Penelitian ini berkaitan dengan penelitian Khairani dkk, yang membahas 

penerapan PSAK 409 dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan 

keuangan pada BAZNAS Sumatera Utara114, serta penelitian Fadhli yang menunjukkan 

bahwa penggunaan SiMBA dapat mendukung efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas 

pengelolaan zakat.115 Temuan pada BAZNAS Kota Parepare menunjukkan bahwa 

akuntabilitas telah didukung melalui pencatatan berbasis bukti transaksi, pemisahan 

dana, dokumentasi penyaluran, penggunaan SiMBA, dan audit, tetapi belum 

sepenuhnya optimal karena masih terdapat kendala SDM, input data, penghimpunan 

 
113 Dini Meilani dan Ramadhani Irma Tripalupi, “Analisis Penerapan PSAK 409 Tentang 

Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan.” 
114 Khairani, Nasution, dan Syarvina, “Analisis Penerapan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, 

Infak, dan Sedekah dalam Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan pada 

BAZNAS Sumatera Utara.” 
115 Fadhli, “Implementasi SIMBA Baznas dalam Meningkatkan Efektivitas Pengumpulan dan 

Distribusi Zakat di Baitul Mal Kota Banda Aceh.” 
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ZIS, integrasi UPZ, dan belum adanya aset kelolaan produktif. Dengan demikian, 

penelitian ini memperluas penelitian terdahulu dengan menunjukkan bahwa penerapan 

PSAK 409 pada BAZNAS daerah perlu dipahami sebagai proses penyesuaian yang 

dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, sistem pencatatan, sumber daya manusia, 

penghimpunan dana, dan integrasi UPZ. 

5. Implikasi Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini memiliki implikasi teoritis dan praktis dalam 

pengembangan kajian akuntansi syariah, khususnya terkait penerapan PSAK 409 pada 

lembaga pengelola zakat di tingkat daerah.  

a. Implikasi Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar 

akuntansi zakat tidak dapat dipahami hanya sebagai kewajiban normatif atau 

perubahan penomoran standar, tetapi juga sebagai proses penyesuaian yang 

dipengaruhi oleh kondisi empiris lembaga. Kondisi tersebut meliputi 

ketersediaan aset kelolaan produktif, pemahaman sumber daya manusia, sistem 

pencatatan, penggunaan aplikasi pelaporan, penghimpunan dana ZIS, serta 

integrasi UPZ. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam 

memperluas pemahaman bahwa penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah 

perlu dianalisis berdasarkan kesiapan kelembagaan dan praktik pelaporan yang 

terjadi di lapangan. 
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a. Implikasi Praktis 

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi 

BAZNAS Kota Parepare dalam memperkuat kualitas pencatatan dan pelaporan 

keuangan. BAZNAS Kota Parepare perlu meningkatkan pemahaman sumber 

daya manusia mengenai PSAK 409, terutama pada aspek pengakuan, 

pengukuran, penyajian, pengungkapan, serta pemahaman mengenai aset 

kelolaan produktif. Selain itu, BAZNAS Kota Parepare juga perlu memperkuat 

penggunaan SiMBA agar pencatatan dan pelaporan dana zakat, infak, dan 

sedekah tidak hanya bergantung pada pencatatan manual, tetapi juga 

terintegrasi secara digital. Penguatan tersebut penting agar laporan keuangan 

yang disusun tidak hanya bersifat rutin, tetapi juga semakin sesuai dengan 

standar akuntansi yang berlaku. 

Implikasi praktis lainnya adalah perlunya penguatan administrasi 

kelembagaan, khususnya terkait penghimpunan ZIS dan integrasi Unit 

Pengumpul Zakat. Rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS serta 

masih adanya UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi 

menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan zakat tidak hanya bergantung 

pada laporan keuangan, tetapi juga pada kelengkapan data penghimpunan dan 

penyaluran. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Parepare perlu meningkatkan 

sosialisasi kepada masyarakat dan muzakki mengenai pentingnya menyalurkan 

zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga resmi. Selain itu, pemetaan potensi 

pengembangan aset kelolaan produktif juga perlu mulai dipertimbangkan 

apabila kondisi kelembagaan, sumber daya, dan penghimpunan dana telah 

memungkinkan. 
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Temuan penelitian ini juga memberikan implikasi bagi BAZNAS Provinsi, BAZNAS 

Pusat, pemerintah daerah, dan pihak terkait untuk memberikan dukungan dalam proses 

penyesuaian penerapan PSAK 409. BAZNAS daerah membutuhkan sosialisasi, 

pelatihan teknis, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta penguatan sistem 

pelaporan agar mampu menerapkan standar secara lebih baik. Bagi masyarakat dan 

muzakki, temuan ini menegaskan pentingnya partisipasi dalam menyalurkan dana ZIS 

melalui lembaga resmi agar dana yang dihimpun dapat tercatat, dilaporkan, dan 

dipertanggungjawabkan secara jelas. Dengan demikian, penguatan penerapan PSAK 

409 dan akuntabilitas BAZNAS Kota Parepare membutuhkan kerja sama antara 

lembaga, pemerintah, UPZ, muzakki, dan masyarakat. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penerapan PSAK 409 

dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan pada BAZNAS Kota Parepare, maka dapat 

disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 

1. Kondisi penerapan PSAK 409 pada BAZNAS Kota Parepare belum berjalan 

secara penuh. Dalam praktik pelaporan keuangan, BAZNAS Kota Parepare 

masih menggunakan pola pelaporan yang lebih dekat dengan PSAK 109. 

Meskipun demikian, BAZNAS Kota Parepare telah menyusun laporan 

keuangan secara berkala, melakukan pemisahan dana berdasarkan jenisnya, 

serta menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban 

pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan PSAK 409 belum diterapkan secara penuh 

pada BAZNAS Kota Parepare meliputi belum adanya aset kelolaan produktif, 

keterbatasan sumber daya manusia, pencatatan manual dan penggunaan SiMBA 

yang belum optimal, rendahnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS, serta 

UPZ yang belum seluruhnya terdaftar atau terintegrasi. Faktor utama yang 

paling berpengaruh adalah belum adanya aset kelolaan produktif, karena aspek 

tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyesuaian pelaporan 

menuju PSAK 409. 

3. Praktik pelaporan keuangan BAZNAS Kota Parepare telah mendukung 

akuntabilitas pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari adanya pencatatan 
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penerimaan dan penyaluran dana ZIS berdasarkan bukti transaksi, pemisahan 

dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dana APBD atau hibah APBD, serta dana 

jasa bank atau dana nonhalal. Selain itu, penggunaan dokumen pendukung dan 

pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor menjadi bentuk 

pertanggungjawaban BAZNAS Kota Parepare kepada muzaki, mustahik, 

pemerintah, auditor, dan masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan penelitian tersebut, maka saran yang dapat diberikan 

adalah sebagai berikut. 

1. BAZNAS Kota Parepare diharapkan dapat meningkatkan pemahaman sumber 

daya manusia mengenai PSAK 409, khususnya terkait perbedaan PSAK 109 

dan PSAK 409 serta pengaturan mengenai aset kelolaan produktif. Peningkatan 

pemahaman tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan, sosialisasi, dan 

pendampingan teknis agar proses penyesuaian laporan keuangan dapat berjalan 

lebih baik. 

2. BAZNAS Kota Parepare perlu mengoptimalkan penggunaan SiMBA dalam 

pencatatan penerimaan, penyaluran, data muzaki, data mustahik, dan data UPZ. 

Pencatatan manual tetap dapat digunakan sebagai dokumen pendukung, tetapi 

perlu diselaraskan dengan sistem digital agar data yang dihasilkan lebih tertib, 

lengkap, dan mudah ditelusuri. 

3. BAZNAS Kota Parepare perlu memperkuat penghimpunan zakat, infak, dan 

sedekah melalui lembaga resmi. Sosialisasi kepada masyarakat dan muzaki 

perlu ditingkatkan agar penyaluran ZIS lebih banyak dilakukan melalui 
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BAZNAS, sehingga dana yang dihimpun dapat dicatat, dikelola, disalurkan, 

dan dipertanggungjawabkan secara jelas. 

4. BAZNAS Provinsi, BAZNAS Pusat, dan pemerintah daerah diharapkan dapat 

memberikan dukungan berupa pembinaan, pelatihan, dan pendampingan 

kepada BAZNAS Kota Parepare dalam proses penyesuaian penerapan PSAK 

409. Dukungan tersebut penting karena BAZNAS daerah memiliki 

keterbatasan dalam sumber daya manusia, sistem pencatatan, dan 

pengembangan aset kelolaan produktif. 

5. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan 

mengkaji penerapan PSAK 409 pada BAZNAS daerah lainnya atau 

membandingkan penerapan PSAK 409 antara beberapa lembaga pengelola 

zakat. Penelitian selanjutnya juga dapat membahas secara lebih mendalam 

mengenai pengelolaan aset kelolaan produktif dalam pelaporan keuangan zakat, 

infak, dan sedekah. 
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LAMPIRAN 

Lampiran  1. Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Fakultas 
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Lampiran  2. Surat Izin Penelitian DPM-PTSP 
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Lampiran  3. Pedoman Wawancara 
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6. Apakah tidak adanya aset kelolaan produktif menjadi pertimbangan 

utama BAZNAS Kota Parepare belum menerapkan PSAK 409? Jika 

iya, bagaimana pertimbangannya?  

7. Menurut Bapak/Ibu, sebagai BAZNAS daerah yang tergolong kecil, 

apakah kondisi penghimpunan dana, jumlah muzaki, SDM, dan aset 

yang dikelola memengaruhi kesiapan BAZNAS dalam menerapkan 

PSAK 409?  

8. Dana, barang, program bantuan, atau aset apa saja yang selama ini 

dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare dalam kegiatan penghimpunan 

dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah?  

9. Bagaimana proses pencatatan dana zakat, infak/sedekah, dana amil, dan 

dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan BAZNAS Kota Parepare 

saat ini?  

10. Bagaimana proses penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota 

Parepare, mulai dari pencatatan transaksi sampai menjadi laporan 

pertanggungjawaban?  

11. Apakah BAZNAS Kota Parepare memiliki SOP, pedoman tertulis, 

arahan dari BAZNAS Provinsi/Pusat, atau pelatihan khusus terkait 

penyusunan laporan keuangan ZIS? Jika ada, bagaimana penerapannya? 

12. Menurut Bapak/Ibu, bagaimana penggunaan PSAK 109 saat ini 

memengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan BAZNAS Kota 

Parepare kepada muzaki, mustahik, pemerintah, dan masyarakat?  
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B. Pertanyaan untuk Operator BAZNAS Kota Parepare 

Pertanyaan ini berfokus untuk pelaksanaan teknis pencatatan, alur input 

data, penggunaan sistem, dokumen pendukung, pemahaman standar yang 

digunakan, dan kendala operasional. 

1. Bisa Bapak/Ibu ceritakan apa tugas dan tanggung jawab Bapak/Ibu 

dalam membantu pencatatan, administrasi, atau pengelolaan data 

keuangan BAZNAS Kota Parepare? 

2. Dalam kegiatan sehari-hari, bagaimana alur pencatatan atau input data 

penerimaan dana zakat, infak, dan sedekah di BAZNAS Kota Parepare?  

3. Bagaimana alur pencataan atau input data penyaluran dana zakat, infak, 

dan sedekah kepada mustahik atau penerima bantuan?  

4. Aplikasi, sistem, atau format pencatatan apa yang digunakan BAZNAS 

Kota Parepare dalam mengelola data penerimaan dan penyaluran dana?  

5. Dokumen apa saja yang biasanya digunakan sebagai bukti pencatatan 

penerimaan dan penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah?  

6. Sepengetahuan Bapak/Ibu, standar atau format pelaporan apa yang 

digunakan BAZNAS Kota Parepare saat ini dalam pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan?  

7. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu mengenai alasan BAZNAS Kota 

Parepare masih menggunakan PSAK 109 dan belum menerapkan PSAK 

409, khususnya jika dikaitkan dengan belum adanya aset kelolaan 

produktif?  
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8. Kendala teknis apa yang paling sering Bapak/Ibu hadapi dalam 

pencatatan data, penyimpanan dokumen, verifikasi data, atau 

penyusunan laporan keuangan BAZNAS Kota Parepare?  

 

 

 Parepare, 18 Juni 2026 

 3 Muharram 1448 H 

 Mengetahui, 

Pembimbing Utama 

  

 Dr. Sri Wahyuni Nur, S.E., M. Ak. 

NIP. 19890208 201903 2 012 
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Lampiran  4. Tabulasi Hasil Wawancara Informan 

No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

1 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Standar/pedoman 

akuntansi yang 

digunakan 

Dalam penyusunan laporan keuangan, 

BAZNAS Kota Parepare mengacu pada 

pedoman pelaporan BAZNAS Pusat. 

Pada jawaban awal terdapat penyebutan 

PSAK 409 sebagai acuan, tetapi 

penjelasan lanjutan menunjukkan bahwa 

praktik penyusunan laporan keuangan 

masih menggunakan PSAK 109 karena 

PSAK 409 belum diterapkan secara 

penuh. 

Standar pelaporan; 

ketidaksiapan 

penerapan PSAK 409 

2 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Riwayat penyesuaian dari 

PSAK 109 ke PSAK 409 

BAZNAS Pusat pernah mendorong 

penerapan PSAK 409. Namun, 

BAZNAS daerah, termasuk BAZNAS 

Kota Parepare, belum sepenuhnya 

memahami konsep aset kelolaan 

produktif. Karena belum ada 

pemahaman yang memadai dan belum 

tersedia objek aset kelolaan produktif, 

laporan keuangan tetap disusun 

menggunakan PSAK 109. 

Transisi standar; 

pemahaman PSAK 

409 

3 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Alasan utama belum 

menerapkan PSAK 409 

secara penuh 

Alasan utama belum diterapkannya 

PSAK 409 secara penuh adalah belum 

adanya aset kelolaan produktif yang 

dikelola oleh BAZNAS Kota Parepare. 

Selain itu, masih terdapat keterbatasan 

pemahaman mengenai perbedaan 

pengaturan aset kelolaan dalam PSAK 

109 dan PSAK 409. Rendahnya 

kesadaran sebagian masyarakat untuk 

menyalurkan zakat melalui BAZNAS 

juga berdampak pada rendahnya 

penghimpunan dana ZIS. 

Aset kelolaan 

produktif; 

penghimpunan ZIS; 

literasi masyarakat 

4 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Perbedaan PSAK 109 dan 

PSAK 409 

Perbedaan utama yang dipahami 

informan terletak pada pengaturan aset 

kelolaan. PSAK 109 dipahami masih 

mengatur aset kelolaan secara umum, 

sedangkan PSAK 409 dipahami lebih 

menekankan pengaturan dan pencatatan 

aset kelolaan produktif secara lebih jelas. 

Pemahaman standar; 

fokus aset produktif 
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No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

5 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Pemahaman mengenai 

aset kelolaan dan aset 

kelolaan produktif 

Aset kelolaan dipahami sebagai aset 

yang digunakan untuk mendukung 

layanan kepada masyarakat, misalnya 

ambulans. Aset tersebut tidak 

menghasilkan pendapatan, tetapi 

memberi manfaat sosial. Adapun aset 

kelolaan produktif dipahami sebagai aset 

yang dikelola oleh BAZNAS untuk 

menghasilkan nilai ekonomi, seperti 

lahan atau usaha, kemudian hasilnya 

digunakan untuk mendukung penyaluran 

kepada mustahik. Hingga saat ini, 

BAZNAS Kota Parepare belum 

memiliki aset kelolaan produktif. 

Definisi aset; aset 

sosial dan aset 

produktif 

6 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Tidak adanya aset 

kelolaan produktif 

sebagai pertimbangan 

Tidak adanya aset kelolaan produktif 

menjadi salah satu pertimbangan utama 

dalam penggunaan PSAK 109. Karena 

BAZNAS Kota Parepare belum 

memiliki usaha atau aset produktif yang 

dikelola sendiri dan hasilnya disalurkan 

kepada mustahik, PSAK 109 dianggap 

lebih sesuai dengan kondisi pengelolaan 

saat ini. 

Kesesuaian standar 

dengan kondisi 

lembaga 

7 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Pengaruh penghimpunan 

dana, muzaki, SDM, dan 

aset terhadap kesiapan 

PSAK 409 

Kesiapan penerapan PSAK 409 

dipengaruhi oleh jumlah muzaki, tingkat 

penghimpunan dana, ketersediaan SDM, 

dan keberadaan aset kelolaan produktif. 

Penghimpunan zakat belum maksimal 

karena sebagian masyarakat masih 

menyalurkan zakat secara langsung 

kepada pihak tertentu atau UPZ yang 

belum resmi. Dari sisi SDM, 

keterbatasan tenaga dan dukungan 

operasional membuat pelaksanaan 

administrasi, pencatatan, dan pelaporan 

belum optimal. 

Faktor kesiapan; 

SDM; penghimpunan; 

UPZ 
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No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

8 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Dana, barang, program, 

dan aset yang dikelola 

BAZNAS Kota Parepare mengelola 

dana zakat, infak, dan sedekah yang 

dihimpun dari masyarakat atau muzaki. 

Penyaluran dilakukan melalui bantuan 

kesehatan, pendidikan, sosial, program 

Ramadan, dan pemberdayaan ekonomi 

sesuai kebutuhan mustahik. Selain dana, 

BAZNAS juga mengelola bantuan 

barang dan program sosial, namun 

belum memiliki aset kelolaan produktif 

berupa usaha yang menghasilkan 

pendapatan berkelanjutan. 

Pengelolaan ZIS; 

program penyaluran 

9 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Proses pencatatan dana 

ZIS, dana amil, dan dana 

sosial keagamaan lainnya 

Pencatatan dilakukan secara manual dan 

digital. Dana zakat, infak/sedekah, dana 

amil, serta dana terikat dan tidak terikat 

dicatat secara terpisah. Pemisahan 

dilakukan agar hak amil, sumber dana, 

dan tujuan penggunaan dana dapat 

diketahui secara jelas. Dana terikat, 

seperti donasi untuk bencana, dicatat 

terpisah karena tidak memiliki hak amil, 

sedangkan dana tidak terikat memiliki 

ketentuan hak amil sesuai kebijakan 

BAZNAS. 

Sistem pencatatan; 

pemisahan dana; hak 

amil 

10 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Proses penyusunan 

laporan keuangan dan 

pertanggungjawaban 

Penyusunan laporan dimulai ketika dana 

benar-benar diterima dan memiliki bukti 

transaksi, bukan hanya berdasarkan janji 

atau pengakuan. Setiap penerimaan dan 

penyaluran dicatat berdasarkan bukti, 

kemudian dipisahkan menurut jenis 

dana. Penyaluran kepada mustahik 

dilengkapi dengan verifikasi, tanda 

terima, dan dokumen pendukung.  

Akuntabilitas; bukti 

transaksi; audit 

11 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

SOP, pedoman, dan 

arahan pelaporan 

BAZNAS Kota Parepare memiliki 

pedoman dari BAZNAS Pusat dan telah 

menyusun SOP keuangan. Dalam 

laporan pengelolaan dana, terdapat 

komponen penerimaan, pengeluaran, 

saldo awal, saldo berjalan, dan sisa dana. 

Saldo dana tahun sebelumnya 

dimasukkan sebagai saldo awal pada 

tahun berikutnya sehingga 

kesinambungan laporan dapat terjaga. 

SOP keuangan; 

kesinambungan 

laporan 
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No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

12 Wakil Ketua III 

Bidang Keuangan 

Pengaruh PSAK 109 

terhadap akuntabilitas 

Penggunaan PSAK 109 dinilai 

membantu akuntabilitas karena dana 

zakat, infak/sedekah, dana amil, dan 

dana lainnya dicatat secara terpisah. 

Pemisahan tersebut memudahkan 

pembuktian saat audit dan menjadi 

bentuk pertanggungjawaban kepada 

muzaki, mustahik, pemerintah, dan 

masyarakat. Kendala akuntabilitas masih 

terjadi karena belum seluruh dana ZIS 

yang beredar di masyarakat terhimpun 

dan tercatat langsung melalui BAZNAS, 

termasuk dana yang dikelola oleh pihak 

lain atau UPZ yang belum sepenuhnya 

terintegrasi. 

Akuntabilitas; 

transparansi; integrasi 

data ZIS 

13 Bendahara Tugas dan tanggung 

jawab dalam pencatatan 

dan administrasi 

keuangan 

Bendahara bertugas membantu Wakil 

Ketua III Bidang Keuangan dalam 

administrasi dan pencatatan keuangan, 

penyusunan laporan, pengelolaan 

penerimaan dan pengeluaran dana ZIS, 

penyetoran dana ke bank, serta pencairan 

dana untuk kegiatan penyaluran. Namun, 

pelaksanaan tugas belum sepenuhnya 

optimal karena informan juga memiliki 

tugas utama sebagai ASN. 

Peran bendahara; 

keterbatasan 

waktu/SDM 

14 Bendahara Alur penerimaan dana 

ZIS 

Penerimaan dana ZIS dilakukan melalui 

tiga jalur, yaitu penerimaan langsung di 

kantor BAZNAS secara tunai atau QRIS, 

layanan penjemputan zakat berdasarkan 

komunikasi melalui telepon atau 

WhatsApp, dan transfer ke rekening 

BAZNAS. Setiap penerimaan disertai 

bukti setor atau kwitansi. Rekening zakat 

dan infak/sedekah dipisahkan untuk 

memudahkan pencatatan. 

Alur penghimpunan; 

bukti penerimaan 
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No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

15 Bendahara Alur penyaluran dana 

kepada mustahik 

Penyaluran dilakukan melalui program 

pendidikan, paket Ramadan, 

penanganan stunting, kesehatan, 

pemberdayaan ekonomi, dan bantuan 

lainnya. Mustahik dapat mengajukan 

bantuan sesuai SOP, kemudian 

BAZNAS melakukan verifikasi data, 

koordinasi dengan kelurahan atau 

pemerintah daerah, rapat pimpinan, 

persetujuan, pencairan dana, pembuatan 

kwitansi dan berita acara, lalu 

penyaluran oleh bidang pendistribusian.  

Alur penyaluran; 

verifikasi mustahik; 

delapan asnaf 

16 Operator SiMBA Aplikasi atau sistem 

pencatatan 

BAZNAS Kota Parepare menggunakan 

aplikasi SIMBA sebagai sistem digital 

untuk mengelola penghimpunan, 

pendistribusian, pendataan muzaki dan 

mustahik, serta penyusunan laporan. 

Dalam praktiknya, pencatatan 

penerimaan dilakukan secara manual 

terlebih dahulu, kemudian diinput ke 

SIMBA. Akses SIMBA terbatas pada 

lingkungan kantor dan terhubung dengan 

BAZNAS Pusat. 

SIMBA; pencatatan 

manual-digital 

17 Operator SiMBA Dokumen bukti 

penerimaan dan 

penyaluran 

Dokumen penerimaan meliputi kwitansi, 

bukti transfer, dan rekening koran. 

Dokumen penyaluran meliputi tanda 

terima, berita acara, nota atau bukti 

pengeluaran, serta dokumentasi 

kegiatan. Dokumen-dokumen tersebut 

menjadi dasar pencatatan dan 

pemeriksaan laporan keuangan. 

Dokumen pendukung; 

bukti transaksi 

18 Operator SiMBA Format pelaporan yang 

digunakan 

Dalam pencatatan dan penyusunan 

laporan keuangan, BAZNAS Kota 

Parepare masih menggunakan PSAK 

109. Laporan yang disusun mencakup 

arus kas, penerimaan, dan pengeluaran. 

Format laporan; 

PSAK 109 
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No. Informan Aspek Wawancara 
Ringkasan Jawaban Informan 

(Reduksi Data) 
Kategori/Temuan 

19 Bendahara Alasan belum 

menerapkan PSAK 409 

PSAK 409 belum diterapkan karena 

BAZNAS Kota Parepare belum 

memiliki aset kelolaan produktif. 

Informan menegaskan bahwa tidak 

adanya aset produktif yang dikelola 

sendiri menjadi alasan utama 

penggunaan PSAK 109 masih 

dipertahankan. 

Aset kelolaan 

produktif; alasan 

penggunaan PSAK 

109 

20 Bendahara Kendala teknis 

pencatatan dan 

penyusunan laporan 

Kendala teknis meliputi kondisi bantuan 

yang bersifat mendesak sehingga aspek 

kemanusiaan sering didahulukan, 

sedangkan kelengkapan administrasi 

dilengkapi setelahnya. Selain itu, 

keterbatasan SDM menyebabkan 

penginputan data ke SIMBA belum 

optimal dan masih terdapat data yang 

belum masuk ke sistem. Oleh karena itu, 

pencatatan manual masih lebih sering 

digunakan karena lebih cepat dan 

menjadi dokumen utama dalam 

pemeriksaan auditor. 

Kendala teknis; 

administrasi; SIMBA; 

SDM 
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Lampiran  5. Surat Keterangan Identitas Informan 
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Lampiran  6. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 
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Lampiran  7. Dokumentasi Penelitian 

1. Observasi awal di BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 20 Desember 2025 
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2. Wawancara dengan Ibu Suwarni, S.H., selaku Wakil Ketua III Bidang 

Keuangan BAZNAS Kota Parepare pada tanggal 16 Juni 2026.  
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3. Wawancara dengan Ibu Rifdaningsi, S.E., M.E., selaku Bendahara BAZNAS 

Kota Parepare pada tanggal 18 Juni 2026.  
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4. Wawancara dengan Ibu Nursyamsi, S.Kom., selaku Operator SiMBA BAZNAS 

Kota Parepare pada tanggal 19 Juni 2026. 
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